
LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR
TANGGAL
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGKAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN 2026

PEMERINTATI KOTA BEKASI
TAHUN 2026

RENCANA I(ER.IA
BADAIIT KTSATUAN BAITGSA DAIT POLITIK KOTA BEKASI

TAlrut{ 20126



I{ATA PENGAITTAR

Dengan memanjatkan puji dan s}rukur ke hadirat Allah swT, karena atas

izin-Nya perr)rusunan Renca*a Kerja (Renja) Badan Kesatua, Ba,gsa da'Politik

Kota Bekasi Tahun 2026 dapat diselesaikan penjrusltnannya. Rencana Kerja

(Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Bekasi merupakan penjabaran

dari Rencana strategis {RENSTRA} Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Bekasi Tahun 2A25-2A2g, yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Tahun 2o26,darr Rencana pembangunan Daerah (RPD) Tahun

2A25-2A2g. penSrursunan Rencana Kerja menrpakan faktor mendasar sebagai

upaya mengarahkan t*juan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah

yang berkesina:rrbunga' da' dapat diperta'ggungiawabka, dima,a sernua

kebijakan, program, sasaran d.an kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan

Rencana Kerja Tahunan BKf)-
Reneana Kerja (Renja) Tahun 2026 disusun sebagai dokumen

perencanaan dan untuk dijadikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan

yarrg aka:r dilaksanakan Tahun 2026, dimana target dan indikator sasaran yang

telah disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi dan menjadi tolak ukgr
keberhasilan kine{a yang har-us dicapai di akhir tahun zaz6.

Berhasil dan tidalarya target yang tetah ditenfukan dalam Renja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tidak terlepas dari integritas moraldan kerjasama dari semu'a pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yangtelah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman semua aparafur BadanKesatuan Bangsa da' Politik untuk dapat rne,capai tujuan darr sasaran yangtelah disepnkati bersama' Kami menyadari, tiada suatu karva mEurusia yangsempurna' oleh karena itu kami mengharapkan--;, ffi"o",, dan kritikderni penyerrpurnaan Renja untuk masa yang akan datang. Akhirnya, karni;ffiT,H:ffi;1"tr*ffiJ:*r. vans rerah rnembantu dalam
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BAB I
PEITDAIII'LUAIT

t.l Leitfi Belatang

Perencana€rn menduduki peran penting dalam rangka percepatan
pencapaian dalam pembangunan suatu urilayah, y€rng keseluruhannya akan
menuju pada satu tidkyaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang
Nomor 25 tahun 2AO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN) Pasal 3 ayat I disebutkan bahwa Perencana;rr, PembalgunErn Nasional
mencalnrp penyelenggaraan perencanaan malrro semua fungsi pemerintahan
yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara
Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan
pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain
menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah,
antar ruang, antar u/aktu, antar fungsi pemerintah maupun altara pusat dan
Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Datarn Negeri Nomor 86 Tahun 2OlT
tentang Tata Cara Perencanaal3., Pengedalian dan Evaluasi pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peratrrran Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta T[ta Cara erubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah. Dan Pelaksanaarl Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OOg

tentang Tahapan, Tata Cara PenJrursunanm Pengendalian dan eva]uasi
Pelaksanaara Rencana Pembangunan Daerah untuk men5rusun Rencatta Keqa
(Renja) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksa.naan
program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Pemerintah daerah wajib men5rusun Rencana Strategis (Renstra) Kepala
Daerah. Sehubungan dengan hal tersebrrt, dokumen Renstra Badan Kesbangpol

Kota Bekasi 2A25-2A29 merujuk pada arah Rencana Pemba.ngunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Kota Bekasi yang telah disesuaikan
dengan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih untuk
periode 2A25-2029. Oleh karena itu, Badan Kesbanpot Kota Bekasi telah
menJrusun Rencana Strategis (Renstra) untuk tahun 2A25-2029 sebagai bentuk
implementasi arah pembangunam dalam mendukung pencapalerr, Visi dan Misi
yang telah ditetapkan.

Renstra perlu diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Badan

Kesbangpol Kota Bekasi untuk tahun angg€rran 2026. Dokumen Renja ini
disusun dalam rarrg!<a memenuhi ketentuan pemndang-undangan yang
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berlaku di dalam melakukan perenc€rna.m dan keuangan pembangunan. Renjaini berfi'rngsi sebagai panduan {Guid*ncel ta}runan di dalam melaksanakan
kegiatan pembangun€rn yang bersifat urus€u:l {langsung} pada Badan
Kesbangpol.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Tirhun 2026 merupakan
dokumen Perenc€rrl.LalL Kinerja untuk tahun kedua periode Rencana strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2a25-2a2g yang menjadi pedoman
penJrusunzur Renja dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan politik Tahun
2026 dalam rangla mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan R*JMD
diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pernbangunan nasional. selainifu' penJrusunurn Renja Bad'an Kesatuan Bangsa dan politik mengacu pada
Rencana Kerja Pennerintah Daerah {RKPD} Kota Bekasi tahun 2a26, Renstra
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri, Renja K/L dan Renja
Provinsi/KabupatenlKota' Renja harus selaras dengan dokurnen-dokumen
perencanaan tersebut, utamarrya yang berkaitan langsung dengan urusan
Badan Kesatuan Bangsa dan politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik {Kesbangpo$ Kota Bekasi dalam
mer$rusun Rencana Keqia {Renja} Tahun 2a26 sangat memperhatikan program
prioritas pembangunan untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah
yang termuat dalam Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah tRpJMD)
Tahun 2A25-2029 Kota Bekasi. Bersama Bappetitbangda Kota Bekasi,

dijelaskan bahwa Visi dari 1ryali Kota dan U/akil Wali Kota terpilih adalah " Kota

Bekasi AaW Ngaman dan Sejahtera" Visi tersebut kemudian d.ijabarkan ke

dalam 5 [ima] Misi, di antaranYa:

1) Meningtatkan jangtcauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang

semakin memuasl{an dengan diduk*ng ketersediaan infrastmktur yang

mernadai;

2l Meningkatka' tmalitas hidup marrusia da' tingiungan kehidupan

perkotaan, baik jasmani rnaupun rohani, yang sernakia kondusif dan

,, T::1ffit-Tansa,, pekerjaan ve,-s set..as-*rasnva didukung dengan

pengembangan ruang-rua,g inovasi dan kreatifitas generasi produktif dalam

memarrfaatkarr kemajuan tekhnologr informasi dan komunikasi;

4) Mengembarrgkarr 
iklirn ya*g kondusif darr kerrmdaharr bagr investasi

pembangunandanduniausahayangberkeadilanrakyat;

s) Mengembarrgk# kolaborasi strategis darr dulnrngarr penguatarr manajemen

pemerintaharr kota yang mendorong Kota Bekasi sebagar kota bertaraf
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Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol sangat terkait
erat dengan Misi ke-2 [kedua], yaitu *fre,aringlcrartkanknalitcs 

lrt6,,ry m,,nusla
dan lTnglfxtngan lcehtdupan perkotaab ballk j*sncni m,g1upu7. roltani,
gang semakin kondusif dan bertrr,lor{ufurt'. Peran Badag Kesbangpol Kota
Bekasi dalam mendukung misi ini adalah sebagai pendukung basl
offieningkatngru ketenfiurm,aa dm ketertifur. fira,,qgorarkaf' , yang
merupakan sasaran ke 2 dari r\rjuan ke 4 RPJMD Kota Bekasi.

Oleh karena itu, sasaran ke 2 dari misi ke 4 RPJMD Kota. Bekasi secara
linear akan dijadikan sebagai tujuan dari Renstra Badan Kesbangpol Kota
Bekasi, yaitu 4 fieniJtgleotnya lcetenfitartnan dan keaerfihan ma.qgglrolrc/Itn .

Berdasarkan tujuan Renstra tersebut, Rencana Kerja {Renja} Badan Kesbangpol
disusun. Rencana Kerja {Renja} Badan Kesbangpol rnerupakan salah satu alat
di dalam menjalankan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan
Kesbangpol. Renja ini disusun dalam rangfta memerruhi ketentuan perundang-
undangan yang berlaku di dalam melakukan perencana€rn dan keuangan
pembangunan. Renja perangkat daerah berfi.rngsi sebagai panduan tahunan
untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah d.irencanakan, serta
menjembatani rencana strategis (Renstra| perangkat daerah dengan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah TRKPD). Dolnrmen ini memuat program, kegiatan,
lokasi, indikator kinerja, dan pendanaan yang selaras dengan visi-misi daerah,
sehingga memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan efektif,
efisien, dan terpadu.

Salah satu peraturan pemndang-undangan yang dijadikan aclran di
dalam pen]rusunnn Renja Badan Kesbangpol adalah Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara
Perencanaart, Pengendalian dan Evaluasi Pembsngunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Pembahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan
Kesbangpol ssfoagai salah satu Iembaga Telaris Daerah (Iemtekda) di
lingkungan Pemerintah Kota Bekasi juga mengacu kepada perundang-

undangan tersebut.

Sebagai salah satu Peranglat Daerah, Badan Kesbangpol Kota Bekasi

menJrusun Renja Tahr:n 2A26 dengan mempedomani Renstra Bakesbangpol

Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Kota Bekasi Tahun

2026. Proses pen5rusunar Renja dilalnrkan dalam rangkaian pen5rusunan RKPD

sebagaimana berikut digambarkan keterkaitan serta tahapan pen5rusunan

Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2O17.

3
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pada Renja ini juga akan dijelaskan terkait prioritas pemban'gunan

provinsi Jawa Barat yang memiliki keterkaitan dengan Llrusan' di bidang

Kesatuan Bangsa dan politik. salah satu prioritas pembangunan kesatuan

bangsa dan poritik provinsi Jawa Barat adalah pengutan frrngsi deteksi dini di

wilayah Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat melalui sinlrronisasi sistem Informasi

situasi dan Kondisi Daerah (SIKONDA). oleh karena itu, Badan Kesbangpol

Kota Bekasi dapat meralnrkan peninglatan kapasitas fungsi deteksi dini di Kota

Bekasi melalui kerjasama deteksi dini dengarr Provinsi Jarra Barat'
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melakukan kolaborasi kinerja fisik dengan Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi
kegiatan dapat dilakukan dengan pembagian data pemantauan situasi kondisi
daerah (SIKONDA| dan pemetaan wilayah rawan konflik.

t.2 Landasan Hutun
Dalam penJrusunannya, Renja Badan Kesbangtrrol Tahun 2A26did.asarkan

kepada :

. Landasan Ideologi pancasila;

. Landasan Konstituisonal undang-undang Dasar 1945;
l,andasan operasional, terdiri dari :

l ' Undang-Undang Nomor 9 Tahun LggG tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Bekasi (Iembar€rn Negara Republik Indonesia Tahu n L996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5663);

2' Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggarazrn Negara
Y*g Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor Bg5f);

3. Undang-Undang Nomor L7 Tahtrn 2OO3 tentang Keuasgal Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 42, Tarrrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42g61;

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (trmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor lO4, Tambahan lembaran Negara Republik hedonesia Nomo r 4421);

5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintah Daerah flembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AL4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang
Nomo 9 Thhun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang
Nomor 23 Tlrhun 2Ol+ tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara

Republik hrdonesia Tatrun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;

6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 2O4S

(Lcmbaran Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1-9al;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaks€rna€ux Rencana Pembangunan {Irmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2A06 Nornor 96, Tambahan I-embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
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8' Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tiahun 2oo8 Tentang Tahapan Tata Cara
Pen5rusunan Pengendalian dan Evaluasi pelaks€rnaan Rencana
Pembangunan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg
Nomor 21, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Norno r 4gl1);

9 ' Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nom or L2 Tahun zoLg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor
63221;

1o' Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tirhu n 2a19 Tentang t aporan dan Evaluasi
Penyelenggerr€En Pemerintahan Daerah fi,embar Negara Republik Indonesia
Tahun 2ALg Nomor 52, Taxrbahan Lembaran Negara Nomor 63231;

1 1' Peraturan Pemerintah Republik hedonesia Nom or ZZ Tahun 21tg tentang
Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun zALg,
Tambahan Lembar Negara No. 6402il status mengubah peraturan
Pemerintah No. 18 tahun 2a16 tentang perangkat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Republik hrdonesia Nomor 12 Tahun ZO22 Tentang
Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah {kmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2A22 Nomor 54, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6TZOI;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2O2S Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2o2g
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OZS Nomor l9);

14' Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubtik lndonesia Nomor S Thhun 2OlT
Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota Yrrtg Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraarl

Urusan Pemerintahan {Berita Negara Republik ledonesia Tahun 2OlT
Nomor 7971;

15- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara
Perencana€rn, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jang$a Menengah Daerah, d.an Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik hrdonesia Tahun 2}lz
Nomor 1312)

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun ZOLB Tentang
Kewaspadaan Dini Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Of 8 Nomor 121) yang Telah Dirubah Dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 46 Tahun 2O19 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
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Dalam Negeri Nomor o2 Thhun 2o18 Tentang Kewaspadaan Dini Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZolgNomor g1S};

17' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tirhun 2o1g tentang perangkat
Daeratr Yartg Melaksanakan Urusan Pemerintatran di Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik {tembaran Negara Republik Indonesia Tahun Zarc
Nomor 19a);

18- Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 9O Tahun zOLg tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencana€ur, Pembangunan Dan Keuangan
Daerah {Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A19 Nom or l447l;

19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 25 Tahun 2A21 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada

Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaa:r Bkokrasi (Berita Negara

Republik hedonesia Tahu* 2021 Nomor 546);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023

tentang perubahan Atas Keputusarl Menteri Dalam Hegeri Nomor 050 - 5889

tahun 2OZ1 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangarr

Daerah yang terakhir dirrrbah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 900-1-2850 Tahun 2A25;

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor o2 Tahun 2ozs Tentang Ped'oman

Pen5rursunalr Rencana Pembangunan Jangia Menengah Daerah dan

RencanaStrategisPerangtatDaerahTahun2O2S-2O29;

22. peratura* Daerah Kota Bekasi Nomor o7 Tahun 2016 tentang Pembentrrkan

dan susunan perangiat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi

Ta'un 2aL6 Nomor 7 seri D) sebagaimana telah beberap a l<ali diubah'

terakhir d.enga* peratura* Daerah Kota Bekasi Nonor 04 Taleun 2a2l

tenta,g penrbahan Ketiga Atas peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07

Tahun 2016 tentang pemhenflrkan dan susuna, Perangfat Daerah Kota

Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun zo21 Nomor 4 seri D);

23. pera&rra, Daeratr Kota Bekasi Nouror oz Tatrun za}4Tentang Rencana Tata

Ruang wirayah Kota Bekasi Ta'un 2az4 - 2044 (Lembaran Daerah Kota

Bekasi Tahun 2A24 Nomor 7);

24. peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun zo24 Tentang Rencana

pembangunan Jang[a panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2azs - za+,

pembarDaerahKotaBekasiTahunz}z4Nomorl2);

25. peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2D25 tentang Renca'a

pembangunan Jarr$<aMenengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029

(Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 1O);

26. peraturarr wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021 tenta,g Keduduka''

susunan organisasi, T\rgas pokok dan F'ngsi serta Tata Kerja pada Badan

7
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Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi (I-embaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2AZ1 Nomor 129 Seri D);

27 ' Peraluran wali Kota Bekasi Nomor 17 Tlrhun 2a2s tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2o25-2o2g dt Linglmn ga,- pemerintah
Kota Bekasi;

28. Keputusan wali Kota Bekasi Nomor: aao.T .2.4 /Kep.s09-
Bappelitbangda lff',l2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2o2S;

29- Surat Eclaran TlMali Kota Bekasi Nomor : o6o/752/sETDA-org tanggal o6
Februari 2a23 tentang Pelaksan aan Mekarrisme Kerja pasca
Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

1.3 Maksud dsn frJunq
a. Maksud dari pen]rusunan Renja adalah untuk memberikan panduan

dan arah b*gr aparatur Badan Kesbangpol dalam melaksanakan
program dan kegiatan di lingkungan Badan dalam waktu 1 (satu)
tahun €mggar€m.. Renja Badan Kesbangpol ini menjadi d.asar
mekanisme pengecekan dan perimbangan (check and- balancesl
kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembanguJnan yang dilakgkan
oleh aparatur Badan Kesbangpol. Renja ini juga diharapkan dapat
membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang
penyalahguna.an sumber daya serta memastikan kegiatan
pembangunan yang dijalankan Badan Kesbangpol sejalan dan searah
dengan Rencana Pembangunan Daeratr atau tujuan akhir yarrg ingn
dicapai oleh Pemerintah Kota Bekasi.

b. T\rjuan penJrusu.nan Renja Tahun 2A26 :

Adapun tujuan dari Renja Badan Kesbangpol, adalah:

1. Merumuskan arah pelaksanaan program dan kegiatan Badan
Kesbangpol dalam ja..gka tahun 2026 agar dalam pelaksana;rn

kegiatan tersebut dapat tedaksana dengan efektif;
2. Meletakan fondasi dan fokus tujuan pelaksanaa.n kegiatan yang

hendak dicapai dalam tahun 2O26;

3. Menetapkan pedoman (input, output dan otrtcome) dalam
melaksanakan kegiatan tahunan Badan Kesbangpol;

4. Memud.ahkan di dalam mengkomunikasikan dan

mensosialisasikan ke seluruh elemen internal mampun external
organisasi untuk meningfutkan komitnnen dan motivasi semua

pihak unhrk mencapai tujuan akhir dari organisasi;

{.

Paraf Koordinasi A
Kepala Bakesbangpol v
Kepala Bappelitbangda ?
Kabas Hukum

I

RTr"J.iA EADAf,,I KTSEANGPOL 2il26

I



Menjadi pedoman dalam menJrusun Renca.na Kerja dan Anggaran(RI.o) dan Dornrmen pelaksanaan Anggaran (DpAl Bakesbangpol
Kota Bekasi Tahun 2A26.

1.4 Sistematirra pglulisan
sistematika penulisan Rencana Keq'a {Renja) Badan Kesbangpol rahun

2A26 adalah sebagai berikut:
1' BAB I PENDAHULUAN' Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan, serta sistematika penJrusunan Rencana Kerja (Renja)
Badan Kesbangpol Kota Bekasi;

2. BAB II EVALUASI PEIAKSANAAN RENJA KESBANGPOL ?AHUN 2O24.BAb
ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat
Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat
Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan
progr€rm serta kegiatan masyarakat;

3. BAB III TUJUAIY, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. BAb iNi MCMUAT
telaahan terhadap kebijakan nasional terkait bidang kerja perangkat
Daerah, tujuan darl sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan kegiatan
y*tg akan r{ilaksan alagn Perangkat Daerah.

4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKATDAERAH
5. BAB V PENUTUP

5
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BAB II
EVALUASI PELIIIffiAITAAIT RT1TJA BAI}AI| IITSBATGROL TAIIIflT 2oi24

2.1 Evaluasi PehAsanaan Reqia Badaa 1["5[sngpol Tahun 2A24 dan

Capaian Reastra Badaa Kesbangrol Bota Bekasi Tahun 2oi24-2ol26,

Proses penJnrsunan suatu perenciilraan erat kaitannya dengan proses

evaluasi, dari hasil proses evaluasi dapat teridentifikasi paling tidak dua hal,
yaitu sejauhmana keberhasilan proses perencana€ur yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah dan peranasalahan-pennasalahan yang menghambat
pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut
sangat penting seb^gai bahru stasukaa untuk menentukan kebijakan-
kebij akan perencanaan pemhangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Teknokratik Badan Kesatuan Bangsa dan politik
(Kesban$ol) Tahun 2024-2A26 yang memuat indikator keberhasilan suatu
proses perencanaan pembangunall untuk kurun waktu 3 {tiga} tahun, dijadikan
tolak ukur untuk menilai sejauhm€ura perenca.naan pembangunan telah
dilaksanakan- Renstra Telcrokratik tersebut juga merupakan pand.uan Badan
Kesbangpol untuk melaksanakan pembangunan di Kota Bekasi.

Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Bekasi pada
dasarnya bermuara dari kekosongan Kepala Daerah di Tahun 2A24. Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) menjadi landasan konsepsional di dalam
melakukan perencanaail. pembangunan, termasuk perencanaar urusan
Kesatuan BaIgsa darr Politik. Perencan aerruransan Kesatuan Bangsa d.an politik
terdiri dari 2 {dua} indikator sasaran. Indikator tersebut antara lain:

1' Nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
2. Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikal;

Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan d.alam proses
perumusan Renja Badan Keshangpol adalah evaluasi terhadap pelaksanaan
perencana€u3' uransan Kesatuan Bangsa dan Politik secara menyeluruh yang
dikaitkan dengan empat komponen indikator sasaran tersebut. Kondisi daerah
Kota Bekasi terkait dengan uflrsan Kesatuan Bangsa dan politik dapat dilihat
dari indikator sasaram sebagai berikut :
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1. Nilai Arilp Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Bekasi

salah satu misi pembangunan walikota yaflg dihebankan ke dalam

urusarl Kesatrran Bangsa dan politik adalah misi ke- 1, yaitu

..1fl6ningFatknn llapasitas Tata t(elok Pemerintahan yarg baik'''

Daram mendukrrng misi tersehrrt Badan Kesbangpol Kota Bekasi

menetapkan indikator sasaran Nilai AKIP Bakesbangpol dengan

menargetkan perbaikan serta peningkatan kualitas mutu pelayanan

perangt<atdaerahBakesbangrol.Upayayangdilakukandalam
pencap aiEfrr indikator sasaran kinerja tersebut adalah dengan

..Mengoptimalkan peningftetan Adminitra$i, sllrlf,, sarana dan

prasana, serta pelaporan kinerja". Pada tahun 2a24, indikator ini

menetapkan target 'BB, dengan kategori *sangat Baitt sebagai bentuk

peningt<atan Almntabilitas pelayanan pada Bakesbangol Kota Bekasi'

2. Persentase Kasus Perselisihan SARA yeng diselesaikan

Satah satu tujuan pembangunarl daerah yang dibebankan ke dalam

urusarr Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu, sfsntngtatDya Ketertiban

dan Keteatraroaa Mas5reratat ya4g Dtdukuug oleh Kohesi Sosial yary

Kuat'. Arah kebijakan pembangunall tersebut kemudian drjabarkan ke

dalam indikator sasara.il Badan Kesbangpol Kota Bekasi sebagaimana

yang tertera di dalam sub judul. Salah satu upaya untuk menekan kasus

Perselisihan SARA adalah dengan menr-rmkan jumlah gangguan

Kantrantibmas dan Pelanggaran Ketertiban di Kota Bekasi. Upaya yang

dilakukan dalam rangka pencapaian indikator sasaran tersebut adalah
dengan erPsningkatan kesahrsa bangsa dengan pcraantapan ideotogi
nasional melslui Pembauran Kebargsaar, Peniugtatan Hewaspadaan
Nasionrl deagen pencegahaa eerta memfasilitesi pe',arngtnan KonIUk
sosial dan PemantePan Kernkunan tasyara&at dalam meqiaga
ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya di rrota BGtasir. pada tahun
2a24, indikator ini menetapkan target npersentase 

Kasus perse tisihan
SARA galry diselesaikan" yang terjadi di Kota Bekasi. Indikator ini
men€rrgetkan bahwa kejadian pefinasalahan perselisihan 5ARA yangterjadi di Kota Bekasi harus diselesaikan 100%.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksana€u' Renja Tahun 2a24,pelaksanaan kinerja Badan Kesbangpot Kota Bekasi ditunjang denganBelanja Langsung penunjang urusan dan Belanja Langsung urusanPerangkat Daerah, dengan ruang lingkup kinerjanya sebagai berikut :1. Belaaja l"arngsr,rrg penunjerrg Unrsan {BtPIr}
Belanja I"a'gsung Penunja,g urusan Badan Kesbanglrol Kota Bekasidianggarkan sebesar Rp' L2-284-o6S.74Odan sampai dengan Desember2024 penyerapan anggErran terealisasi sebesar Rp I 1.og 1.gg5.3[7
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(9O,3O7o) dan untuk realisasi kinerja rnecapai gg,g}yo. Faktor pendukung
pencapaian program/kegiatan dari Belanja Langsung Penunjang Urusan
(BLPUI antara lain :

a- Adanya komitmen kinerja dari aparatur Bad.an Kesbalgpol;
b. Tersedia pa$r anggarem untuk melaksanakan program/kegiatan

yang telah ditargetkan;

c. Adanya efesiensi angaran yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol
tanpa mengur€uigr capaian realisasi kinerja.

Adapun perincian Belanja t angsung Penunjang Urusan (BLPU) yang
dimaksud adalah sebagei berikut:
I- Program Penunjarg Utrsaa PemerCntaharn Daerah

Kabupaten/Kota

1) Kegiatan Perencana€ur., Penganggar€ux, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Pen5rusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKpD.

2l Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat Daerah

- sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Thnjangan ASN;

- Sub Kegiatan Koordinasi dan PenSrursunan Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD .

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya;

- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Ttrgas dan F\rngsi;

- Sub Kegiatan Bimbingan Teloris Implementasi Peraturan

Perrndang-Undangan.

4l Kegiatan Administrasi Umum Peranggat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan lagistik Kantor;

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan;

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD;

- Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

5) Kegiatan Pengadaan Barang Mitik Daeratr Penunjang Umsan
Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Umsan Pemerintahan

Daerah
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- sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor.
7l Kegiatan Pemeliharaar. Barang Milik Daerah penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

- sub Kegiatan Penyedi€ran Jasa pemelih ar,,.ti,, Biaya
Pemeliharaall, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan;

- sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya;
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan l,ainnya-

Sebagran besar realisasi kegiatan dan Sub Kegiatan pad.a program ini
telah mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Bel,anja l"a4gsu4g Unrsan IBLUI
Sampai dengan bulan Desember 2024, Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan terdapat pembahan pada Anggaran Biaya Thrnbahan (ABT) yang
berimplikasi kepada perubahan target capaian indikator pada setiap
kegiatan dan sub kegiatan Belanja I-a.ngsung Urusan Badan Kesbangpol
Kota Bekasi yang dianggarkan sebesar Rp E.9(Hf,g6E.E6Or- ad.apun
realisssinya sebesar Rp 6.O84.04(}.238,- (63.30%), untuk Betqnia llibeh
diarrggarkan RP. g6.Ggz.T2l.gggr- adapun realisasi
Rp 89-751.766.000,- (92.83oh) dan unhrk realisasi kinerja mecapai 91o/o.

Adapun perincian Belanja Langsung Umsan (BLU) yang dimaksud adalah
sebagai berilmt:

f- Program Penguatan ldeologi Pancasila dan lkrakter Kebangsaan
Program ini sampai dengan bulan Desernber Thhun 2024 mencapai
realisasi kinerja sebesar 75o/o dan realisasi anggaran sebesar T2,6Lo/o.

Falrtor-faktor pendukung pencapaian Progra:rr Penguatan Ideologi

Pancasila dan Ifurakter Kebangs aan,, meliputi komitrren y€rng kuat
dari pimpinan di berbagai ting!<atan, baik di pemerintah pusat
matrpun daerah, yang berperan penting dalam mendorong
pelaksanaan program; keterlibatan aktif dari berbagai stakeholder,

termasuk masyarakat, organisasi non-pemerintah/sektor swasta,
yang menciptakan sinergi positrf; Program ini juga melibatkan
berb^gai kegiatan edukasi dan sosialisasi yang intensif, yang

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang
nilai-nilai Pancasila dan pentingnya karakter kebangsaan dalam
kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini mencakup pelatihan, seminar,

dan diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk
generasi muda, unflrk menanamkan rasa cinta tanah air dan

kesadaran berbangsa. Dengan demikian, program ini tidak hanya

berfokus pada penguatan ideologi Pancasila dan karakter
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kebangsaarr., tetapi juga pada pembentukan masyarakat yang
memiliki kesadaran kolektif, r€rsa persatuan, dan toleransi, yang
merupakan aspek penting dalam menjaga keutuhan dan
keberagaman bangsa Indonesia; ketersed.iaan €rngg€rran yang cukup
dan tepat waktu unhrk mendulmng semua kegiatan; penerapan
kreativitas dan inovasi dalam metode pelaksanaan, termasuk
pemanfaatan telorotogi digital; serta dukungan kebijakan pemerintah
yang konsisten dan relevan, y€rng memberikan land.asan yang kuat
bagr keberhasilan program /kegpatan- Pada program ini, kegiatan dan
sub Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

U Kegiatan Penrmusan Kebijakan Teknis dan pemantapan

Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaarl
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi
wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsantlr Bineka T[nggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan.

Prograo Peniagkatan Peraa Pertai htitil da! L,embaga

Pendiditnn Uetelui Pendidikan Potitik Dan Pengembangan Etike
Setta Budaya PoHtit
Program ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 mencapai
realisasi kinerja sebesar lOCF:/o dan realisasi anggaran sebesar

98,7 4ys. Faktor-falrtor pendukung pencapaian Program Peningkatan
Peran Partai Politik dan l-embaga Pendidikan Melalui Pendidikan
Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politjk, mencakup
komitmen yang kuat dan konsisten dari pimpinan di berbagai
tingkatan, baik di lembaga pemerintah maupun partai politik, yang

berpera:r lsusial 6lalam mendorong pelaksanaa.n program;

keterlibatan aktif dan kolaboratrT dari berbagai stakeholder,

termasuk partai poli':k, lembaga pendidikan, masyarakat, dan

orgarrisasi non-peillerintah, yang menciptakan sinergi positif;

keberadaa,n sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih dalam
bidang pendidikan politik, etika, dan budaya politik; sistem

monitoring dan evaluasi yang efekif r:rrtuk mengidentifikasi

tantangan serta melalmkan perbaikan yang diFerlukan; kegiatan

sosialisasi dan edukasi yang intensif untuk meningftatkan kesadaran

masyarakat tentang pentingnya pendidikan politik; ketersediaan

anggaran yang cukup dan tepat waktu untuk mendukung semua

kegiatan; penerapan lcreativitas dan inovasi dalam metode

pelaksanaall, termasuk pemanfaatan telarologi digital; serta

dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten dan relevan, yang
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memberikan landasan yang kuat bag keberhasilan program secara
keselumhan. Pada program ini, kegiatan dan Sub Kegiatag yang
telah dilaksanakan antara lain:

U Kegiatan Perumus€ur Kebijakan Teknis dan pemaltapan

Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya politik,

Peningfutan Demokrasi, Fasilitasi Kelemfongaan Pemerintahan,
Perrrakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politjk
- Sub Kegiatan Pen5rusunan Program Kerja di Bidang pend.idikan

Politik, Etika Budaya Politik, Peninglratan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaa:n Pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik,

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Sitrrasi Politik di Daerah

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta

Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan

Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

III. Program Pemberdalraan dan Pengawasan Organisasi
Kemas5raratatan

Program ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 mencapai

realisasi kinerja sebesar 95o/o dan realisasi anggaran sebesar gl,7To/o.

Faktor-falrtor pendukung pencapatana Program Pemberdayaan dan

Pengawasan Organisasi Kemasyarakatarr, mencakup komitmen yang

kuat dan konsisten dari pimpinan di berbagai tingfuatan, baik di
pemerintah pusat maupun daerah, yang berperan krusial dalam

mendorong pelaksanaan progrtrm; keterlibatan alftif dan kolaboratif
d,ari berbagai stakeholder, termasuk organisasi kemasyarakatan,

masyarakat, dan lembaga terkait, yang menciptakan sinergi positif;

sistem monitoring dan evaluasi yang efektlf unttrk mengidentifikasi

tantangan serta melakukan perbaikan yang diperlukan; kegiatan

sosialisasi dan edukasi yang intensif untuk meningftatkan kesadaran

masyarakat tentang pentingnya pendaftaran dan pemberdayaan

organisasi kemasyarakatan; tersedianya infrastr-r-rktur yang

memadai, baik fisik maupun non-fisik, yang mendukung kelancaran

pelaksanaan kegiatan; ketersediaan anggarErrl yang cukup dan tepat

waktu untuk mendukung semua kegiatan; penerapatakreativitas dan
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inovasi dalam metode pelaksanaan, termasuk pemanfaatan teknologi
digital untuk pendaftaran dan pengawasan; serta dukungan
kebijakan pemerintah yang konsisten dan relevan, yang rnemberikan
landasan yang lmat bag keberhasilan program secara keseluruhan.
Pada program fuli, kegiatan dan sub Kegiatan yang telah
dilaksanakan antara lain:

U Kegiatan Perumusan Kebijakan Teloris dan pemantapan

Pelaksanaan Bidang Pemberd.ayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

- Pen5rusunan Program Kerja di Bidang Pendaft agan Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan ormas dan ormas Asing di Daerah

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftara.n
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa

ormas, Pengawasan ormas dan ormas Asing di Daerah
fV. Program Pembinaan den Pengembaagan Ketahanan Ekonomi,

Sosial, daa Buda5ra

Program ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2A24 mencapai
realisasi kinerja sebesar tAtr/o dan realisasi anggaran sebesar
78,90o/o. Falrtor-falctor pendukung pencapaian Program Pembinaan
dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya,
mencakup komitmen yang kuat dan konsisten dari pimpinan di
berbagai tingkatan, baik di pemerintah pusat maupun daerah, yang
berperan krusial dalam mendorong pelaksanaar program;

keterlibatan alrtif dan kolaboratif dari berbagai stakeholder,

terma.suk masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga
pendidikan, dan selctor swasta, yang menciptakan sinergi positif;
serta sinergitas antara pemuka egama dan tokoh masyarakat dengan
pemerintah daerah dalam menjaga kemkunan umat beragama, ya.ng

mempakan elemen penting dalam menciptakan stabilitas sosial.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang intensif, termasuk sosialisasi

tentang bahaya narkoba dan peringatan hari anti narkoba,

mening!<atkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan
ekonomi, sosial, dan budaya, serta mencegah penyalahgunaan

narkoba di kalangan generasi muda, serta ketersediaan €rnggaran

yang cukup dan tepat walcftr untuk mendukung semua kegiatan,
juga herperan penting. Penerapan kreativitas dan inovasi dalam

metode pelaksanaalr., termasuk pemanfaatan telorologi digital untuk
penyampaian inform.asi dan edukasi, serta dukungan kebijakan

pemerintah yang konsisten dan relevan, memberikan landasan yang

16

Paraf Koordinasi -St
Kepala Bakesbangpol Yt
Kepala Bappelitbanqda .aa
Kabae Hukum

fi

i

i
4-,

RffdjA I
...i.4*-*--*-_.

ADAN KI:SBANGPOL 2026



v

kuat bagr keberhasilan program secara keseluruhan. Dengan
demikian, melalui program ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya,
terdapat juga penguatan kerukunarl antarumat beragama dan
pencegahan penyalatrgun€lan narkoba, y€urg merupakan aspek
integral dalam membangun masyarakat yang harmonis dan
sejahtera- Pada program ini, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain:
1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teloris dan pemantapan

Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebiiakan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan

Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Program psrringkafsl Kewaspadaan ltlasiortal dan peningkatan
Kualitas Dan Fa"silitasi Penanganan Konftilr sosial
Program ini sampai dengan Bulan November Tahun 2A24 mencapai
realisasi kinerja sebesar 9Z,4Oo/o dan realisasi anggaran sebesar
67,91Vo. Faktor-falrtor pendukung pencapaian Program peningkatan

Kewaspadaan Nasional dan Pening[<atan Kualitas serta Fasilitasi
Penanganan Konflik Sosial, mencalmp komitmen yang kgat dan
konsisten dari pimpinan di berbagai tingkatan, baik di pemerintah
pusat maupun daerah, yang berperan penting dalam mendorong
pelaksanaan program; keterlibatan aktif dari berbagai stakeholder,
termasuk lembaga pemerintah, aparat kearnanan, masyarakat, dan
organisasi non-pemerintah, yang menciptakan sinergi positif dalam
upaya meningkatkan kewasp adaan nasional dan pen€rnganan konflik
sosial- Prograrrr ini jrrgsr metibatkas Forum Kewaspad.aan Dini
Masyarakat TFKDM) dan Tim Kewaspadaan Dini Daerah, yang

berfungsi sebagai garda terdepan dalam mengiden':fikasi potensi
a.ncaman dan kon{lik sosial di tingkat lokal. Keterlibatan FKDM dan
Tim Kewaspadaan Dini Daerah sangat penting dalam mengumpulkan
informasi dan mernberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah
mengenai larr.gkah-langkah pencegahan yang perlu diambil. Sistem

monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang efektif memungkinkan

untuk mengidentifikasi masalatr dan tantangan yang dihadapi

selama pelaksan€ran program, serta melakukan perbaikan yang

diperlukan secara tepat walrhr. Kegiatan pemantauan orang asing,

tenaga keda asing, dan lembaga asing, serta kewasp adaan

perbatasan antar negara, menjadi bagian integral dalam menjaga

keamanan dan stabilitas nasional. Ketersediaan anggaran yang

cukup dan tepat walrtu jug. sangat mendukung pelaksan aar7.
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kegiatan, sementara penerapan kreativitas dan inovasi dalam metode
pelaksanaall, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk
pengumpulan data dan informasi, meningtratkan efektivitas program.
Dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten dan relevan
memberikan landasan yang kuat b"gr keberhasilan program secara
keselumhan- Dengan demikian, program ini tidak hanya berfokus
pada peningkatan kewaspadaan nasional, tetapi juga pada
peningkatan kualitas dan f,asilitasi penanganan konllik sosial, yang
merupakan aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang
amax, harmonis, dan sejahtera, serta memperkuat pereln FKDM dan
Tim Kewaspadaan Dini Daerah dalam menjaga stabilitas sosial di
tingkat lokal. Pada program ini, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah
dilaksanakan antara lain:

1) Kegiatan Perumusa.n Kebijakan Teknis dan pelaksanaan

Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Sosial

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama tntelijen, Pemantauan
orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Sebagran dari beberapa kegiatan, terdapat ada yang tidak terlaksana
dikarenakan beberapa aturan dan kebijakan yang mempengaruhi
pencapaian dari beberapa pencapaian target yang telah ditetapka4, ha1

tersebut mempengamhi capaian target kinerja prograrn, kegiatan dan
sub kegiatan sehingqa memberikan dampak kurang optimalnya
pencapaian target yang telah direncanakan.
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Tebcl 2. 1 Rctapttularl Hadl Petrrlilenern Xoqfa Bsdra Kcrbaagpol Tahun 20/24 ilta Pcncapalea Rcutre TetnoLraql Bade-
Kcrbergpol Kote Beled 2012+20126

Trrgot den Rcellmrt Klnc{r
Progrem dra Ilagatal Tehun Lelu

(n-2f 2o24

Pcrklnen R,oellnrt
Cepetrn Tergot Rcartrs
Pcrrnglat Drornh r/d

TahutEcrJrl,rn

Kodc

Umn/ Bldtn3 Ururen
Pcurcrtntrhen Dtcrrb/

Pro;nn/ Xogtetrn/ Bub
IIo5letrn

Indltetor KlnctJa
Progreur

lOutcomo|/
I(agletra

loutput)/ 8ub
I(cglrtrn (Output|

Trrgot KlncrJe
Crpd,m Pru3rrn
lAthls llcnrtra

Pcrangtet Drcrnh)

Rcetlmrt T*3ct
Klac{r llull
Ptognm den

Kaluenn Koglatan
r/d drngnn Trhun

ln.3)2023

Trrgot
Rcqlr

Pcrrngtrt
DrcnL

Trhun (n-
,,1,,oi,,4

R.cdlmrl
R,cqfa

Pcnngket
Drcnh

Tetun (n.
712o,,4

Tlrytet
Rcdlrul

(?")

Tergot
Frogrrm drn
K:gletra la-

rl 2o2E Kcgletrn
r/d Trhun

Ecrlbul
Crpeha

Pro3rem dra

Ec$rlrn
lTrhun a.tf

2018

?lrytrt
Cnprlen
Rarllmrt
Targrt

Rcnrtrr
P/,1

Kctorengrn

(1t t2) (31 (41 l5) (6) 17l (8t ie) 110)- ($+7491 (12)I Unren Pcmsdntrhru
Umurr

8,O1 Kcrcturn Brn3n dra
Polltll

8.01.01.2.01 Perencanaan,
PengangEaran, clan Evaluesl
Kinerja Perangkat Daerah

Jumleh dokumcn
perencanaan,
pcnganggsrsn, dan
evalunci kinerja
perangkat deerah
seeuai NSPK

l2 Dokumen O!/o I 100% I loovo 1O0o/o 2 Dokumcn I Dokumen Tidak dapat
melnkukan
akumulari
pengulanran
dikerenakan
ada
perubahan
indikator
antara
Renstra
Teknokratik
2024-2026
dengan
Renstra
2025-2029
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melakukan
alarmulasi
pengukuran
dikarannlcan
ad*
peruhnlmn
iurtlk*tnr
anterra
Rrnetft,
Ttknnkrn,tik
2424-2426
dengan
Rfinstrs

Uruern Posrerintrtan
Dratsh Kebupatrn/Kota

Kuelltrr Lryenln
Prnuqlrng Ururan
Frrurrlntrh
Dronb

tao% 96.62Yo 96,52e/o

50%
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Kods

Uruen/ Bldeng Urumn
Fomortntrhrn Drcrrh/

Progrem/ Kcgletrn/ Eub
Kcllatan

Indlkator KtncrJa
Prograul

lOutcomcl/
Kogirtea

loutputf/ Bub
Iftjhtrn (Outputl

Targat KlncrJa
Crpelrr Pro3rrm
|Afhlr Ronrtre

Pcraagtet Drcreh)

Rrellrart Tar3ot
Ktno{e IIarlI
Progrrn drn

Ifulurren Kcgletrn
r/d dcngrn Tehun

In-Bl2o23

Trrgot drn Rcellrarl KlncrJr
Pro3ran drn Krglatan Tahun Lrlu

ln-212o2a

Tar3ct
Progrrzr drn
Kcglrtrn ln.

rl 2o2E

Pcrhlreln Roellmrl
Crpelra Targot Rcartrr
Ponngtrt Deonh r/d

Trhul Bc{rlen

Te13at
RoqJr

Pcnagtrt
Deorrl

Trbun ln-
zl 20/,.4

Rcrtlrarl
Roqfr

Porengket
Drsrrh

Tetun ln-
21 20,'4

Tltrtnt
ItGdLart

lv{

Rcellrerl
Crpdea

Pro3nm dea
Kogletrn

r/d Trhun
EcrJeLen

lTrhun a.lf
2028

Thgt t
CrIrhn
Rcdllut
Targct

Rcnrtn
lrlrl

Kctcreagen

t I tzl r3) (4t {sl t6t 17l (8t te) 110)- 5+7+91 (11)- 110/4) (12)8.01.0 1.2
Perenca.naan Perangkat

Jumlah Dokumpn
Pcrcncane,an
Peranckat Daerah

6 Dokurnen 0 0 I Dokumen I Dokumen 16,66%

8.01.01.2.01,0006 Koo Panyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan lkhticar Realisasi
KinerJa SKPD

Jumlah laporan
Capaian Kinerja
dan lkhtiear
Realisasi KinerJa
SKPD dan laporan
Hasil Koordinasi
Penvucunan
Laporan Capaian
Klne{a dan
Ikhtisar Realirari
Klncrla SKPD

6 Laporan I Laporan I Laporan I Laporan LOAo/o l Laporan 3 Laporan 50%

8.01,
Perangkat Daerah

Jumleh Laporan
Adminigtrani
Kcuangan
Perangkat Daerah
Sccuei NSPK

12 l,aporan 100% lOOo/o 100% 2 laporan 2 Laporan l6
melekukan
akurnulacl
pergukuran
dikarenaken
ada
perubahan
indlkator
antera
Renstfa
Teknokratlk
2tc24-2A26
dengan
Renetra

5-8.01,01.2.02.1 Peqyedian gqii
tunJangan ASN

Jumlah orang yang
menerima gaJi dan
tunianrran ASN

7.722 Orung/ Bulan 1.080 Orang/ Bulan 1,026
Orang/
Bulen

1.026
Oraxql
Bulan

100o/o 1.142
0ranglBulan

3,248
0rang/
Bulan

42,060/*

8.01,01.2.02,7 Pcnyuounan
Laporan Kcuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD

Jumlah laporan
kcuangan
bulanan/
trlwulanan/
Scmesteran SKPD
dan laporan
koordinaai
penyuSunan

95 laporan 18 Laporan t7
Laporan

l7
laporan

lo0% 16 Laporan 51 Laporan 53.12%
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Trrgct drn RarlLml Klnr{r
Progrem drn Kcalataa Trnuriirlu

(n-2f toz4

Rcrllrsrt
Indlhator KlnarJa

Program
lOutcomel/
Iftglrten

loutputl/ Bub
Ko$rtrn l0utDrtl

Targrt KlnrrJn
Crpelaa Progrrm
{Athtr Ronrtra

Pcraagkat Dncrahf

Rnalbarl Ter3ct
Klna{a IIarlI
Progrrm den

Kalurren Kcalaten
r/d dcngen Trhun

In-o| 2o2O

Trrgct
Roqlr

Ptnagtrt
Deanb

Trhun ln-
zl ror,4

Urrr;rn/ Bldang Urulcn
i"lr"a;t tteabrenh/
er"gt.*l Kcghten/ aub

llcglatan

Rcrllmrl
Rcqfr

Ponagtet
Drcrnh

Trhun {n.
21 2024

?lnctrt
Rtrllrarl

lY"l

Tar3rt
Frogrrm drn
Kcglrten la-

rl 2o2E

Rcrltrul
Crpelea

Prognn dea
X(ogletrn

r/d Trhuu
Bcqfdln

lTrhun a.tf

?lryLrt
Crprtrn
Rcrllrart
Trryct

Ronttn
P/rl

fi.odo

Kctcrrngen

4

SKPD

bulanan/
triu'ulanan/

administrasi
kepegawalan
dacrah yang
disusun sesuai
NSPK

DaerahPerangkat
t Leporari

melakukan
akumutasi
pengukuran
dikarcnaken
ada
perubahan
indilcator
eute.ra
Renctra
Telarokrettk
2024.2026
dengan
Renstrapaket

pokaian dinas
brscrta atribut

2

beeerta
kelengkaPannYa

2
2 80%

pegaw*i
berdaoerkan tugao
den fung*i yang
mengikuti
pendidikan dan

I t2
tugEs

l.)
6 26 Orang

orang "yflng
men$kuti
bimbingan tcknie
lmplementasi
peraturan
perundang-

200 Orang 50 Orang 50 0rang tQ0o/a Oreng 50 Orang 25.0

Jumleh laporan
adrnlniatrasi urnum
perangkat daerah

36 L"aporan 100%

Perangkat Daerah
Umum lOOu/s l00Yo 6l,aporen

rnelakukan
akumulasi

Paraf Koo rdinas 1

Bakesb
-l),-litKe Ba -,HukurnKab

kt^

21

RENJA BADAN KESBANGPO

ptrqturen

)ol



Itudo
Urunn/ Bldea3 Urumn
Pcmorlntehen Drenh/

Pro3rem/ Kcgletrn/ 8ub
llcglatan

lndltator KlnrrJe
Progranr

lOutcomel/
Ilogtetra

loutputl/ Eub
Ihdrtrn (Outputf

Tergct KlmrJn
Crprtrra Progrrm
lAtihlr Ronrtra

Pcrrngkrt Drcreh)

Rneltrart Targlt
l(Ino{e llerll
Progrrn drn

Kclurren Kogtrten
r/d doagrn Tehun

ln.3f 2023

Trrgot drn Rcdlrerl Ktna{r
Program drn Kcgletea Tehun Lnlu

ln-212o2a

Targct
Progrrm dan
Kcgtrtrn la.

rl 2026

Pcrhlrrln Bcellrerl
Cepdea Tergot llcnrtn
Pcrenglrt Deonh r/d

Trhuu Bcrjrhn

Tergct
RcrJr

Pcnagtet
Ilrarrb

Tehun ln-
zl20/,.4

Rcellretl
Roqlr

Pornngket
Drcrrh

Trhua (n.
212074

Tlngtet
Rcrllrarl

ftt

Rcrllrul
Crprhn

Prcgnn dra
Iftghtrn

r/d Trhua
BorJrlrn

lTrhun n-lf
zo2B

Tlrytrt
Crprhn
Rcrllrert
Trrlct
Rcnrtrr

Pht

Kottrrragrn

{1} t2) (4t t5) (6) (71 (8t teI {10)- {5+7+91 (11 " llo/41 12)yanB
eesual NSPK dikarenakan

ada
perubahan
indikntor
antafa
Renetra
Teknokratik
2024-2026
dengan
Renstra
2025-20298,01.01.2.06,4

kantor
Jumlah paket
brhen logistlk
kantor ynng
diredlakan

22 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 100% 3 Pol<ct 9 Paket 40,90%

8,01.01,2.06.5 Penycdlaan
dan panggandaan

paket
bnrang catalcan
don penggandaan

66 Pqket 2 Paket 12 Paket t2 Paket lO0o/o 6 Paket 20 Paket s0,30%

8.0r.01.2,06.6 Penyedia^an bacaan
dan peraturan perundang-
undangan

Jumlah dokumen
bahan bacaan dan
peraturan
pcrundang-
undangan yafrg
diredlakan

62 Dokurnen 3 Dokumcn t2
Dokumen

L2
Dokumen

100% 2 Dokumen 17 Dokumen 27,4Lo )

8.0r.01.2,06,9 Penyelenggaraan rapat
koordinEri dan koncultasi
SKPD

Jumlah laporan
penyelenggaraan
rapat koordinasi
dan kousultasl
SKPD

72 Dokumen 12 Laporan t2
Laporan

L2
Laporan

100% 12 Laporan 36 Laporan 50%

8,01.0 r.2.06.10 Penatausahaan arsip
dinamis pada SKPD penataurahaan

arsip dinemis pada

?2 Dokumen L2
I)okumen

L2
Dokumen

100% 12 Dokumen 24 Dokumrn 33.33%

8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daetah Penunjang Urusan
Pemcrintahan Dacrah

Iaporan
pengadaan barang
milik daerah yang
dicediekan

5 Laporan Tidak dapat
melakukan
akumulaei
pengukuran
dikarenakan
ada

2,2
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Kodc

Ururen/ Blden3 Ururen
Pourodntrhen Dronh/

Progrem/ Koglrtrn/ 8ut
Kcalatan

Indltetor KluorJa
Progrenr

lOutconof/
Il4trtea

loutputf/ 8ub
I(rglrtra lOutputl

Tergct KlncrJa
Crprtra Prognal
lA.thlt Ronttre

Pcrangtrt Dncrebl

Ranllrarl Targct
I(laa{a BedI
Progrro drn

I(alurnn Kcgletan
r/d dangen Tehun

ln-Ol2o23

Tergot drn RcrlLerl Klne{r
Progran dra Kcgtetan Tehun Ldu

ln-212ot24

Targot
Progrrm drn
Kcghtrn ln.

rl 2026

Psrhlnen Iloellrerl
Crpdrn Targot Rcnrtre
Pcrerglrt Drcnh r/d

Trhua Bcdetren

Trryct
Roqlr

Pcrragtrt
Drcntr

Tehun ln-
al 2024

Itcrllrarl
Roqfr

Pcnngket
Drcrrh

Trhua (n-
2!-2"024

Tlrctrt
RGdLarl

(Y")

Rcellrrrl
Crprira

Projrrn drn
Ifuglltrn

r/d Tehun
Ec{rhn

tTrhun n-U
3025

Tlnltrt
Ceprhn
Rerltrarl
Trr3rt
Ranrt*r

Phl

Kctarengan

lll l2) {3) (4t r5) {6) t7) (8t t9) l10l- 15+7+9) (11)- 1014) 12t

indtka[or
entarn
Rnnstra
Telrrokratik
2024-2026
dengan
Rcnstra

8.01.0 r.2.07.6 Pengadaan peralatan dan
merin lalnrlya

Jumlah unlt
peralatan dan
merin lainnya yang
discdisken

35 Unit 34 Unit 34 Unit 100% 34 Unit 97,L4o/n

8.0r,01.2.08 Penycdiaen Jesa pcnuqieng
urulan pemcrlntahan
daereh

Jumlah laporan
pcnyedieanJaoa
penur{eng uruaon
pemcrintsh daerah
yang dlnusun
sesuai NSFK

1 Laporan I Laporan I Laporen lO0a/o Tidak dapat
mclakukan
akumulasi
pcnguliilJran
dikaranakan
adE
perubahan 

I

indiketor
nntare
Rrnrtra
Teknokretlk
2024-2026
dengan
Rcnrtra
2025-2029-

8,01.01,2.08,4 Penyediaan jaca pelayanan
umum kantor

Jumlah laporan
penyedlaen jaca
pelayanen umum
kantor yang
dicediakan

6 Laporan 12 Laporan 6 Laporan 6Iaporan 100% 6 Laporan 24 Laporan 400% Tidak dapat
mclaktrkan
akurnulani
pengukuran
dikarenakan
ada
perubahan
indikator
antara
R6nstra
Teknokretik
2024-2026
dengan
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_ Trrgct drn Raellrarl KlnarJe
Ptugram daa lfugtatan Tahun-trtu

(n-?l3024
Ceprlen Tnrgot Rcnrtre
Forengkrt Drorrh t/d

Kodc
Urueen/ Bldeng Ururen
Pomorlntrhan Drerrh/

Progrenr/ Ifugtrtrn/ gub
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lndllator lflna{a
Pmgrarn

lOutcornef/
Kcgletra

loutputl/ Bub
Kojlrtrn l0utputt

Targct KlnorJn
Crprlra Flo3rrm

(Atrhlr Ronrtra
PcnagLrt Dncrehf

Roallrarl Targct
Klac{a Herlt
Progrrrn drn

Kclueren Kcgletan
r/d dcagan Tehun

ln.3l io2a

Trrgct
Rcqlr

Porraglrt
Drcnh

Trhun ln-
21 ?,0,'4

Itarllrerl
Roqfn

Poreagkat
Derrrh

Tehua {n.
1l /o24

Ttngtrt
Rcrlleart

P")

Targct
Progrrrr dan
Kcgteten ln.

11 2016

Crprlea
Prolnm dea

Koglrtrn
r/d trhun
Ec{ehn

lTrtun a-lf

Thltrt
Gaprirn
Rcrlherl
Trrgot

Rcnrtre
t%l

Kctcrrngrn

daerah y6ng
dipelihara

milik
melakukan
akumulasi
p*ngukuran
dikarenakan
ada
perubnhan
indikator
anto,ra
Ranetra
Tekmkretik
2024-2026
dengan

rj ,01.01.2.09.1
perncllharaan, blaya
pemellharaan, dan pajak
kendaraan peroa"rre*.,
dines atsu kcndarain dinas
Jabetan

jasa kendaraan
perorangalr dines
atau kendaraan
dinas Jebatan yang
dipeliharan dan
dlbaynrkan

104 22 Unit 22 Unit 22 Unit 100% 22 Unit Unit 63,+6%

01 ,2,09.
mesin lainnyn

dan
dan mesin lalnnya ?5 00% 2

s,01,0 ,2.09.9
Gedung Kantor dan
Bangunan lainnya

I'ang

knntor dan
bangunan

5
00lt1r 1 Unit Z0u/l

Ft"
Paraf Koordinasi

Kepala Bakes Ir
t arA

V^L^- rr--r-----

bangpol



_ Tugct drn Raellrsrl KlnorJr
Progtum dat Xrglatan Tahuninlu

(n-2f 1024

Perklrn*n
Crprtea Tergot Rcnrtrr
Forenglrt Decnh rld

Kodo
Ururan/ Etdang Ururen
Pearcrlntrhan Drerrh/

Prognm/ Kaglrtnn/ Eub
Ilcaletnn

Indltator KtnrrJe
Prognm

{Outoomol/
Kogletrn

loutputl/ Bub
Keghtrn (Outgutf

Targct KlncrJa
Crpd,an Progrem
lA*hlr R,cnrtra

Ptrrngtet Dacrah|

Rodllart Terg;t
Ktnadn llarll
Progrrrn drn

Kolueren Kogleten
r/d dangen Tahun

In-cf 2oto

Trrgot
Rcqla

Pcrragtet
Drcmh

Trhun ln.
2l noz*

Rcnllrrrl
R,oqlr

Porengtnt
Dmnh

Tnhun (n.
71?,Or4

Tlagtet
Rsellrarl

(%)

Trrgat
Prognm drn
Kcgtetnn ln.

u 2026 Kotctragan

Rsaltrul
Crprlrn

Progrrur daa
I(cgtetan

r/d Trhuu
BorJelrn

lTrhun n-ll
zo2E

Tllf,trt
Crprlrn
Rarlbrrl
Terjrt

Rcnrtn
l%l

{51 (6) (7) IH t9) 1I0l- 15+7+91 {111- 110/4) ltl

kegiatan kebijalcan
tcknis den
pemantapan
pelaktanaan
bidang ideologi
Pancaslla dafi
Ifurskter
Kobangaaan

rnelekukan
akumulasi
pengukuran
dikarenakan
ada
perubahan
indlkator
antqra
Rrnetra
Telarokratik
2024-2026
dengan
Rcnstra
202S

.2,01.3

menglkutl
pclaksana*n
keb{jakan di
Btdang ldeologt
Waweran
Kcbengonan, Bcle
Ncgara, I(arakter
Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,
Bhlneka Tunggal
Ika dan $ejarah
Kebangcaan

0rang .Yang Orang

Orang Orang
85 Orang

melakukan
akumulasi
pcngukuran
dlknrenakan
eda
perubehan
indikattrr
antara
Rcnstra
Tcloeokratik
2024-2026
dengan
Renstra

dapat

Paraf Koordinasi .,\
Kepala Bakesbangpol { I

Kepala Bappelitbangda 4akt^

dan
pelakuanaan

PnncasilaIdeologi
Karakter
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RcnrtrrTargotCrprlan
tldDrpnhPorergkrt

Rorllrul
Targot den Rarllnrt KlnarJe 

-
Prognn dna l(l5iatan Tahun Lalu

(n'212024

Kode

Katcrrngru

Ttrytrt
Grprlrn
Rceltrrrt
Tugat
Rcnrtn

t%l

Capelra
Progrrnr dan

I(ogtetrn
rld Trhun
BcrJrlrn

lT*hun a.lf

Ururan/ Eldeng Urunn
_remcrlntrhao Drcrrh/
rrogrrnr/ Ilcthten/ Eut

Ifujlatan

Ta^ryat
Progrra dao
Kcgirten In'

1l to16Ttnglrt
Rrellrnrl

(%l

tndltator Ktna{a
Progrear

fOutooraot/
Ilogtetrl

(outputfl sub
I(cdrtrn {Outputl

Rasllratl
r,aqfr

Pannglet
Drerrh

Trhun (u.
2lro?.4

Targct
Rcdr

Pcrrnglrt
Drcmh

Tehun ln.
zltoz+

1

Targct Klnc{a
Crprtrra Pro3ram
lAlrhh Ronrtra

P*rng}nt Drcreh)

Progrrn drn
Kalurnn Koglrtan
r/d danlan Tnbun

ln-312023

Trrgct
Herll

Ronllrart
t(lnc{n

rnelakukan
akumulnsi
penguhuran
dikarenakan
ada
perubahan
indtkator
antara
Rcnstra
Teknokratik
2024-2026
dcngan
Renatrn
2026-2029

kegiaten
Perurnuesn
kebfiakan teknie
dan pcmantapan
pelal<uana*n
Btdang Pcndtdtkan
Poltttk, Etiks
Budaya polirik.
Peningkatan
Demokraai,
F'agtlitari
Kclembagaan
Pernerlntahan,
Perwakilnn dan
Pertat Politik,
Pemilihan Umum/
Pemtlihan Keoala'
Daerah cefia
Pem"antauan

,0I o t5%1D BN100%
DokurnenProgram KerJa di

tsidang pendidikan
Politik, Etika
Budaya potitik,
Peningkatan
f)emokrari,
F'asilitasi

Dokurnen

rdinasiKooParaf
Bakes
B

If-l-.qn I-{rrlnrrnrr

di

26



Trrgct den Rcrllrerl Klnoqfr
Program dea Kcatatan Trhun Ldu

ln-21?,oi24

Pcrhlreen Rorllrerl
Ceprlea Tergct Rcnrtre
Pcrengkrt Drcnh r/d

Tehun BtrJrl,en

Koda

Ururn/ Bldrnj Urumn
Ponorlntrhru Drenh/

Progrem/ Kcgleten/ Bub
I(cgletan

Indltetor KlncrJe
Program

lOutsornel/
Kcglrtra

loutput|/ 8ub
Kcahtrn lOutputf

Targct Klne{a
Crprlra Progrem
(Athlr Ron:tra

PcrragLet Drcnb)

Roalbart Tnrgrt
Ktna{a llerll
Progrrn drn

Kclueren Kcaletan
r/d dcagen Tehun

ln-312o23

Trrjct
Rcqlr

Pcrraglet
DecnL

Tehun ln-
al ?,0,,4

Itarllmrl
Lsqla

Pcnngtnt
Drcrrh

Trhun (n-
21 7024

Tlrytrt
Rceltrarl

lY"l

Tar3ct
Progrrm drn
Kcgirtrn ln-

rl 2026

Rcellrrrt
Crpelra

Pro3nur dra
IG3letrn

r/d Tehun
EctJrlrn

fTrhun a.lf
zo2E

rhtbt
Crprlrn
Rcrltrerl
Trrgct

Rcnrtn
lo.hl

Ketcrnagrn

Kepala Daarah, aerta
Pemantauan Situeri Politik
dl Daerah

mum Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partal Politik,
Pemilihen
Umum/Pemllihan
Umum Kepala
Daerah, terta
PementeuEn
Sltuasl Polittk dl
Daerah

t.4
Bidang Pendidikan Politlk,
Etlkn Budeya Politik,
Penlngkatan Demokrasl,
Fartlltagl Kelembagaen
Pemsrintahan, Perwalcilan
dan Partal Polltik,
Pemlllhan
Umum/Pemlllhan Umum
Kepala Dacrah, rerta
Pemantauan Situasi Politik
di Daerah

Koordinasi
Mengikuti
Koordinnsi di
Bldang Pcndldlkan
Polltlk, Etlka
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokratl,
Fasllitarl
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Psrtal Politik,
Pcmillhan
Umum/Pemilihan
Umum Kcpala
Dacreh, serta
Pemantauen
Sltuagl Pol

yang 4,040 Orang 2.260 Orang
Orang
2,+00

Ornng
90,33%

melakukan
nkumulesi
pengukuran
dlkarenakan
ada
perubahan
lndlkator
antara
Runstra
Telarokratik
2024-2026
dengan
Rcnstra
2025-2029

8.01.0s.2,01.5
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Faeilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik,
Pemillhan
Umum/Pemllihan Umum
Kepala Daerah, aerta

Pelaksanaan Jumlah Laporan
Haoll Monltoring,
Evaluari dan
Pelaporan di
Bidang Pendldikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasllitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,

24 laporan 12 Laporan L2
Laporan

L2
Laporan

lOOo/u 24 Laporan 100%

Paraf Koordinasi
Kepala Bakes bangpol ut

,r'<
Kabag Hukum

l'L

40 Orang
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Tergct drn RcdLerl Ktno{r
Progren daa Krgtataa Tehun Lrlu

(n-2l2o2a

Rcellrart
Crprten Tergct Rcartrr
Pcnngkrt Dearrh r/d

Kode

Ururen/ Bldrng Urunn
Ponorlntehrn Drer:b/

Progrem/ I(ctlrten/ 8ut
Kcglaten

Indlhator KlncrJa
Pr,ogrem

l0utaomol/
I(o3trrtra

loutput)/ 8ut
Koghtra (Outgut)

Tergct KlncrJe
Crprl,rn Fro3rerr
lAlhlr Ronrtre

Pcrergtet Dacreh)

Roellrarl Targtt
I(laa{r IIerlI
Prognn drn

Ifulurren Kcalrtan
r/d dcngrn Tebun

ln-312023

Trr3ct
Rcqlr

Pcnagtrt
Dronh

Tehun ln-
71 2,024

Ilcrllrarl
Roqlr

PcnngLet
Drcnh

Tetun (n-
2120,4

Tlnctet
Rcrllrnel

(%)

Targct
Prugnan drn
Kcal,rtra ln.

rl 2026

Crprl,ra
Pto3nn dra

Ift3letrn
r/d Trhun
Ec4frlrn

lTehun a-lf

Tbgtrt
Ceprhn
Rcellrert
Trrgct

Ronrtn
lhl

I(ctcrrlgrn

1) l2) I3 l5) l6) l7l (81 f9) 1191- {g+Z+9} (11)- ll0/4) (1 ?)Perwakilan dan
Pertat Folltlk,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kcpala
Daerah. gerta
Pemantauan
SituaEi Dacreh

8,0 r.04,2.0 r Perumugan Kebijakan
Teknts dan Pemantnpan
Pelaksanaan Bidang

I Pemberdayaqn dan
, Pengawasan Organieari

Kemasyarakaten

Jumhh rub
kegiatan
Perunrusan
keblJakan toknla
dan pomantapan
pelakrenaan
Bidang
Pemberdayaan dan
Pengawatan
Organisasi
Kcmasyarakatarr

6 Sub Keglatan 2 Sub
Kcgietan Kegiatan mclakukan

akumulael
pengukuran
dikarenakan
ada
perubahan
lndtkator
antara
Rcnstra
Telorokratik
2024-2026
dengan
Renstre

8.01.04.2.01 Penyusunan Progrem KerJa
di Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdavaan

Jumlah Dokumen
Program Kerja di
Bidanc Pendaftaran

78 Dokumen 41 Dokumen 4L
Dokumen

37
Dokurnen

90,24o/o 52 Dokumen 130
Dokumen

t66,66Vo Tidak dapet
melakukan
akumulaei

Paraf Koordinasi t\
Kepala Bakesbangpol U

Kepa1a Bappelit .'a
Kabag Hukum

(r

Fmgrnur Flmbcrdryean
Drn Pcngewatan
Or3rnlrarl
l(rmuyrnkatrn

7Oa/o g3,a3o4

nrelakukan
akurnula*l
pengukr"rrsn
dika.rrr:akqn
acln
perubahnn
lndilfltor
ent"ara
Runetra
Teknokruilk
2924-2036
dengan
Iiunetra

Sul: s3,83y,l
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Trrgct den Rcdbarl Klna{r
Program drn lfualer"n Trhun Lalu

ln-712ol24

Porlrlnrn Renllrerl
Cepelrn Targot Rcartrr
Pcrengtrt Decnh r/d

Tehuu Bgtjrhn

Kodo

I

Urumn/ Bldrn3 Urunn
Poncrtntehen Drerrh/

Frognm/ Ibtlrten/ Bub
I(ogtatrn

Indltator KlacrJa
Progrrm

lOutcomol/
Kcgl,rtea

loutputf/ 8ub
Ift3htrn (Output)

Targct KlnrrJn
Crprlra Pro3rtm

lAlrhlr Ronrtra
PcrragLrt Drcreb)

Rorlharl Tar3lt
Klno{r Hedl
Progrran den

I(cluenn Kcgletrn
r/d dtngan Tehun

ln-312023

Trrgat
R.'cqlr

Pcrraglrt
Decnh

Trhuu ln-
212A,,4

Rcelllrrl
R,oqla

Pornngtet
Drerrh

Tehua (n-
2l ?o24

Tlnetrt
Raellrerl

(%t

Targot
Progrrn dan
Kcglrtrn ln-

rl 2o2E

-

Crprira
Pro3rrn den

I(ogletrn
r/d Trhun
Bc{rbn

lTehun a-lf

Tlnftrt
Crprlrn
Rcellmrt
Tmgct

Rcnrtrr
lv"l

Kctarrngrn

Mediagl Sengketa Ormaa.
Pengawasan Ormac dan
0rmas Asing di Deerah

Ormas,
Pemberdqyaan
Onna!, Evaluasi
dsn Mediegi
Stngketa Ormao,
Pengawaaan Ormas
dan Ormae Aoing di
Dacrah yang
Disueun

8.01,04.2.01
Bidang Fondaftaran Ormat,
Pemberdrysan Ormsr,
Evalucsi dan Mediasi
Sengkcta Ormes,
Pengawaran Ormar dan
Ormag Aling dl Dacrah

Pelaksanaan Jumlah Orang yang
Mengtkutl
Pelakganaqn
IGbifakan di
Bidang Pendafts.ran
Ofmac,
Pemberdayaan
Ormas, Eveluagi
dan Medlasi
Scngketa Orrnas,
Pengawalan Ormas
den Ormas Asing di
Daerah

800 Oreng 300 Oreng 3OO Orang Orang Oreng Orang ,11/o Tidak dapat
melakukan
akumulaei
pengukuran
dikareneken
ada
perubahan
indikator
antara
Renstfa
Teknokrsttk
2024-2026
dengan
Renrtra
29 5-2029

Paraf Koordinasi -A
Kepala Bakegb4ngpot I

Ke Ba t
-,kL

dlkarenakan
ada
perubahan
indlkator
antara
Renstra
Teknokratik
2024-2026
dengan
Renstra

LOl.OE Projrrn Frablaern drn
Prngrntrngrn llatlhrnrn
DLonoml, Sorlrl, dnn
Budrya

bldrng kctahrnrn
oLonoml, rorlal,
budeyr d*n
frrlllterl
pcnocgrhan
penydahgunann
narkotika,
fartlltarl
hcrukunen umrt
bengema d*u
pcngheyrt
hcpcrcayaen dl

Kabag Hukum

29



Targot drn Rcelbetl Klneqjr
Projrnm daa Kcaiarnn Tahun Lelu

(n-2f 2o24

Parklnnn Rcellmrl
Crprlet Targot Rcnrtn
Pomngtrt Dronh t/d

Tehun Bcrlrtrrn

Kodc

Uruma/ Bldrng Ururen
Pcsro rtntrtran Drcrrh /

Pro3nn/ Kcgeten/ tut
I{cllaten

Indlhetor KlncrJa
Program

lOutcomcU
I(ogtetrn

loutputl/ Bub
Ho3lrtrn {Outputf

Targct KlnrrJe
Crprlla Progrran
lAltlt Rcnrtra

PcmngLet Droreh)

Pro3rrn drn
l(clueren Kcglrtan
e/d d;a3en Tahsn

ln-3lZolt

Targct
IIsrll

Rcallrarl
Klna{a

Taryct
ncqlr

Ponaglrt
Drcmh

Tehun ln.
?120,,4

Rcrllurl
R,oqfe

Pamnglet
Drcrrh

Tehun (n-
21202,4

Tlngtrt
Rceltrarl

(%)

Targnt
Progrrm drn
Xoglrten ln.

rl 2026

Raellmrl
Crpdra

Prognnr dra
I&4etrn

r/d Tehun
Ecqfdrn

lTehun a.lf
uozE

1t-gtnt
Crprlrn
Rcdlrrrl
Trrgct
Rcnttn

f/"1

Kctarragen

I I

Pelakganaan Bideng
Ketahanan Ekonomi, Sosial
dan Budaya

Teknie dsn

| (.ir_ _
I dacrah yaag

l-ffi&rM*-.*
.lunrlirh nr.i[:

I kegiatan
Perumuran
keb{iakan tcknis
dan pomantapan
pelakranaan
Bidang Ketehanarr
Ekonoml, Sosiel
dan Budaya

r Kegiatan
1 ffi

Kegiatan
I

akumulasi
pengukuran
dlkarcnakan
ada
pe'rubehen
indlkator
antara
Renqtra
Tcknokretik
2024-2026
dengan
Renokn

8,01.05,2.01.3 Pelaksanaan Kcbijakan dl
Bidang Kctahanan
Ekonoml, Soaial, Budaya
dan Fesilitasi Penccgahan
Penyalagunaan Narko tika,
Faallitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaen di Dacreh

Jumlah orang yang
menglkuti
Pelaksanaan
Kebijakan di
Bidang Ketshanan
Ekonorni, Soslal,
Budaya dan
Fasilltaci
Penccgahan
Penyalagunaan
Narkotika,
Feslliteri
Kerukunan Umot
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah

3.500 Orang 1.700 Orang 1 700
0rang

2.45O
Orang

l44,llo/a 1,500 0rang 5.650 Orang t61,,42Vn Tidak dapat
melakukan
akumulari
pengulnrran
dikarenakan
ada
perubahan
indtkator
antara
Ren"stra
Telorokratik
2024-2026
dengan
Renstra
2023-2029

Paraf Koordinasi ^,\1lKepala Bakesbangpol
Kepala Bappelitbansda{'t^
Ka Hukum

t2) i5) {6r t8l tqi {1il
I

I

Rcrlstrn
202s-202c

8.O1,06 Progrem PrnlnSkrtan
Kowarpldmn l{erlond
Dan Pcnlngkrtrn Hnrlltu
Dnn Fnrllltarl Ftorngnual
Itunfllk Eorlel

PsnGntaeo
rorht yang
dleolcmltrn

IOOYo 16,66% Tidak dapat
melakukan
akumulaoi
pengulruran
dlkErena[<an
ada
perubnkrsrn

30



Trrgct drn Raelllarl KlnarJe
Progran dan Kcalaten Tahun Lrlu

(n-2f 2024

Parllnnn Rcellmrl
Ceprlea Tergot Rcnrtre
Ponnglrt Decnh t/d

Trhun Eadelen

Ifudo
Unrrn/ Bldeng Urumn
Pomorlntrhan Drerrh/

Pro3nm/ Kcgleten/ 8ut
l(cghtan

Indlhator l(lacrJa
Progrem

lOutcomef/
Kcatretrn

loutputl/ Bub
Kcglrtrn (Outputl

Targct KlncrJa
Crprira Pro3rrm
{Athtr Ronttn

Pcnagtet Decreh)

Roatlrarl Tergtt
I0nr{e Brdl
Progrro den

I(clurren Kcalrtan
r/d daagen Trhun

ln-312o23

Trr3ot
Rcqlr

Fcnagtet
Drcnb

Trhuu ln.
21?,0/24

Ilcrltmrl
Rcqfe

Ponngtet
Drcrrh

Trtua (n-
212,Or4

Tlagtrt
Rcrllrerl

l%)

Targct
Progrrn drn
Kcglrten ln.

rl 2026

Raelbert
Crprl,rn

Progrrm dra
I(ogleten

r/d Trhun
EoqfrLrn

lTrhun a-1|
eoz8

Tlrytrt
Crpdrrn
Rcellrarl
Trrgat

Ronrtrr
Phl

Kctarengrn

12\ r3) t4l l5) (61 l7l IBI (9) {10)- {5+7+91 (1 1)- 110/4) (12)

Telorls dan Pelakeanaan
Pemantapan Kewarpadaan
Naoional dan Penenganan
Konllik Soeid

kcglatan
Perurnusan
KcbUskan Tcknle
den Peldcsanaen
Pemantapan
Ifuwarpedaen
Nasi,onal dan
Pcnengenan
Konfllk Sosial

I $ub
Kegiatan Keglatan melakuken

akumulaei
pengukuran
dikarenakan
nda
perubahan
tndikator
antem
Renstra
Teknokretlk
2024-2026
dengan
Renetra

.0 ,3
Bidang Kewespadaan Dini,
Kerja 6arna InteliJen,
Pemantauan Orang Aalng,
Tenaga Kcrja Artng dan
Lcmbaga Aoing,
Kewas padaan Perbatasan
antar Negara, Faellitaei
Kclembagaan Bidang
Kewaepadaan, serte
Penanganan Konlllk di
Daerah

Ke
mengikuti
Pelaksanaan
Itubtlalran dt
Btdang
Kewaepadaan Dini,
Kerja Sarna
lntelfen,
Pcmantauan Orang
Asing. Tenaga Kerje
Asing dan Lembaga
Aelng,
Kewaspadaan
Perbatasan anter
Negara, Fasilitaei
Kelembagaan
Bidang

orang yang 400 Orang 400 Orang 7is/n 50 Orang 730 Orang 39

Paraf Koordinasi .A
Kepala Bakesbangpol I

Kabag Hukum
Yu

fint&r'rr
Rcnetra
Teknokrstik

-

Jumhh sub

1.830 Orang 280 Orang

31
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Koda

Ururen/ Bldeng Ururen
Pcurcrlntrhen Drcrth/

Projnn/ Ilcglrten/ Eub
Iftglrtan

lndlletor Klu;rJa
Prognnr

lOutaonell
llo3lrten

loutput[ 8ub
Itugletru loutput)

T*gct Klnc{n
Ceprira Prqnn
|Afhlr Ronrtre

PcrengLet Drcnb)

Roaltrart Tarjct
I$ut{r Hdl
Progrrrn den

Kclurnn Kcgletan
r/d dcn3en TeLun

ln-312o23

Tugot drn Rcdbarl Klnoqjr
Pro3ran den Kcgtetan Tahun Lrlu

{n-2f 2024

Tar3ct
Progrrnr dan
Kogtetea la.

rl 2o2E

PorHnnn Rcrllrerl
Cepelra Trrgot Rcartn
Pomngkrt Drcrrh r/d

Trhua Badrhn

Trrgct
RcqJr

Pcnagtrt
Decnb

Tehun ln-
21 20,,4

Rcrllrarl
R,oqfr

Porraglet
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Berdasarkan penjelasan tabel di atas Badan Kesbangpol telah melak'kan
beberapa upaya untuk meningt<atkan kualitas kinerja program dan kegiatan
yang ada di Badan Kesbangpol. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan
Kesbangpol adalah dengan melakukan efektivitas dan efisen dalam
memaksimalkan pagu anggartur yang ada pada setiap Program dan Kegiatan,
hal itu dilakukan agar tercapainya target kinerja yang ditetapkan Badan
Kesbangpol.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan t(6s[ar'gpol Kota BeLasi
Keberhasilan penyelenggaraari ur-usan Kesatuan Basgsa dal politik dapat

dilihat melalui sinergi perencanaan Kesatuan Bangsa dan politik di tingkat
nasional dengan perenca.naa.n yang berada di level daeratr. Untuk mendukung
hal tersebut, Badan Kesbangpol Kota Bekasi telah melakukan penyesuaian
pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah. Seluruh dasar hukum
pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bekasi mengaclr/mengadopsi dasar hukum
yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat.

Saat ini, produk layanan yang diberikan Badan Kesbalgpol Kota Bekasi
kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

U Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKTJ/Surat Tanda Lapor
Keberadaan kepada Oganisasi Kemasyarakatan (Orkemas) yang
berdomisili di Kota Bekasi. Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

menrpakan produk hukum Badan Kesbangpol Kota Bekasi yang
merupakan implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang
Ormas. Penerbitan SKT ini berada di bawah tanggung jawab Sub

Bidang Orgarrisasi Kemasyarakatan pada Bidang Ketahanan Ekonomi,

Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;

2l Penerbitan Surat Pertimba.ngan Pendirian Rumah Ibadah kepada

Panitia Pendirian Rumah lhadah. Surat pertimbangan ini rnenrpakan

produk hukum yang didasari oleh Peraturan Bersaman Menteri Nomor

9 dan 8 Tahun 2AA6 tentang Pedoman Pelaks€rna€ul T\rgas Kepala

Daerah dalam pemetiharaan Kerrl<rnan Umat Beragama,

Pemberdayaan Forum Kerukun€rn Umat Beragama dan Pendirian

RUmah Ibadat. Penerbitan Surat Pertimbang€rn Pendirian Rumah

Ibadah ini berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Ketahanan

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Bidang Ketahanan

Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
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3) Penerbitan Surat Keterangan Thnda Lapor Orang Asing. Penerbitan

Surat Keterangan Tanda Lapor Orang asing irri berada di bawah

tanggung jawab Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama

Intelijen pada bidang Kewaspada"an Nasional dan Penanganan Konflik;
4l Penerbitan Surat Rekomendasi liain Penelitian. Surat Rekomendasi

Izirr Penelitian ini herada di bawah tanggung jawab Sub Bidang
Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi pada Bidang politik
Dalam Negeri;

5) Fasilitasi kegiatan kerr.rkunalr umat beragama melalui kegiatan
roadshow, seminar, sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD),
pelayanan tersebut menjadi tanggung jawab Sub Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Bidang Ketahana.n
Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan orgarrisasi Kemasyarakatan;

6) Pembin€taft Pendidikan Politik untuk masyarakat pemula dan partai
politik' Kegiatan ini merupakan tupoksi pada Sub Bidang pendidikan
Politik dan Peningkatan Demokrasi pada Bidang politik Dalam Negeri;

7, Pemhinaan bela negara, Penguatan ideologi pancasila melalui tema
kebangsa€ul, Pendidikan lf,/awasan Kebangsaan untuk masyarakat
pemula, tokoh masyarakat, tokoh agama, partai politik dan anggota
orkemas' Kegiatan ini dilaksanakan oleh sub Bidang Ideologi dan
wawasan Kebangsazlll dan sub Bidang Bela Negara dan Karakter
Bangsa pada Bidang Ideologi, 'wawasan 

Kebangsaa.n dan karakter
Bangsa;

B) Pembinaan Pasukan Pengibar Bendera Pr.rsaka {paskibraka}, Badan
Kesba,ggrol memfasilitasi kegiatan tersebut sslegaimana peraturan
Presiden Nomor 51 Tahun 2a22 tentang Program pasukan pengibar
Bendera R'rsaka dan Peraturan Badan Pembinaarl Ideologi pancasila
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun zazz tentang peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2a22 tentang
Program Pasukan Pengbar Bendera Pusaka. Kegitan ini merupakan
sebagai sarana untuk mencetak calon-calon pemimpin berkarakter
Pancasila yang memiliki kematangan intelektual, kreatif, percaya diri,
inovatif, dan menailiki semangat pengabdian terhadap masya-rakat,
bangsa dan negara yang tinggr.

9) Fasilitasi bantuan hibah kepada Forum/orgalisasi bentukan
pemerintah dan orkemas. Kegiatan ini dilaksanakan oleh sub Bidang
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Kemasyarakatan pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya,
Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;

1O) Fasilitasi bantuan keuangan partai politik yang mendapatkan kursi di
DPRD Kota Bekasi. Kegiatan ilri dilaksanakan pada Sub Bidang
Fasilitiasi Kelemfoagaan Pemerintahan, Perrpakilan, dan Partai politik;

11) Fasilitasi Hibah kepada Lembaga penyelenggara Pemilu sebagaima.na
yang tertuaEg dalam Undang-undang Nomor ? Tahun 2023 Tentang
Penetapan Perahran Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Tahun 2C.22 Tentang Pembatran Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umrrm Menjadi Undang, Perrnendagri Nomor
11 Tahun 2AL9 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan
Umsan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

12) Fasilitasi For-um Koordinasi Pimpinan Daerah {Forkopimda} Kota
Bekasi' Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 bahwa untuk mend.ukung
kelancaran tugas Forkopimda Tim Sekretariat Forkopimda
memberikan dulmngan teknis administrasi dan teknis operasional,
Badan Kesbangpol telah menyediakan anggarEm dalam rangka
mendukung kelancaran tugas-tugas Forkopimda di Kota Bekasi;

13) Fasilitasi tim kewaspadaan deteksi dini daerah yang berhrjuan untuk
memantau perkembangan kantrantibmas dan kerawanan sosial-
politik di masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bidang

Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen pada bidang Kewaspadaan

Nasional dan Penanganan Konllik.

Selain itu, pelayErnan Badan Kesbangpol kepada masyarakat juga dilakukan ke

dalam bentuk pelaksanaan belanja urus€ur. Belanja urusan ini berupa
pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan . tupoksi yang

dilaksatrakan pada Badan Kesbangpol. Pada Tahun 2023 belanja Llrusan Badan

Kesbangpol sebagian besar telah mencapai target yang telah ditetapkan. Akan

tetapi di dalam pelaksana.an terdapat beberapa kendala. Kendala yang dihadapi

Badan dalam melaksanakan kegiatan uranszrn antara lain:

U Masih adanya misedlink capaiarl yang digariskan oleh Pemerintah Fusat

dan Provinsi terhadap capaian y€rng ditetapkan Pemerintah Daerah.

2l Masih lnrrangnya sumber daya manlrsia (SDM), baik lnrantitas maupun

kualitas, dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh

Badan Kesbangpol;
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Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi No,rnor l2g tahun 2A21 bntang Kedudtrkan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pacla Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Bekasi dijelaskan bahwa stmktur organisasi Badan
Kesbangpol Kota Bekasi terdiri dari 1 (satu) pejabat Pimpinan Tinggi pratama sebagai
Kepala Badan, yang dibantu oleh 5 0ima) pejabat Administrator, 9 (sembilanl pejabat
pengawas dan kelompok jabatan fungsional.

Gambat 2, 1 Struttur Badao, Lesatuan Baagea dan Potiti1 Kota Be&asi

(Peraturan wali Kota Bekasi Nomor Lzg Tahun zozll

mnre Ealr:il:t*i {E( IsAn rt.lliErrftat rsus gq sI
tl!.,rrEt
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Sumber daya Badan Kesbangpol Kota Bekasi terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM),
Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Aset. SDM mempakan faktor sentral dan
strategis dalam suatu organisasi. Dal€un suatu organisasi, SDM men-pakan penggerak
utama dari organisasi tersebut. Berdasarkan Daftar Urut Kepangfuatan Tahun 2024,
Badan Kesbangpol Kota Bekasi memiliki jumlah pegawai sebanyak 48 orang, dengan
perincian sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol l(ota Bekasi menunrt
Esselonoring lData Juni 2AZ5|

aElUtO{ Jrtr?t rGI6rEr].r

xFrtl BrSli

ffiIEEIIII BI TEFE$IYTI!

IlglllDal*t. ralgff
Errl{Earr HfrtrllttDtrc$

LrI! Ia:rlDs :L*arru Bat
ElGg[lg?Irt L*D milaala*IctE

rcfmImLoclDNraS,N qlFlm tl]trttu*lt Dm D&t
rlt raaxl lrttLutr

gsI'GE&UTreN
3drt. Efi^Yr I}Ii &ril

rereEOI'IIIrc1m*i
FEImrts Efrioaralt

tutEEBo oP-tl rtErll D,
r !. .'i\.1!:1 \,)i. "

NO Esselon
A B

Jumlah Ket
L P L P

1 I 1 1

2 m 1 2 I 4

3 rV 6 ,2 8

Parrgkat AST{ PKI(

1 Jafung 3 3

2 Staff l4 6 5 5 30

Jumlah Total Pegawai Bahesbaaglol 46

vt"
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Tabel 2, g Pencapaian Kinerja sKpD pada Tahun zgz4

1
BB BB BB BB

2 Persentsse Kasus
diselesaikan

Perselisihan SARA yang

xL00
$dR.4'uk

d, esalkanlselyarrg (n)
t, SARA'uklm konf dllaporkanyang (n)

- Rumus :

I 00Yo 100% r0tr6 100%

Rencana Strategis
Bakesbangpol Tahun 2024-2A26

mber:
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2025 2026 2o.?,* 208S 2026
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Tabcl 2. 4 Peacapalan lltne{a SKPD Pada Tahua 2026-20i29 lRcnc,'.e Stratcgls Balcrbangrol Tahun 29125.-29129l

1 Inklusi Sosial
Rumus:

Skor Akses * Skor Partisipasf +"Skor Toleransi
3

7,63 7,65 7,67 7,69 7,7L 7,73

2 Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan
Rumus:

tml,konfltk SARA yang dtselcsatkon (n)

lml.konfllk SARA yang dllaporkan (n)
x100

100/o 1Off/o 1Off/o LOtr/o 1Off/u LOtr/o

@@
@
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2,g Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

sebagai kawasag perkotaan dengan heterogenitas, mobilitas masyarakat,

dan dinamika sosial, ekonomi dan potitik yang tinggi, pefinasalahan kota

metropolitag yang tedadi Indonesia ini berlaku pula di Kota Bekasi.

permasalahan itg meliputi aspek ideologi, politik, sosial, budaya dan ekonomi,

serta keamanan dan ketertiban.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi bangsa dan negara diwaktu-

waktu mendat anrgadalah bagaiman a mempertahankan persatuan dan ke s atuan

serta mampu mewujudkan sistem dan budaya politik yang demokratis baik

nasional maupun di daerah. Terkait urusan penyelenggaraan pemerintahan

yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi,

tantangan ini juga menjadi dasar dan kerangka penentuan arah pembangunan

politik dalam negeri ke depannya yakrri penguatan persatual dan kesatuan
serta pembangunan sistem politik dernokrasi.

t Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelengagrakan trrgas
dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan politik :

1) Belum optimalnya pendayagunaan SDM aparatur Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik KotaBekasi;

2l Belum optimalnya pem€rnfaatan sistem informasi dan database partai

Politik, Ormas/I-SM, OKp;

3) Masih diperlukan peningfuatan dukungan anggarzgr untuk melaksanakan
sosialisasi kepada masyarakat serta meningkatkan wawasern kebangsa6rn

dalam rangka penciptaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
4) Terbatasnya dukungan €uaggar€m operasional Pemerintah Daerah.

' Tantangan yang dihadapi dalam menyelengarakan tugas dan fungsi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik :

U Letak geografis Kota Bekasi yang menjadi jalur uta:rra lalu lintas dan
mobilitas manusia antara kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan DKI
Jakarta dan daerah lainnya telah menjadikan Kota Bekasi sebagai

daearah transit dan tujuan utama berbagai aksi kejahatan transnasional
dalam benhrk seperti penyelundupan narkotika, human trafficking,
pencurian dan aksi terorisme;

2l Potensi konflik sosial yang masih tingsi antar Ormas/LSM dan OKP dalam
m emp erebutkan la}raur: / daeratr yang diakibatkarr masih tingginya tin gkat
pengangguran;
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3) Kesenjangan sosial antara pendatang yang makrrur dan pandai

lutetleducatedl dengan penduduk pribumi yang masih berpendidikan dan

berpenghasilan rendah;

4l Tingkat urbanisasi yang tinggi ke wilayah Kota Bekasi dari berbagai

daerah dapat menimbulkan kelang$aan lapangan pekerjaan sehingga

rentan terjadinya konflik sosial.

. Peluang dalam menyelengarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik :

U Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan basis teknologi

informatika;

2l Memperluas jejaring informasi pencegahan dini dengan melibatkan
pera.nserta seluruh elemen masyarakat dalarn forum-fonrm
kemasyarakatan yang dapat ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik, yang dibentuk mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan
hingga sampai ke pranata lembaga pemerintahan yang paling dekat dapat
dijangkau oleh masyarakat Kota Bekasi;

3) Menguatkarr peran kelembagaa.n sosial kemasyarakatan melalui program
pengembangan kerjasama Pemerintah Daerah dengan unsur masyarakat
yang diwakili misalnya oleh orrnas dan lembaga nirlaba lainnya dalam
bidang kesatuan ba'gsa dan politik dalam negeri;

4l Meningkatkan keq'asama dengan lembaga pendidikan, misalnya pihak
sekolah sItdA/sMK sed.erajat dan universitas, dalarn merakukan upaya
pengembarrgan program dan pemaha.maR pentingnya fungsi da, tugas
bidang kesatuan bangsa yang diemban oleh Kesatuan Bangsa dan politik
Kota Bekasi.

) Rekomendasi dan catatan strategis untuk Ditindakranjuti
Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah terutarna evaluasi kineria dan tantangan serta
peluang yang telah diurai dimuka maka rekomendasi dan catatan strategisuntuk ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan adalah sebagaiberikut :

1) Program dan kegiatan pendukung pelay€rnarl administrasi perkantoran
hendalarya ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya karena beberapa item
kegiatan dan penganggeran merupakan dukungan secara rangsung pada
program dan kegiatan teknis-
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2l Penentua:r sub kegiatan pada kegiatan teknis harus memperhatikan
sebaran sasar€rn baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

3) Memungkinkan adarrya sub kegiatan baru dalam mengoptimalkan
ketercapainya tujuan dan sasaran oPD untuk mendukung pencapaian
sasErran pembangunan daerah Pemerintah Kota Bekasi disandingkan
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor goo,1.15.5- 1317 Tahun
2A23 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 Tahun 2O21 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan
Pembangunan dan Keuanga_n Daerah.

2-4 Review Terhadap Rancangan Arat RrrPD
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Bakesba6gpol menrpakan

proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2O2G Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Bekasi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan
setiap taleunnya- Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Bakesbangpol) Tahun
2026 yang disusun rnemuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai
berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya ya11g rnerupakan
tolak ukur keberhasilan dari hrgas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Bekasi.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja Perasgkat Daerah (Renja-
PD) Kesbangpol Tahun 2A26 yang disusun ini memuat informasi tentang
program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dolmmen
Rencana Kerja (Renja) ini akan diketatrui keterkaitan antara kegiatan dengan
sas€rruul, kebijakan dengan prograrnnya serta keterkaitan dengan kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Bekasi. Program dan kegiatan Tatrun 2026 yang telah diusulkag oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi merupakan Rencana Kerl'a (Renja)

yang akan dilaksanakan Tahun 2026 yang merupakan penyelarasa.n program

secara nasional berdasarkan Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun
2Ol9 dan Keputusar Menteri Dalam Negeri Nomor 9OO. 1.15.5- ISLT Tahun 2023
tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalarrr Negeri Nomor O5O-5889 Tahun
2O2L tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaa.n Pembangunan dan

Keuangan Daeralr.
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Rencana Keq'a Pemerintah Daerah yang menjadi acuan dalam
penJrusuna-n Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Bakesbangpol) oleh
karena itu perlu dilakukan review terhadap Renja perangkat Daerah Tahun
2026 tersebut. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara hasil
analisis kebutuhan terhadap Program dan Kegiatan beserta Rencana
Kebutuhan Dana yang termuat dalam dokumen {Renja_Bakesbangpol} yang
disusun dari tahap Rancangan Awal, Rancangan da11 Rascaggan Akhir dan
apabila ada koreksi atau terdapat perbeda€ul dalam hasil review pada setiap
tahap penJrusunannya dapat diperbaiki atau disempurnakan-

Secara keseluruhan, Review terhadap ranca-ngan awal RKpD hasil
telaahan terhadap Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan politik
Kota Bekasi Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Gambar 2.2 Alur f,saga'ngen Awal RNPD dan Renja pD

Penyusunan Rancangan Awal FIKPD Kabutraten/kota
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Gaqur{tfi
tcrtlt*rr
ai-lr:r
hdl

lrralrt
Eqri!.,Etb

EET9'(},r*&

l*aulfil
ttrrr fftrrtfaqrar

t(Eil EYthId
6ok rlEn

nxpD x.uf
xoet tehrt

lI{,

Dstc"rnetr
RXFO X,,rbj
Xdtat l!u.r

bc"ralut

tsrrixgii
f.-(ABfc,.
SrC,I^G+.(a/

Z{.a

Paraf Koordinasi r,l
Eqpala Bakesbangpol ll
Kepala Bappelitbangda ./''
Kabag Hukum

YL

-tbl
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Tabel 2. 5 Revlew Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 29726

43

Rencengen Awal RIIPD Hnrll Andlelr lkbutuhan
No

Lokaei Indlketor KlnorJa Targct
Capaien

Pegu
Indtketif

Sub

Progrnm/
Itugtatan/ Lokarl Indlkrtor KincrJa Targot

Crprlea
Pngu

IrdlLettf Cetatan

lrrtrutlrnr, drn
Evrlurl l(larrJr

duulrt dohrnru Daraaotttrlr
D.nlr.aar'rq drn rvduerl tltrrrJr
D.tritlf,t d|.rrl a.rurl XIPIC

U DokuarD 76,OOO.OOO
Prntrngtrrrn, drn
Evrturl IOa*Je I Dolunrn 76,0OO,000

PeltncsnrEn FPrrngket Jumlah Dokurtrcn Pertrlcallmn
Fornngkit D.cfiitl l Dokumtn 50"000,000 Pctttrrnne.an PcrilUket Jufilsh DoldJfircu Pocncffiaan

Porr$gknr Dncrrh I Dolenralr 50.000.000

Koordlnari dan
Pcnltnunen Lepomrl
Cepalan XlncrJe dm
Ikhtber R..lLad KtnerJa
9KPD

[IKFD

Jumlah Lapman Crpailn Kincrja dan
lkhthar Roqlicarl Klnerje 9KPD drn
Leporun Hrall Koorditrasi Palfuaunen
Laporen Capalen Kl[crJr drn lkhtirer
Rtelirirl KlncrJa SI(PD

I Lrporen 2s.000.000

I(oordlnari den
Penlrlunen Lrponn
Crpnlan KlncrJe drn
Ikhttmr Realir.el KtncrJr
AKPD

Bckecl,
Semua
Kecsnrten,
Bcmlra

I Laporan 25.000.000

Adnlnlrt rd K.tr..Irn
P.tllalrt Dr.nh llrumlru Prnaglrt Dmrr[ .ou.l , LrDoillr r l,1166.7.i4,ooo AdBlnl.t .rl K.u.alrn

Prrra;trt Durh , LrpoilD 11,46t,714.06

Pcnlodlran Gqli den
Tudengrn ABN

8KI'D Jrunleh Orang yrng Mcnerllra Gqfl
denTu4Jrqrn ABN 1,316 Orrng,/bulen t 1,.183.7+.1,000

Fonyedlean
Tuqlrn6an

Oqfl dnn
.'t6N

Jurnlrh Orrng yrng Monrrtnra Oqii
daa Tuqlengrn ,{8N l t,433.744.000

Xosrdlnrl den
Poulutun]r Lrpomn
Xrurn3rn Buhnm/
Tri$ rLnrn/ SaauttGrrn
BKPD

6Kpl)

Trlwslrnrrr,r flomcrtFncrr SIiPD den
Lapoftrt

Luporrn ]fu ordlnr'i Prnyutunul
Legorrn Kcurnjrn
Bulanan /Tdc drilrn/ S*rruttenn

15 Lrporln l s,000,000

Ioordhlr.l dafl
Ponyurunen Leporen
K.uGrIrn Buhnral
Trlwuhnrnl Sarncrtorrn
EKPD

Kib/IOtr,
Somrra
Krcrrnrtrn
Etmua

16 Lrporan

f,opc;errhn l.r.niLrt Dmnhyul
dlrurun rarud
ItopcSrrrhl I LrD.ns 20,o00.mo ,Gn{Lrt

I'ItPr
Drorrh I l"rpomn 20,000.ooo

Pendldlkrn drn Pehtihen
Ptgrunl Berdrcrrkrn
Tugar dm Fungrt

SKPD
?utrr
rndidikrn

Jumhh P.go*,rl Benherrkrn
dln Fururi }fn8 tt{cngikud Po
dnn Pobtlhan

l0 Oranl 20.000.o0r1
Pendidlknn drn Frlrtihs$
Pcgnwrl Berd*erknr
lugrr dnn Purgrl Krcnmct*rn,

Ecmr.ra

Bekori,
Ermu Juuhh Pcgeuni Betdararkrn

Tque dun Fun$i yang Mengikuti
Pandldlhen dan Frlashan

10 Orurg 20,000,000

Adtrlalrtnrl UEgE
Lrrlat t Dr.ilh yral dlrurla

ltun
6 L.DorE lTt.ooo.ooo ,ldBlElrt'.d UnruD

P.hr{L.t Daarrh Urlua Pililatrt Dr.rrtr !'r!I 6 lrpotu l7t,00(l.ooo

P.npdhrn Bahnn lagbUk
X,Efltor SKPD

JutnlEh Pd.rt Brh& loghtlk thntor
yang Dbedlak*n 3 P&het 350.000,000 Pcnlodhen Brhrn LoStrdt

Kartor

K0tn
Bekari,
Eaherl
Srlatan

il Pakct J50.000.000

Ptn?dLen Brt ng
Cotakan dm Peaggandarn SKPD Jumlah Pekct Barang Cet|kan dah

Ponggrndmn yang Dbedlaken 12 Peket 7S.000.000 Fcnycdl.ru Earnng
Cataken dnn Ptnggrndun

Junhlr Pakct BrlanB Ccta&rll drrl
Pont8udarn yeng Dlrodiakan 12 Pnkct 75.000.000

Penycdlern Bahan Brcean
dan Pcraturan Perundang-
undrngfil

SKPD
Jumlah Dokurtun Bahen BaHAn dalr
Peratunr Farurdrng-Undangan yaag
Dlrcdlekrn

12 Dokumm s0.000.000
Pcnyodiern Behen Bacran
dan PDnturatr Pcrundang-
urtdntrgtn

Bekasi,
Bckaal
Sclr,tan,

l2 Dokurnrn 50,000.000

Ferillt ri KuqJungrn Temu SKPI) Jumluh L:poren Fasillt{sl KunJungnn
Tmu 12 Laporan 1u0.000.000 Fe.clltasi KunJungan Tamu Bckssi,

I

Jumleh Lepomn Fesilltui
Kunjuryafi Trmu 12 Lapomn 100,000.000

Paraf Koordinasi .Att
{aYL

il

Progrnm/
Kcgletrn/

8ub Kcdrtra
I Fnofi.^nPtluruAtto

unl,tA,r trmnntAHAtr
DAETAB
RAtt ltf,ttrlt(oTA

Patr!!tr.. Kurftrr Lrymea
F.nuqr.ru Ururel Frnor{atrh
Drnt 1OO e/o rt.218.744.o00

PROfrJltr EElluf,rrago
unulAx !&TnIITAHAX
DA&IAfl
MISII?A?EII'TC/TA

PrrraDtra. trlrrltrr LrFru
Foruql..f Usraaa P.aurlatr!
Dmrh

1q0 % 1t.113.7+1t.OOO dleaurltet dralln
drrt

,firnlrh dokuna! Daranaaoarn,
Drnf i.i.?Irr dt! avrlu|ll
ttn*Je jtrr^lgtrt dprrh rctnrl
rSDr

ICtrFrrunnfl DoRuffeft Penltrunan DoldlmrD

Jumlrh Lrpoflrn Crgrirfl Klncda-
den lkhfirer Rcellrrcl Klrorle
BKPD drn Lrporrn Hrell
Xoordtneri Ponyrunrn Laporen
Cepalau KlncrJe den Ikhtlrer
Rmllrtt Klnerle EKPD

f,tPt(
JuElrb Ltttoran Aloldrtrerl
X.uratr[Prnattrt Durf,
nrud I6Pfi

Kota
Brkari,
Bekrui
8uhnn.
Mrrmhvr

1,3lli Orrn&/bulan

rrurilrh Lapomn t(gurlUrn
Buluen/ T rlcul*natr/ SomcDtcru
SKPD drn Lnporrn lfuordlnerl
Por\Iruuun.n Loporrn Krurn3xr
Eulrnrn /Td,rulrnan./ ErrneB tsrrr
SKPD

r $.000.000

Adnlnhtrrl

Jumhh Prket Brhan L4lrttk
lbntor ylng Dhcdlekan

Kot.
Bekarl,
Bckerl
SGlrtan,
Llualavr

Jumlnh Dokutorn Behan Ba(ian
drn Prfsturan P.rundong-
Und*ngan y.ang Dlrcdlekan

Kepala Bakesbangpol
_I(gpala Bappelitbangda
Kabag Hukum



No

Rencrngan Awet RKPD Hesll Analitlt Kebutuben

Catatnn
Progrem/
l(cAlaten/

Sub Kerlatan
Lotasi lndtletor KlacrJe Targct

Crpalan
Petu

Indlkatlf
Progrnm/
K4tetra/

Sub lftgletan
Lokeri Indlkator KincrJe Target

Crpelnn

Selatan,
Mr^ffriaye

Pelrplcngdrraan Rcplt
Koordlnarl dan lbnrultarl
9KPD

SKPD
Jumlah Leporeu P;ryrrleuggerann
Rapat Koordfiearl drn Konurltsri
sl(PD

12 Laporan 2S0,000,000
Pcnychnggnraan Rapnt
Ifu ordlnart dan lbnrultarl
SKPD

Kot
Bckarl,
Ecmua
K!gamatan
Eamua
Keluraian

Jumlelr Lapomn Pony,clcnggar*etr
Rapat lbordlnerl dan Kontult ti
SKPD

12 Laporan 250.000.000

P*uetaurnhann Ar*ip
Dlnemlr prda SKPD

SKPI) Jumlah Dokunrcn Panatnurehaau
Anlp Dlnrmlr pedi BKPD 12 Dokumcu s0,000,000 Pcnetrucehssn AIEIF

Dtnrmir pada SKPD

Kotr
Belerl.
Bclserl
Eolean,
Murralavl

Jumldr Dohrmcu Pcnateurslraan
.{nlp Dhramh prde 9KPD l2 Dokumnr 50,000.000

Br'lat
Drrnh Uru[o

Junlrb Lpo,ra ltlardlrlr
Palpthrrr B$ra1 llllt Derrlh
t af dtrdLl.a

I Lrgotrn 100,ooo.ooo
Prn3rdeea Berraj ldlll
Dmnh Prluqfrng Ururn
E.rarrlotrh Dr.nh

rluraleh hnorra ponfrdmt
tmag rnlllt drnt yrnl
dlrdlrtra

I l,lDor.r 100,0oo.o00

Pcngrdaat Peralatan dan
Merln Lalnnya SKPI) Jumlah Unit kraletan dqn Mcrtn

Latnnya yang Dlrcdiakan 7 Unlt 100.o00,000 Penradaan Pcralatan dan
Merln Lainnya

Kotr
Bekacl,
Bcka*i
Selatan,
Mrrsiisvl

"tumlrh Untt Poraletrn dan Mesin
Lalnnya yeng Lltrdlaken 7 Unlt 1 00.000.000

DtrllL D..nh
Uru.rb PaE.rlilrbE 3 Lrgoru 576.OOOI)00

Pau.llharBr ,.rarI
ttrUk D..ilb PranqJrng
Uruun Prrardntehea
Dmrei

.rlrrilrh lrporu prradttrrrrr
brr.n8 elllt dernt yrq
dlD.llhrrr

3 Lrporru 676,000.00o

F0nl,odlrrn Jar{
Pcncllhrmen, Blr1,e
Pemcllharorn, dm Pqldr
Kcnrlrrrrn Plrorrngrul
Dlnat rtru l(cndrrran
Diner Jlbatan

gKPI)
Jumlrh lQlnddre n Ferurlngan Dhur
eteu l(Bndilrnnlr Dlnnr Jsba$fl J,'[ng
Dlplllhnre dar dlbryrrkan pdskrqr

,2 Lrnlt 0s0,000,00n

Prnl,cdleauJam 
-Pcnr.llh{rurn, Ble}'s

Pcnrcllhnnrsn, dnn P{Bk
Kcndffsrn Fcrorrngrn
Dlnu rtiu Kondrrcen
Dlnu Jabrtrn

Kote
Bekerl,
Btkrrl
Sclrten,
Mrrad.yr

J unlah Keudarenrr Pemrengna
Dhrcr trliu Kendrrean Dhr.l
.frbrlrn yeng Dlpalllren drn
dlbryrrhan Pq,Bfrrvr

l, Urilt s50,000.000

Pomtlllremcn Pc relrtel
ditl Mcrln Lefuuryr 6KPT)

Junlih Pcrrlrbr drll Llerl$ Ldntrlr
,an8 Dllclihit 25 Urdt 75,00n,o00

Penrrllhcraen pomlotrrl
dirl lrterln Lrlnlr),tr

K0til
Bekerl.
Bckerl
Setttsn,
ltrrcelevr

.lumlelr Prnrlrtan dun lltilii
Lalnuyr yang Dlp;llhua

,6 Unit

?s.000,000

Pcmrllhoraan/ Rahobilttqrl
9orann don Prarorona
Ocdurg Kantor etru
Bangunen Laiur:yr

SKPI)
Jumlah garono. don Praruans Gcdung
l&ntot otnu Bongunan
Lafirnyr trrng Dlpclthrre/Dlrchabilltrni

1 Unlt 250,000.000

Pomcltharsnn / Rthabllitart
Sarana dan Proramna
Ocdur3 Xanlor rtnu
Bnnglral Lelntrlr

Kotr
Brkosi,
Bckocl
Selatun,
MrrEBJayr

.,umlah Snmna dnn Praeormn
Oedung (antor ltau Bongunan
Lalnnlr yErU
DtDcUhrre/ DlrchrbUltEll

I Unlt 250.000,000

II
Cdruprn poalurtrn ldcologi Panr*lla
dan ksrnlctcr krbaruraan 100 r,h l.att,rt9s.eoo

Pno(f,,alt PEI{ouArAx
IDI<'LOOI IATCAiILA
DAf NTNAI(tTN
KlDAXos .At'

Crkuprn pcngurtan ldcehd
Prnqm{r drn krrrldrr
kebonSraan

t00 t( r,3tt,+rD,goo

Toldr drn P.Brntr?.$
Prfrbrnren lldrng
Id.oloC Peaoedle rtln

.hrmhl .st bd.tln lrtUelrr
tcldr drs grarrtrrrn grletrrrmn
ttdrnj ldrolo! lloo.dlr d.!
XffrLtfr Krtmlrru

a ttlt rbahirr r.ttE,are ,too

Errtranura lbttrkr!
T.t6lr daa Pa$rant.pro
lrlrl:rearer lldrrl3
ld.olotl P.noilllr dtn
Iterrltrr Rrbralrrrr

rrlahl rub trgirtrn f.T0rfra
trtalt dra tab.'rtrtl.tr
D.trtr$.s Urhaj tdoolo3l
Prtrorrllr.!rl Xrrtlt.r
Ibb|Iprrn

4 Er,rb Kc$,ahn r,0tt,4r9.300

Bldrng l.l?olotl WrweDan
Kabrngrun, Bola Nogrra.
Xeraltcr Bangre,
Pombauran Kabengraan,
Blneka Tungga.l lka dan

Eelr1ua
Krb/Kota,
Somur
K6crma.t6h
Eemua
Kelwehen

Jurnleh O rang ynnB lvter3lkutl
Polakranarn Kob{idran di Bldang
Idcologl Wewaran Kcbangreen, Bcla
Nognra, Karakter Brngrr, Plmbquren
Kebrngmen, Blnsk Tunrd Ika drn
StJrrah Krbanpaan

200 Orrng s0,000.000

Pohkrenaan Kob{,.*an dt
Bldrng ldeolagl lffnweren
l(obrnSraen, Bcle Negan,
Karaktrr Bangre,
Pombauran Kebenguaan,
Blneka Tunggrl lka dan
Scjrrah l(tbanmaan

Samru
ltub/KDt ,
Ecmr.ra
Iftcernilln,
86mue
Kclurahan

Jumhlr Onrit ;rng,\irnmE-
Pclskrnnaan ltub[ak $ dl Btdeng
Idcologi lltarrtun Kobrngtrrn,
Bele Nopre, Kualttrr Brnpr.
Pembrwan Kcbrngrean. Blnakr
Tun35nl tka don Eejarah
Kebangraan

200 Orrng s0,000.0000 PcQer dan Hu.rrrrakat

di
Bldang ldcolo$ lllawararr
KcbanEranfi , Bcla Negara,
Kurktcr BrnE6e,
Pombauran Kebangeaan,
Bhinrta Tunggal lka dan

Scmue
I(8b/Xotr,
Scmue
Kocsrutan,
Ecmue
Kelurahan

Juml,ah Ornng yang Meudkutl
Koordhrarl di Btdang ldcologi
Wawaasn lGbangraen, Beli Ncgara,
Karaktar Baagra, Pembauran
Kebalgraan, Bhlnoka Tuns5d IkE dqn
9ejarah kbangraan

90 Orang s00.000.000

Pelekcrnaan Ifu ordlnasl dl
Bldnng ldtolog Wawaean
Kcbanglaan. Bcla Ncgara,
Karekter Bangra,
Pembaurqn Kebangeaan,
Ehlneka Tunmal lka dan
SeJarlh XrbanEr8an

Semua
Kab/Kots,
Scmua
Kccrmsten,
Semua
I(elurahan

Jutdrh orulureng}icntmE--
Ituoftltnngl dl Bldeug ldcologl
Warvararr Kabang.eln, Bch
Ncgera, Karallor Brntla,
Pcrnbaurafl Krbangrran, Bhtneka
TunSBd Ik! dan Eejarah
Ikbanxraan

90 Or.ng s00.000.000 Pclqlar dan l,Iaryrrakat
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2 3 .t 7 10 1] t2

Pemblnern terhrdap
ekttvtt& ks?riklbrnkaan
dan Purneperklbreka

Eemua
Ksb/Ibta,
Ecmue
Kocemetalr,
Ecttlut
Kalunhm

Leporen Harll Pemblnran Alstfultag
l&pnrldbmkaan dan Laporxr Haril
Femblnran Pumrparkibra&a

2 Dokumcl t8 1.752.000
Pcmbfuiaan terhrdep
akth'ltar kcpuldbrakean
dan Pumaparklbraka

9emua
frb/Kora,
Eemuq
Kccametur,
Scmua
Krlunhan

Leporan Harll Pemblnasn Akdvitu
Kcpaeldbrakeen dan Laporan Hqrtt
Pcmblnaan Purnaparldbnka

2 Dokunren 181.762.000 Pe$ar dan Meryarakat

Prmbentukan Peaklhrakr

Ecmua
Kab/Kota,
gcrtlur
Kscemgtan,
Scmue
l(clurehen

Jumllh Posldbuka 52 Ornng 1.153,737.300 Pembentukrn Parklbnrkr

Scmrra
Krb/Kot".
Bemue
Kccrrnstau,
Scrnua
Kolurchrn

Jumhh Perklbrrtca 52 Omng 1.153,737.300 Ptlqfer dan Mar},rmkat

UI

F.iunlr..r X.h{l.Irn
Tolrnlr drn Ponrtrt p.n
Prbbeama Bldeng
Fcndldllu tollilt, Eiltr
hlryr,outll,
Panlllk tr! Dcaotaul,
tr.lUtrd xcLat.$la
Lnarhtrtrn,
lrrr*lhh dr! tlftd
Polltll, hnltlDrn
Unur/kolllbrn UEU&

EollUt

Dr.tab, rartr

.lumlrt r[t Lcdrtu Ftrurumn
lhb{rlrn TcLrtr drn Pcmrateprn
Pclrkrrnr.a lldtnl Lndldlkrn
Polltlk, ltth ludrye Polltltl
P.at$ttrtE D.aotrrdr ri'llltlrt
Krbnlr3rra tam.rlntthrrs,
P.il.tlhtr drrr trrt.l loU6t,
Prmlllhu Urua/Prallhea Urans
lhpdr Drrrrb, rrt. E.[ratrrrra
tttuDl Pof,tth

2 Alt It drtrn r0.2t?.ti0.ooo

Pr'unu.rn ll.t{rkrs
?.ftalr dra Pratnt.Dra
Polrtrraua Etdmj
Ecadldltra Polltlt, ltltr
Erd.F PoUtltr
P.Dlnlbtra D.rnotrrrl,
lrrluted lhblrrb.irrr
larB.rlotrhilrr lrrnHlu
d.r lr}id ,olltll,
Fmllltrn
Un.a/Frldlllrrl Urnura
Itrgrl,r Drrrh, rrrtr
P.mntruu tltll.rl
Erlldl

Junlrh rrrt Lr1lettn P*umurilr
Kol{Jrtrn trtab dra
Pcrrltlpetr lttrtlramn Bldro5
Pcldldtt .t PollBh, lttle Budrrrr
PollilI. Panlrgtrtru Draotni,
lrrlutl'I Kttrrnbrjrrn
hnrrlatthra, far*rtlLn drn
lrrtd Polltlh, lrrdllhrn
Onuor/?mlllhrn Uoua l(rgde
Dmtth, aafir Padrrstllrr8
lltulrl PoUUL

2 lut x.drtrn ro,tt?.E o.o00

Polltik, Pcningkatrn
Dcmolrarl, Forilttari
Kelrmbagnon
Perotrlntehsn, PonrnHlan
den Pertd Pollttk,
Pcmlllhrn
Umun./Pernlllhnn Umum
trlpdr D$rrh, .cttr
Pamantruen Sltumi Polltlk

dl
Polltik, Budaya

9emua
Kab/Xot/r,
Scrnur
Kocarnateu,
SGmui
Kclunhen

Jurnhh Dokurrun Prugram KrrJa di
Btdaaj hndldlkon Po[rlk, Etlka
Bu&ya Polidk. Feningtoton
Denrokrerl, Perllltaal lGlcmbagann
Pomcrlntahan, Fanvaldlrn detr Pgrtal
Polltlk, Ptmlllhrn Umum/ Pamllihrn
Umum fcp.la Dacirh, rcrtr
Pohr.nt uan Sltu.rl poUul( di Dirrlh
yeng Dhutun

I I Dokumcrr 9,937,880.000

Pon,'utu$la Pro'rm Xedr
dl Bldeag Pendldlken
Polltlt, Edkr Budrya
Poutlk, Prninlkaton
Demolmri, trlr[itdrl
KclGEbrgran
Porurlntahan, Pcmnldlan
drlr Prltll Poutlk,
Pemlllhen
Umum/Pcmilihrn Umum
Ifupdr Drcnh, rartr
Pcmtntrurn gltuerl PoUtlL

- diprtrh

Semuo
I(ab/Koto.
Scrnua
lfucrmat n,
Scmua
I(clunlren

Jumlrh Dokumm Program lGrJa dl
Bidong Pendidtkon tbtiuk, Ertko
Budqm Pouttk, Pcnlngkatan
Dcnnkrncl, lttlllt !l Kelcmbegnrn
Pemcrlutrhen, Prnraldlen den
Prfid Po[tik, Prmlliheir
Umunr/ Pemlllhan Umutn l(cpala
Datrrh, rErt8 Pert ntru.n gltr..rl
Polltll dl Drrnh yang Dhurun

l1 Dokunen 9.937.880.000
Lemb.lp Demorlntrh, Part i
Polltlk, Pcger drn
I{aryeralnt

v

Bldrn! ltrdldlkdr Polltlk,
Et&r 8ud.r,a Foudk,
Panlnlhatu Domokracl,
F[tlltarl f,chmlragren
Pemedntahan, Fcnyakllrn
dan Partai Polltik,
Pcmilihu
Ununr./ Pcmllllun Umuru
Kepnh D*rah, rcfir
PcmaDt u.$ Slhresi Polltik

Kotr
Eckral,
Eemur
l(ecarnttan,
0cmue
Kelurehen

Jtunleh orrng yrng llcuglkutl
Koordhrlrl tli B{dang Pendldlken
Polltlk, Etlke Budayr Follttk,
Ponlngkatan Domohnrl. Ffl llltrsl
Kclcmbryaan Prmcrlntahrn,
Peru,nHhn den Partal Pulltlk,
Pcmilih*n Umuh/ Pcmlllh{n Umutr
Kcpnh Drcrrh, lrrta Pemont&urn
gituesl Poutik dl Deemh

1500 Orug 360.000,000

P(lrktrnurt Knordlnnrl dl
Bldurg PcndrdlLrn Pnlldk,
Etllsr Budryt ltltdh,
Panlnlkatan Damokrarl,
F'ilUltrli Krlcmbrtrrn
Pcmrrlntahan, Penruldlan
den Prrta.t Polttik,
Pomlllhen
Umum/Prmillhrn Ufilunr
Kcpale Dacrrh. rcrta
Pcnrautauan gltrraci Polttlk
di Dssfah

Ifutr
Bckril,
Ecmua
Kcclrnatan,
Ecmua
Kclurahan

Juralelr Oraug lrurg lr'Icndkutt
Koordlhsrl dl Blddrt nandldlkatr
Pollt.lk, Etlkr Budap Pollttk,
Pofllnlkrtrn Dcurokrarl, Ftrllttarl
Kolombaglan Pcmerlntelran,
Perudrllan dan Fqrtal Politik,
Pcmlllhaa Umum/ hrntllhan
Umum Kcprle D&rah, rcrte
Pernantaunh Situad Polttik di
Dal:reh

lE00 Omnf 360.000,000
LombrSr pornrdntrh, Portii
Polltlk. Pclqirr dan
Maryrnlut

PasuGuta! xabual!
Tolnlr draPon.rt Dr!

.ruElr! tut lbd.t.tr Protrrb K.rJ.
dt Btd.ls P.adrftrrn OsD.r, 2 Sub Kcglatan t.860,o00.000 P.nrlaunn K.t{r.Lrrr

TstDla daa PaB.lt.Drtr 2 Sub Kagtrtrn 8,860.0@.000

Paraf Koordinasi . 
Bakes 1t

Ke B

E*baS Hukum

No

Awal RIEPD Hedl Kobutuhrn

Targct
Crprlrn

Pagu
Indlhetlf

I&gtetea/ Lokart Indlkator KlncrJe Cetatan

Prograrn/
Kcglrten/

8ub Kctlatan
Lokarl Indlkntor KlnerJe Targct

Crpalen
Pegu

IndtLatlf

FNOqN.AX FEf,If,qI(ATAX
FTN,ilI PTNT.il TOT,IfII(
DAU LEMTOA
FDTDIDTXAT T&LAIUI
PETDIDTTAT POLIfIII
DAII PITOEUIAIIGAil
TTIXA IDNltA IUDAYA
POLntr

Peruentare kndldlkarr Folltlk pnda
Krdor Farlrl Polltik 10fin lo.117.8to.ooo

PROOn [ttt{IxcraTAr
FENAI{ PAN,TAI l(,Lrrff
DAI{ LEIAASA
FETDDnIAT T,ELAI,UI
FEI{DD'ITAII ?OI.MNI
DAf, 

'ETIOIEAtrOAI{ETTNATDNTA IUDAYA
TOLITtr(

Peroentrs! Pcndtllkad Pulldk prdo
Krdrr Futal Polltik 100.$ ro.1f,7,rto.(l00

lndllrtor t.hl
nrnyrruttrn tntrutrl
lLilnrl Ddrm lhgcrl
trolror a lahur tO26

Fnoq^r
PITEI,DAI AIU D/tll
Plf,oAgAt/rx
ORCf,TNrlI
Itllllr,9ltar^?lf

P.rmatr. orfrd..rl
Eamoy:trtrtu yrr4 d(dt 7l r/a 8.8tO,mo.ooo

PR,OqA[
PEEERDATAAX DAIT
PEIfOAgAiAf,
OBOAIITTA'I
RDI|A'tAn,AI(A"^T

Puurtr.. orlralrd
f,.tusyar.L.tra yeltr eldl 7t% t,8to.om.ooo

hdlktt r t.Lt
Eitryt.urltrl Intrulrl
U.nt rt Drhn llcgoel
I{oraor 2 fthutr SOZS
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Hedl Anrllrle KebutuhanRancrngen Awal RKPD
Progrnm/
Ibgtrtral Lokeri Indikntor KlnarJaPrfu

Indlkatlf
Targat

Crpnlln
Targct

Cepalan
Pagu

Indlketlf CetetanLokaciKcElsten/
8ub

Ho

) I4

Frrubrrdryren dm
lrn|rreru orgralud

lvrlurll dfir lhdt rl EoEjhtr
Ortall, ?arirrra.n Oral' daaLdlrll t aStltr otIrr'

Parff,waa.n onora d.n ofrr.. Atl[t
P6njfuDuns.n
di Jumlah Dub kQsiatrn
Forumuren lteb{a}an
teknir dan Pumantepaa
Polak:anaan Bldrng
Pcmheidoyaan dm
Pcnguwaran Orgionirori

Kotr
Bckaoi,
Semua
KcL*rrnrttn,
Errnua
Kelurnhan

Jurnlah Dokuunca Pmgram Kcrja di
Jurnlrh rub k{latan P?runurcn
Kobiirkan Trknir dan Pomantapan
Pelekrrnun Bldang
Pembcrdry'rrn drn Pengtvaran
Orpnlrarl l(lmnryarokaton lung
Dlrurun

5.750,000,000 5 DolrurnrnB Doh'lrmn 5.?50.000.000
Organl^oarl
KemarJ,rrakrtrn / Lemlr"*i
Swrdryr llaryrnkat

Jurnlah Dokurntn ProBram Korja dl
Jumhh rub kogirtrn Parurnuran
Kebliakrn Tckn[ den PGmarrtap&n

Pehlsanaan BIdrnE Pembcdqvran
dnn F*ngawaran OrBolliroel
Kcmasllrraltotan l'ang Dliuaun

Kota
Bckarl,
Esm\u
Knsxnrtrtl
Brrnua
Kslurahnn

kylalan
ttebUskan

ulunilrtr rub
P0rumrurn
Tcknlr dan Pamrntsp&n
Pclakrenaan Eldrng
Pemhcrdn5,ern den
Pengewnaen orgordsasl

ltut
Bckml,
Snmua
Xcc.amrtan,
Somun
Kclunhan

Jrunhh Otang lrmg ilangllrutl
Pihltrnnmn lkbljalnn dl Jurnhh
nll, kogLtan Porumusan
Kebilakan Trknir dan Pcmrntaprn
Pelakranaan Bldsng
Pembardayaen den Prngrwaaen
Organlcurl Kcrarey'erakal.en

100.000,000 l0O Oranf100 or.ru 100.000,000
Organhrrl
X*mar,varaketEn/ Lembagr
Srmdrya Maryankrt

Jumlah Onng Yrn5, l'longlkutl
Fslskrahrd'l KcbUrks$ dt Btdnng
Pondel\rrur o flnil, Ptmbudryaqn
Ormas, Evalusct drn Mcdlarl Scngkctr
Onnar, PcnErrwlrrrl Orrnar dEn
Ormrl Aalng di De*ah

Kota
Bckarl,
E?mur
Kacamalan,
$!mua
Ksluralran

Falakrsnarn Kob{lakan dl
Bldang Pcndrftrttn ormNtr
Pamberdrg'**n Ormar,
Evaluccl dan Mcdi,ml
BcnEkata ofirtal,
Pengewelen Otmag den
Orrriss Allng di Dr*rah

g?7,tro.900
FROONAU FIIIbII{AA}I
I'Af, PII{OEMAfrOAf,
r(ttan^trAll llmilolr,
;O[IAI, DAff EUDAYA

Lrtrtrr*rn rLolonrl, rorlrl,

tGilirfir

budryr dra hdltfrrl prnorgrhrt
prnyrhbjrraern nrrlctltr,
tutlltul trlukuarn unrd l,oo % $??.tto.90q1OO e/o

trndlkrtor tclrt
nruyrrurllru l[trulot
U*trt rl Drlrn ltrfrrl
troilor l Trhua IO2E

Prrrrlt r. Lcwrlfit dl btdrDl
hrtrim.s .toirrnrlt rorlrl' tudryr

pnoonillPaxBuAAlt
DAJ TEilOEIIIAIIOAII
nETAHAIAf, rl(Ollol['
iOIIAT,, DAII gODAYA

ftlnlr drn Drrnrntrgu
Ddrlmurrl lldrsg
fotrLrnm lloaonl,

3?7,lto.eoo t tlrt lBr$rtral tut lk{rtu ETt,tro.roo
rturlrb rnL Lrdltrn Drrurgnnn
llrblJrtra Trtdr dre P.ErotrDra
Pdrktrn.ra lldrnf ltrte[rnen
Eloaoal, Sortd drn ludrge

lrrrtmutm
?rlnl' drn Prnr[trlra
ldrL.rnm'nBldr*
lbtrho$t lloaamlr

Bcregnrm dar: P*ngha1'nt

Bldan1 l(eielrlnrn
Ekunornl, $orlal, Budqyr
dan FarllltsEt PenceBnhfit
Penyalogunnnn Norkotlkn,
l'asllito*i Kerukunffr Urmt

Elmur
Kab/ltuta.
Bcmur
Kecdrnaton
EEmua
Kolurahen

377.t'20,900

Pclukxnnaun Bttinng

Bcmgcma clnn

Itutahanan &kunoml, Bodrl.
Budrya dan Parlllterl Ptnuegnhan
PerXrulngunmn Narkotiks,
FarUi(egl Korukunua Umor

400 oran8400 OronB 377.fi20.900
Pe(ar, Tokoh Agama, Tokoh
Itlarluekat dan Etalrehold*r
tirkolt

Jumhh Ornng Y:rng Mong{huU
Potnhsanmn l(Gbtirkan dl Bldeng
ItdtahEilrn Ekonomi, $orlal. Budela
dan Fmllttocl Pcnuogahan
PenlTrlogunoan Narkottko, Friilltorl
Kerukuaan Urnot Bcro8[ma dan
Pcnghnyct Keporcayaen dl Dacrah

grmm
KrblKotA,
Eomur
Kocolnflton,
Ecmua
Kotwuhnndau PcnElralutBcragann

dt

Btdrnl Xst hanur
Ekonr:ml, So:lat' Budava
dan Farrllltacl Psnr:cBahan

Pcnlalolunoan Narkotiko.
Farilitarl Kcrukunon umot

1.6t7.200,o00 l.fr.$tfi. tonltk rorlrl ynry
dlrrbrrlhu100 dr'b 1$0 st 3,6t?"roo.ooo

ladll3rtor ttlrl[!sAllADJlAil
xirlorAe Dml
PDXUCNATAX IRIALITAT
DAUm!&nAfl
$3f,Atl0Nrrr Kotr ltr

vt

lrtalr dru

{ra Prnrqlrnrn Xoatlllr
Sorhl

l.llrrt pr!
Krmrpedlrn f,[lonrl

.Inmr.h rub ttdrtrh r.nrelr.rl
l(rb(jrlua tpfu1fu drr
Pdrhrnlln PrBrltrp]r
I(rrrrprdmn f, mlonrl drn
trnrnlrnu l(on{lll lortrl

t lut lcltlrt.nS lsb N.alrtrn t,6t?.too.ooo
Junlrh rub bdrtrn hrusrtrrn
t(rtllrlra Tr5nlr t s PrLlrrlrra
iroiaturn lcrruDrdua lr.lo!'l
drn Pcnrnlrnrn llodltt lorld

l.htdr drn
FrmutrPrn
K.m.!rdr.[,Iuloa.l
{u Pr-aratrnra *oafilt

ss0.000.o00

dl

D
lknflik dl

Bidtns Dini
Kerjq Sama ln&Ujrn,
Feurnntoum Ormg Aring,
TenaEA I&rJa Asing dtrn
tcmbegr Astng.
Ken erpedaan Perbaturan
anter Nagnra, Farillta8t
Iftlcmbagaatr BldanS
Kcrrllpgrlran, tcrti

Kofil
Bckosi,
8emu.s
l(ecrmrten,
Scmua
Kclufahan

.tumleh orang lang lr.IendkutJ
pelakanaan Kcbifa*an dt tsidang
Kernaspadaon DirI], Kcrj0 8trmn
IntrliJcn, Pcmantouan Orong
,tsing, fenaga KerJa Adng dan
Lembagn Aeirq, Xerraspadaxn
Pirbatr.san entnr NigEta, Filllitaii
Kclcmbrghan Bldmlg
Kowarpadran, tarte Prngng5narr
Xonflik di Drorrh

70 Orurg70 Ora$g 250.000,000 Pngu mangelnml pcn.1'csualen

Jumlah orans.vnng Mcnglkutl
oelskaanran Ktbtj.krn dl BidanE
kewaapadaon Dint, Krde Sotm
IntetiCn, Pcrnantruan Omrlg Aring'
tcnqia f.c0a Aeing deu Lcmbagn
Allnc. Kl*Erradtan P?rbataaaD antar
wcg;a, Fas[itmi Kclcmbageen Bldang
KrwarpadaaD, ieria hlrrntr.nan
Konfllk dl Dacrah

Kota
Bekori,
Scmua
Kccamft4$,
Scmua
Kchrr.han

Paraf Koordinasi .A
Kepala Bakesbangpol t,
Kepala Bappelitbangda 4
Kabag Hukum

46

RENJA BADAN KESBANGPOL 2026 
|

Indlketor KlnerJn

j
1 -TiEmtimrEldrnr

lrtBb.rdrY.u dr[
!.rtfirllr[ ot3ulr..l
t(ruavrsalrtl!

-Euf'tBunan Pmgrrrr Ift rJa

dl JumLrh rub k giatan
Porumurarr KebUatan
Tcknb drn Pumant&Pnn
Pelakmnran Bldan$
PcmbcrdoYaan don
P*ngoworaa oryqnttoll
ItcmaivEro.kotan

dumtrb ruD liluto! ranrauil$
ttrblJrtra Trlah dea
lrrnrltrirl D.telornrm EldrnS
l(rtrfrnrl lbonoml, lortel drr
BudrYl

FROMAU P!trITOKATAII
THTAiFADAAil
rAuotAl. nfi(
tfrHoratAx lruAlrr^t
DAT 

'iIPJTATTpEH^lrofirtAr0 t(oxrlnt
6dat l,

rnmyrrurltrf, liltrutrrl
lfitrtrrl Drl,rIr t{rffil
Uornor t trhlru il0rg

rorlrl yrsfPfirratill lrautllt
dlrrhillhs

t.Gt7,too.oo0

-EGmnariti KobUakm di 
]Bidang Kowaspadarn Dfuili,

Keria Srfna Intellitn,
Perinntauan orung Aelng,
Tcnnga l&$4.{ring dan
Lembaga Aring
Kswuspudran Perbataran
6utar Ncgara, Ferlutarl
ldrlcmbagaan BldBng
KcwArDadaan' rerta
Pcnangnflan Konlltk di
Daerah



4 6 10 tt J2

Konflih rli

Etldurti dan Pclnporan dl
Bldanj Kcwupadren Dtnl,
XcrJa 9rma lrrtclJcn,
Pcmentauan Orang AdDg;
Tonega KcrJa.{rlng dan
Lcmbagr Artng.
Ifuc,arpndran Ptrbrtrran
rntff Nelrn, Fr,llltarl
Iklembngnan Bldang
Kcwrrpudlan, rerta

Btmr:r
Kab/Kora,
Bomue
Kac.trl!|n,
Ermul
lftluntran

Jumleh Lepomn Hrsll Monitorrng,
Evaluerl dan P?laporefi dl Bdang
Klwup.daan Dtnl, lG{a 9erna
lntcUJan, Pemantauan Orang Arlng,
Tcnrglr lb{a Arlng drn lamb"ga
Aring, Ke*a.*padrtn Perbitatan Antrr
Ncpre, FerlUurt lGlembegrrn Bldrng
Kewarpadoan, rerlo Finqnganan
Konflik dl Doerah

12 Laporan 53+,480.000

Polakrqfl aan Monltoring,
E\'duxll dan Pchpoma di
Bldang lfuwmpudsan Dl$i,
KerJa Serna lntel{iau,
FcnlAntruil Orang Arlug,
Tenagn IG{a Aring dan
Lombrja Aring
KcsT rprdaan Plrbatalrn
rntrr Neilrl, Farllttrel
Kolombugoon Bldmg
Ifu('lrpadoon, .6rta
Pononganm rcmrll( dl
Drtmh

Egmua
I{rb/Kota,
Bomua
Kocrmatan,
Semua
Kolunhen

Jumleh Laporan Hrsil Monitorlng,
Evrluarl dan Polaporan dl Bldang
Kc*.arpodean Dlnl, XcrJa Saura
lntrujan. P!$lentauan Omnt
Artng, Tene3a KcrJa Adng dan
Lcmbrya Aalng Ka*urpadean
Perbatrran rnter Negnil, Farllitarl
Iklembagran Bldang
Kcurorpadoan, ict'ta PinanEonan
I(onfllk dl Daeroh

12 l,aporan s37.200.000

Forum Bcntukrn Pomerlntah,
St k hold.r t!rr..it, dan
Irlil}lrrr^kit

Prfu mcngrhml p€nlr.uehn

Polekeenran Forum
Koordfumrl Ptmpinen
Daerah l0bupaten/Kota

Eamua
Kab/Kor&,
Eimur
Kecrmitan,
6emur
Kolur&hrn

Jumtrh Dokurnen Hn6ll Pchkrrnrrn
Forum Koordlnaol Plmpt:ren Daerah
I(ebupatcn/Kota

12 Dokumen l.7S2,720,000
Pclakrrnaen Forutn
Koordlnaci Ptmplnan
Daenh lhbupaten/Kota

Scmua
ttub/Kotr.
Stmua
Kccamatrn,
9emuq
Kelufahan

.turahh Dokumen Harll
Pelakranaan Fonrm Koordlnasi
Plnplrun Daerrh Kabrrpetcn/ Xota

12 Dokumen 1.850.o00,o00

Ponrm Bchhrk n Pom$lntrh.
Etakcholder tirkdt, d.n
Maryrraltet

Pe{u ncngf,Lnt pcoyc3urrrn

Totrl 3r+,2tt.144.tOO Totd t2.30t.tor,lt7
($umber : Rencana Strategis Bakesbangpal Tahun 2O25-2O2gt
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2.s Penelaahan usulan progran dan Kegiatan
Dalam melakukan perumusan rencana program/kegiatan, Badan

Kesbangpol selalu melibatkan stakelwlder di dalam meranmuskan perencanaan.
Dari stakelwlder tersebut akan terkumpul masukan dan aspirasi terkait
perencanaan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan politik. Dalam
menjaring aspirasi tersebut, Badan Kesbangpol memulai dari tahapan
Musrenbrttg tingkat Kecamatan, kemudian melalui F'oILm SKPD, dan diakhiri
dalam Fon m Musrenb"ng Tingkat Kota Bekasi.

Dari forrrm-fonrm penjaringan aspirasi/masukan tersebut, terdapat
usulan dari masyarakat terkait pelaksanaan program/kegiatan SKpD. Usulan
tersebut adalah :

Tabel 2. 6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2f}2G Kota Bekasi

SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Bekasi

{L
Paraf Koordinasi

Kepala Bakesbangpol I

Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum

{1) {2) {s) (4) {s)
1 Program Peningkatan Peran

Partai Politik dan Lembaga
Pendidikan Melalui
Pendidikan Pohtik dan
Pengembangan Etika Serta
Budaya Poiitik

Bekasi Persentase Pendidikan
hlitik pada Kader Partai
Folitik

Perumusan Kebljakan Telsris
dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situpsi Folitik

Kota Bekasi Jumlah sub kegiatan
Ferumusan Kebg-akan
Teloris dan Femantapan
Pelaksanaan Bidang
Fendidikan fuiitilq Etike
Budaya Politik, Perringkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelernbagaan
PEmerintahan, Ferwakil,an
dan Partai Potitilq
Femilihan
Umum/FemiLihan Umum
Kepala Daerah, seda
Pemastauan Situasi hlitik

Pen5rusunan Prqram Kerja
di Bidang P6lfidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Paaingkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Ferwakilan
dan Partai Politih Pemilihan
Umum/Pernilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Folitik
di Daerah

Kota Bekasi Jumlah Dokumen Prqgram
Kerja di Bidang Pendidikan
Polifik, Etika Budaya
Folitih Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan
Femerintahan, Ferurakilan
dan Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik
di Daerah yang Disusun

9.937.880.OOO Bantuer Ker:angan
kc Partai Poiitik yang
mendapatkaa kursi
di DPRD Kota Bekasi
Periode 20124-2029

2 Program Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasvarakataa

Kota Bekasi Fersentase Organisasi
Kemas5rarakatan yang aktif
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Pen5msunan Program Kerja
di Jumlah sub kegiatan
Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
Pelaksanaan Biclang
Pemberdayaan dan
Pengawasam Organisasi
Kemasyara"katan

Kota Bekasi Jumlah Dokumen Program
Kerja di Juurlah sub
kegiatan Perumusar:.
Kebijakan Te.Iaris dan
kmantapan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan
Fengawasan Organisasi
Kemasyarakatan yang
Disusun

5.750.ooo.ooo Sub kegiatan ini
dianggarkan untuk
memfasilitasi Hibah
kepada Organisasi
Kemasyarakai:an
{MLII, Frit B, FPK.
FI{]l[ dan
Organisasi lainnyai

Bidang Kewaspa.da€m Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan OrangAsing
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing,
Kerraspadaan perbatasan
antar Negara, Fasilitasi
Kclembagaan Bidang
Kewaspadean, serta
Penanganan Krrrlflik di
Daerah

Pelaksanaan
Evaluasi dan

Monitoring,
Pelaporan di

Kota Bekasi
Monitoring, Evaluasi dan
Felaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Inteliien, pemantauan

9r:.S A=inS, Terrage Kerja
|si.S dan I-embagi A*irrl,
Kewaspadaan Ferbatasan
arriar Negara, Fasilitasi
KeLemkgaan Bidang
Kevrraspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daemh

Jumlah Laporan Hasil 537.200.ooo
diaagerkan untuk
nenrfasilitasi Tinr
Kerr'aspadaan Dini
Daerah Kota Bekasi

Sub kegiatan ini

Koordinasi pimpinan Daerah
Kabupaten lKota

Pelaksarraan Foru-m Kota Bekasi
Pelaksanaan Forum
Kosdinasi pimpinan
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokuaren Ha-sil 1-8SO.OOO.OOO Sub kegiatan ina
dianxgarkan untuk
merrtrasilitasi Forum
Koordinasi pimpinan
Daerah

{FORKOPIMDA| Kota
BekaBi(Sumber: Usulan Pemanglw da:nDototmen Rencang Sfnzfegds bakesbangwt 2025-2029,Talwn
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dan Pemanta.pan
Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan don
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatarr

Perumusan

Felaksanaan Eidang
Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kerna*yarakatarr

Teknis dan
krumrrsan

Penanganan

dan
danf(ualitas

Pernantapan Keuraspadaan
Nasional dan Penanganan
Konflik Sosial

dan
Perumusan

Ferumusan
Teknis dan

Kebijakan
Pelaksanaan

Femantapan
Nasional dan

Kewaspadaan
Penanganan
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BAB III
TUJUAIT DAII SASARAIT BAI'AIT I(ESBAITGFOL KOTA BEI(ASI

3- 1 Telaahan Terhadap KebiJarran Irlasional
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional {RPJMN) Tahun

2425-2029 rnempakan renca.na pembangunan jangka menengah pertama dari
4 {empat} tahap RPJM yang ada dalam Rencana Pernbangunan Jasgka panjang
Nasional {RPJPI-0 Tahun 2025-2045. RPJMN Ke-1 tahun 2o2;-2o2g adalah
RPJMN ketiga Tahun 2a25-2o45, dengan arah/isu utama sebagaimana
ditetapkan dalam uu Nomor 59 Tahun 2a24 Tentang RpJpN 2025 -zo4s,yaitu:
"Memantapkan penataan kembali IfffRI, meningkatkan ktalitas SDM,
membangVn kemampuan IPTEK, memperlanat d.aga saing perekonomian,. Dalam
rangka pencapaian sas€rran pembangunan jangka menengah nasional tahun
2A25-2029 dimaksud, Pemerintah telah meftr,muskan Visi yaitu: oBersama

Indonesia Maiu, Menuiu Indonesia Emas 2O45'. Untuk mencapai Visi tersebut,
terdapat I (delapan) Misi yang diemban dikenal sebagai Delapal Asta Cita,
yaitu:

1. memperkokoh ideotogi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia
{HAM};

2- memzrntapkan sistem pertahanan keamanan negzrra dan mendorong
kemandirian bangsa rnelalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi
syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan
kerja yang berkualitas, mendorong keurirausahaan, mengembang!<an

industri kreatif, serta mengembang!<an agromaritim industri di sentra
produksi melalui peran aktif koperasi;

4. memperkuat pembangun€rn sumber daya manusia (SDM), sains,
teknologr, pendidikan, kesehatam, prestasi olahr&g&, kesetaraan gender,

serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial d.an

generasi Zl, dan penyandang disabilitas;

5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangftan industri berbasis sumber
daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalarn negeri;

6. membangun dari desa dan dari bawale untuk pertumbuhan ekonomi,
pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
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7 ' memperkuat reformasi politik, huklrm, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan

penyelundupan; dan

korupsi, narkoba, judi, dan

8' memperlmat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan linglmngan
alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk
mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Untuk melaksanakan 8 (delapan) misi pemerintah pusat di atas, lrrusa.n

pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik difokuskan kepada
memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
memperkuat reformasi politik, hukurn, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan kompsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
serta memperkuat penyelarasan kehidup€rn yang harmonis dengan lingkungan
alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antammat beragama untuk
mencapai masyarakat yang adil dan makrrrur.

Pada Tahun Anggaran 2026, kebijakan nasional difokuskan kepada
Ketahanan pangan, energi, dan anr; Peningkatan kualitas SDM dan
produktivitas ekonomi; Inklusivitas dan pemerataarr pembangunarr; Reformasi
birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik; dan pertahanan semesta. Mengacu
kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kota Bekasi melakukan penyelarasan
kebijakan pembangunan di Kota Bekasi yang dikaitkan dengan unsllr bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. I Kebiiaks" Nasional dan KebijaLan Daerah Kota Bekasi Tahun
2o.26

Tema Pembangunan Tahun ZOZG

lYasional Kota Bekasi
Inklusivitas dan pemerataan

Pertahan€Ln semesta

Peningkatan kemudahan investasi.

Penjelasan:
Badan Kesbangpol Kota Bekasi memiliki
sasaran RPJMD "meningkatnya
ketentraman dan ketertiban
masyarakat" demi mendukung
temrujudnya tujuan peninglatan
kemudahan investasi. Sasaran RPJMD
ini juga memiliki keterkaitan dengan
tema pembangunan nasional
finklusivitas pembangunan dan
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3'2 TuJuan dan Sasaran Badan t(ssf,rngpol Kota Betasi Tahun 29126
Berdasarkan penentrran tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa d.an

Politik Kota Bekasi yang terdapat di dalam Rencana Strategrs (Renstra) Badan
2025-2029, maka Ttrjuan dan sasaran Badan adalah sebagai berikut:

Tabel 3- 2 Tqiuan, Sasaran, Indikatsr, dan Target Bada3 Kesbangpol Kota
Betasi Tahun 2oi26

Sumber Berita Acara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Nomor :

000.7.6.r / 1676 / BADAN KEsBANGPoL.set tanggal ll Agustus 2025.

Berdasarkan tabel diatas, lbJuaa Rencana Strategis pada Badan
Kesafiran Bangsa dan Politik Kota Bekasi periode tahun 2025 - 2O2g adalah
*Meningkatnga Ketentraman dan Ketertiban Masgarakat' yang selaras dengan
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No ftrjuan Sasaraa
Indikator
ftrjuen/
Sasaran

Target
Kinerja
TuJuan/
Sasaran

Pada
Tahun
20/26

uan:
1 Meningfuatnya

ketentraman dan
ketertiban
masyarakat

Indeks
Harmoni

6,49

Sasaran:
1 Meningkatnya

kehidupan
bermasyarakat yang
berlandaskan
Pancasila, Demokrasi
dan HAM di Kota
Bekasi

Inklusi Sosial 7,65

2 Mening!<atnya
kewaspadaan dan
kesadaran
masyarakat dalam
mendukung
kehidupan harrnoni di
daerah

Persentase
konflik sosial
daerah yang
diselesaikan

100%

(r
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Sasaran RPJMD Kota Bekasi yang dengan indikator *Indeks Harmoni,,.
Penggunaa'n kinerja hrdeks Harmoni ini mengacu terhadap Surat Kementerian
Dalam Negeri, Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Urnum Nomor:
4OA'4'7 /e-LTOlPalpum tanggal 25 Februari 2A25 tentang Pengulnrran Indeks
Harmoni Indonesia (IHai) Tahun 2a25,yang dalam pengukurannya diukur dari
4 (empat) dirnensi, yaitu : Dimensi Ekonomi (Skor 3}yol, Dimensi Sosial (Skor
23o/o), Dimensi Budaya {Skor 22o/o} dan Dimensi Religius / Keberagaman (Skor
25%), dengan I {delapan) variabel dan 40 (empat puluh) indikator, yang
pelaksanaa.n pengr:kurannya melalui e-surwey Riset hrblik-

Sasaran he-1 dari Renstra Badan adalah *Meningkatnga kehidupan
berm-asgarakat gang berland.askan Pancasila, Demakrasi d.an HAM di Kota
Belcasi" dengan Indikator *Inktusi Sosial'. Indikator *Inklusi Sosfal, digunakan
untuk mengukur cipta kondisi keadilan sosial, mengurangl diskriminasi dan
membangun masyarakat yang harmonis dalam lingkungan Kota Bekasi.
Indikator "Inklusi Sosial" diutmr melalui 3 (tiga) dimensi, yaitu:

1- Akses daJr kesetaraan layanan publik. dimensi ini diukur dari nilai Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik di dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat dengan adil dan setara. Data untuk mengukur dimensi ini
diperoleh dari hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat melalui
Aplikasi SiSukma Pemerintah Kota Bekasi. ( httos: / ls
bekasikota.go.id ll

2- Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi dan Kehidupan Berorganisasi,
dimensi ini diulmr dari jumlah / proporsi partisipasi masy€rrakat dalam
forum musyawarah, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), politik dan
Pemilu yang tercatat I terlaporkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Bekasi.

3. Toleransi dan kehidupan Harnonis Antarwarga, dimensi ini didapatkan
dari hasil Indelcs Kota Toleran {IKI) Indonesia yang dirilis oleh SETARA

Institute

Setiap dimensi diukur melalui kombinasi data lmantitatif (Partisipasi Akses) dan
Data Kualitatif (Hasil Survei Presepsi). Setiap dimimensi dinormalisasi dalam
Skala 1 10, lalu dirata - ratakan untuk mendapatkan Nilai Indeks Inklusi
Sosial Tahunan. Adapun rumus€ur pengukuran I formulasi Indikator Inklusi
Sosial (IIS) sebagai berilmt :

Skor Akses * Skor Pwtisipasi +Skor Tal.eronsi=_
3
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Sasaran he-Z dari Renstra Badan adalah adalah *Meningkatnga

kewaspadaan dan kesad.aran m.a.sgarakat d.alam menduhtng kehidupan
harmoni di daerah' dengan indikator oPersento.se konftilc sosia I daerah gang
diselesaikan'. Rumus pengukur€rn dari indikator ini adalah:

_ Jtmtlah Konflik Sostal Daerahyang ditangani_ x l00 o/o

Indikator ini digunakan untuk mengukur kineq'a Badan dalam penanganan
konflik yang terjadi di wilayah Kota Bekasi

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
untuk mewujudkan tuiuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Renstra Badan Kesbangpol 2a25-2a2g, Badan Kesbangpol Kota Bekasi
melakukan penguatan Kesatuan Bangsa dan Wawasan Kebangsaan; penguatan
fungsi deteksi dini argff tidak menimbulkan konftik sosial daerah. Badan
Kesbangpol juga melakukan pendidikan politik ke seluruh lapisan masyarakat
di Kota Bekasi serta memberikan pembinaan kepada Organisasi
Kernasyarakatan Kota Bekasi. Untuk urenjaga ketentramap dan kenrlnrnan
dalam menekan angka kerawanan sosial di Kota Bekasi, Bad.an Kesbangpol
bekerja sarna dengan instansi terkait melakukan Sat deteksi dini, kewaspadaan
dini masyarakat dan pemantauan kondisfitas wilayah untuk menciptakan
lingkungan yang aman secara rutin.

Untuk mendukung upaya tersebut, Badan Kesbangpol Kota Bekasi
menyediakan program-program kerja, yaitu :

U Program Penuajang Unrsan Peueriatahan Daerah Habupaten/Kota.
Program ini berfrrngsi sebagai penopang keberhasilan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi, dengan
menitikberatkan pada penyediaan dukungan manajemen, peningkatan
kapasitas aparatur, penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan
sistem kerja kelembagaan.

Program ini memiliki perErn penting untuk menjamin kelancaran
pelaksanaan penguatan persatuan, demokrasi, politik, dan ketahanan
masyarakat di Kota Bekasi. Hasil (outcorne) dari program ini adalah
"Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang (Jrusan pemerintahan
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Daerah' dengan indikator kinerja opersentase

Penunj ang Urus an pe meintahan Daerah,
Kualitas Laganan

2l Program Penguatan ldeologi Pancasila dan Karakter Kebangsa4rr
Program ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa einta tanah air dan
memperkuat persatuan bangsa- Program ini mend.orong agar nilai-nilai
Pancasila benar-bena.r hidup datam sikap dan perilakr: masyarakat
sehari-hari- Ttrjuan akhirnya adalah membentuk warga negara yang
berkaral<ter, tolerarl, serta mampu menjaga keutuhag bangsa di tengah
berbagai tantangan zarnalt. Hasil (outcome) dari program ini adalah
" Meninglcatnga kesadaran masgarakat akan ideologi pancasila dan
Karalder Kebangsaan' dengan indikator kinerja "Cakupan penguatan
ideologi Pancasila dan karakter kebartgsaarf .

3l Program Peninskatan Peran Partai Politik dan Lembaga pendidikan
Melalui Pendldikan Politik dan Pengembangan Etik* Serta Budaya
Politik- Program ini bertujuan untuk memperkuat fungsi partai politik
dan meningkatkan pendidikan politik di tengah rnasyarakat.
Pengembangan etika serta budaya politik juga menjadi tujuan dari
Program ini. Hasil {outcome} dari program ini adal ah'meningkatnga etika
dan budaga politik'. Program ini diukur melalui indikator "persentase
pendidilcan patittk pada kader partai polttilt.

4! Program Pemberdayaanr flrt Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
Program ini bertujuan untuk memperkuat fungsi Organisasi
Kemasyarakatan dalam pemberdayEurr masyarakat. Hasil (outcome) dari
program ini adalatr "m.entngkatnga ketertiban organisasi
kemasgarakatan'. Program ini diukur melalui indikator "persentase
Organisa^si Kemasgarakatan gang aktif .

5l Program Pembinaan dan Pengembangar Ketahanan Ekonoml, Soslal,
dan Budaya. Program ini berrujuan untuk memberikan pembinaan dan
pengembangan kepada masyarakat terkait ketahanan ekonomi, sosial,

dan budaya. Hasil (outcome) dari program irri adalah " meningkatnga
ketahallan ekonomi, sosial dan budaga masgara.kat'. Program ini diukur
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melalui indikator "Perserrta^se kebiiakan di bid.ang tcetahallan ekonomi,
sosfal, budaya dan fasilitasi penregahan pengalahgunaan narkotika,
fasilitasi keruk.trlan umat beragam.a d.an penghagat kepercagaan di
da.erah Aang dilak^sanakanf .

6l Program Peningkatan Kesaspadaan trtasional dan peniagkatan
Kualitas dan Fasitrtasi Penanganar Konllik Sosial. program ini
b ertujuan untuk meningkatkan kewaspad.aan nasional s erta peningkatan
kualitas penanganan konllik di daerah. Hasil (outcome) dari program ini
adalah "m.eningkatnga penanganan konftik sosral gang diseles aik61n,.

Program ini diukur deng€rn menggunakan indikator "Persentase konJlik
sosial Aang diselesaikaf .

Selanjuhya, dari keenam program tersebut ditumnkan menjadi kegiatan
dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi
pada Tahun Anggaran 2o26, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belenja l"angsung Ilon Unrsan

af Program Penuqiang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
U Kegiatan Perencan,asn, Penganggaret, dan Evaluasi Kinerja

PerangEat Daerah

- Sub Kegiatan Penyrusunan Dokumen Pereaeanaen perangkat

Daerah

'/ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5O.OOO.OOO. Keluaran
yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan
serta ketenhran yang berlalm, Hasil yang didapat adalah jumlah
dolmmen perencatlaan perang!<at daerah-

- Sub Kegiatan Koordiaasi de.n Pen5rusunan Laporan Capaian
Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kiaerja SI(PD

'/ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.OOO.OOO. Keluaran
yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Tersedi arrya Laporan

capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenSrusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Hasil yang

didapat adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
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Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi pen5rusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKpD.

2l Kegiataa ftsinistrasi t(suangan pslsngkat Daerah
- Penyediaan GaJi dan Tunjangan ASlt
'/ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1 O.g71,7SS.000. Dengan

target indikator sebanyak 1316 Arceq/bulan, adapun keluaran
dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan Thnjangan ASN.

- Koordinasi dea PenSrusunea Leporaa l3ssangen Bqlanan/
Triwulanu| Semesteran SIIPD
r' Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.OOO.OOO. Keluaran

dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Triurulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi
Pen5rusunErn Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan I
Semesteran SKPD sebanyak 16 laporan. Hasil yang didapat adalah
meninghatnya sistem pelaporan keuangan sKpD.

3l Kegiatan Administrasi Kepegawairn perangkat Daerah
- PendidiLan dan Pelatihan Fotaal

'/ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2O.OOO.OOO. Keluaran
yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pendidikan
dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Ttrgas dan Fungsi sebanyak
1O Orang selama L2 bulan.

4l Kegiatan Administrasi umum perangkat Daerah

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
{ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 35O.OOO-OOO. Keluaran

yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Tersedianya Bahan tagistik
Kantor sebanyak 3 Paket. Hasil yang didapat adalah terpenuhinya
kebutuhan sarana dan prasarana kantor selama 12 bulan.
Kegiatan ini untuk mendulmng operasional Badan Kesbangpol

Kota Bekasi.

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1
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r' Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 60.000.000. Keluaran
yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Tersedianya Barang
Cetakan dan Penggandaan sebanyak t2 Paket. Hasil yang didapat
adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan pras€rr€rna kantor
selama 12 bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional
Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penrndzng-Undangan
'/ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5O.OOO.OOO. Keluaran

yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Tersedianya Bahan Bacaan
dan Peraturan Pemndang -undangan dengan target indikator
sebanyak 12 Dokumen. Hasil yang didapat adalah terpenuhinya
kebutuhan sarana dan prasarana kantor selama 12 bulan.
Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol
Kota Bekasi.

- Fasilitasi Kunjungan Tamu
{ Sub Kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 75.OOO.OOO. Keluaran

yang diperoleh dari kegiatan ini adatah Terlaksananya Fasilitasi
Kunjungan Tamu dengan target indikator sebanyak 12 Laporan.
Hasil yang didapat adalah meningkatnya fiasilitasi terhadap
kunjungan Tamu di Perangkat Daerah selama 12 bulan. Kegiatan
ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

- Penyelensgereer Repat Koordiaasi dall Konsultasi SKpD

'/ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25O.OOO.O0O. Keluaran
yang diperoleh dari kegiatan ini adalah TerlaksElnanya

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak
12 lapora.n. Hasil yang didapat adalah terpenuhinya kebutuhan
sErrana dan prasarana kantor selama L2 Bulan. Kegiatan ini untuk
mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

- Penatausahaan Arsip Dinanis pada SIIPD

'/ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000 dengan

keluaran dari kegiatan ini adalatr Terlaksanarrya Penatausahaan
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Arsip Dinamis pada SKPD sebanyak L2 Dokumen. Hasil yang
didapat adalah terfasilitasinya penatausahaan Arsip pada OpD
selama L2 Bulan. Kegiatan ini untuk mendulmrg operasional
Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

5l Kegiatan Pengadaan Barang MiUk
Pemedntah Daerah

Daerah Penuqiang Unrsan

- Pengadaan Peralatan dan Mesia l"ainnya
/ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1OO.OOO.00O dengan

Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Tersedianya
Peralatan dan Mesin Lainnya sejurnlah 7 Unit. Hasil yang didapat
adalatr optirnalisasi kinerja OPD. Kegiatan ini untuk mendukung
operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

5l Kegiatan Peseliharaa! Baraug Uilik Daerah penunjaag Urusan
Peneriatahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Peneliharaan dan pqiak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraanr Diaas Jabatan
/ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 35O.OOO.OOO. Keluaran

yang diperoleh dari kegiatan ini adatah Tersedianya Jasa
Perneliharaart, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebanyak 22
unit yang terdiri dari 9 unit roda empat dan 13 unit roda dua- Hasil
yang didapat adalah terpenuhinya kebuhrhan sarana dan
prasarana kendaran operasional dinas. Kegiatan ini untuk
mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

- Pemeliharant Peralatan dsn lf,esia Lainnya

'/ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.OOO.OOO. Keluaran
yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Terlaksananya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin L,ainnya sebanyak 25 Unit
untuk 12 Bulan- Hasil yang didapat adalah terpenuhinya
kebuhrhan s€rrzrna dan prasarana Peralatam dan Mesin OpD.

Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol

Kota Bekasi.
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- Pemeliharaan/RehabiHtasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Leinnya

'/ Sub Kegiatan ini dian sebesar Rp. 160.000.000. Keluaran
yang diperoleh dari kegiatan ini Terlaksananya
Pemelih er:aarr f Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
sebanyak I Unit untuk L2 Bulan. Hasil yang didapat adalah
terpenuhinya kebutuhan Gedung skretariat bersama organisasi
kemasyarakatan. Kegiatan ini untuk memfasilitasi Organisasi
Kemasyarakatan yang mend.apat pembinaan oleh Badan
Kesbanpol Kota Bekasi.

2. Belqrrja Langsung Unrsan

a| Program Penguatan ldeologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

U Kegiatan Pcnrmu^sen KebiJetrsn Teknis den pemantapan
Pelaksanaar Bidang ldeologi Paacasila darl llarakter Kebargsaan
- Pelaksanean KebiJalraa di Btdarrg Ideotogi lflawasan Kebangaaan,

Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tuuggal lka dan SeJarah Kebangsaan. Dengan indikator Sub
Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ideologi Wawasan Keb€urgsaan, Bela Negara, Karakter Bangso,
Pembauran Kebangs aart, Bineka TUnggal lka dan Sejarah
Kebangsaan. Target dari Sub Kegitan ini sebanyak ZOO Orang.

'/ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5O.OOO.OOO, Keluaran
dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adatah :

- Pembinaan Bela Negara di Kota Bekasi. Sasaran dari kegiatan ini
pelajar SMA/SMK sederajat se-Kota Bekasi. Model pembinaan

dengan melaksanakan pendidikan kesemaptaan di Rindam
Siliwangi.

- Pembinaan Pembentukan Karakter Kebangsaan. Sasaran dari
kegiatan ini pelajar SMAISMK seder4iat se-Kota Bekasi dengan

metode sosialisasi kepada Organisasi Kepemudaan, Organisasi

Kemasyarakatan/LSM.

- Pembinaan terhadap aktivitas kcpaskibrakaan dan
RrrnapaskibraLa. Dengan indikator Sub Kegiatan Laporan Hasil
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Pembinaan At<tivitas Kepaskibrakaan dan la.poran Hasil PembinaanPurnapaskibraka dan target dari Sub Kegitan ini yaitu 2 Dokumen.{ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 181.762.000 Keluarandan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan rnt adalah
Untuk mengembangkan karakter dan keterampilan anggota,seperti kepemimpinan, kerjasama tim, ketahanan fisik, danketeranrpilan hidup . Ini penting untuk membenfirk generasi yang
bertanggung jawab dan berkontribusi positif terhadap
masyarakat.

- Pembentukan karakter dan nilai-nilai luhur bangsa, seperti
keadilan, kesetara€ul., dan kebersamaan. Ini penting untuk
membentuk generasi yang bertanggung jawab dan berkontribusi
positif terhadap masyarakat.

- Pembentuken PasHbrake. Dengan indikator Sub Kegiatan Jumlah
Paskibraka dan target dari sub Kegitan ini yaihr 52 orang.
'/ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. l.1S3.73z.3oo Keluaran

dan hasil yang diperoreh dari sub kegiatan ini adalalr :

- Melakukan tahapan seleksi calon Pasukan pengibar Bendera
(PASKIBRAKA) Kota Bekasi.

- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor S 1 tahun 2022,
Paskibraka tidal< hanya disiapkan untuk menaikkan dan
menu nnkan Bendera pusaka pada peringatan HUT
Kemerdekaan R[, tetapi juga menjadi suatu program
pengkaderan calon pemimpin bangsa yang berkarakter
Pancasila.

Adapun hasil yang diharapkan dari berbagai kegiatan yang dianggarkan
adalah wawasan kebangsaan memainkan peran penting dalam
pernbentukan karakter dan keterampilan yang diperlukan untuk
membangun bangsa yang kuat, demokratis, dan berdaya saing.

bl Program psairgketan Peran Partai Politih dan Lembaga pendidikan

Melalui pendi{iknn politik dan pengembargan Etika serta Budaya
Politik

U Kegiatan Penrmusan Kebijatran Teknis dan Pemantapan
Pelaksaaaan Bidang Pendidikan PoHtiA, Etika Budaya politik,
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Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan pemerintahan,
Pelsakilaa dan Pertei Politik, Pemilihan Umum/pemilihaa Umum
Kepala Daerah, setta pemantaurn situasi politik
- Pen5rusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan politik, Etika

Budaya PoHtiLr Peningtatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahqn, Perwa!.flan dan Partei poHtik, pemilihan
Umum/Pernilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan
Situasi Pofitih di Daerah. Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah
Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, pemilihan
Umum/Pernitihan Umum Kepata Daeratr, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah yang Disusun dan Output dari Sub Kegitan ini yaitu
11 Dokumen.

'/ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 9.937.880.000 Keluaran
dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :

- Pelaksanaan fasilitasi partai politik yang mendapat bagtuan
keuangan yang mendapat lnrrsi di DPRD Kota Bekasi.

Adapun hasil yang didapat dari pelaksanaan sub kegiatan ini
adalah terfasilitasinya pemberian bantuan keuangan bag partai
politik di Kota Bekasi disesuaikan perolehan suara sah dari partai
politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kota Bekasi dan Lembaga Pemerintah (KPU dan
BAWASLU).

- Pelakseneea Koordinasi Iri Bidang Pendidilrqn Politit, Etika
Budaya Politik, Peningaatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Permakilaa daa Partai Politik, pemilihan

Umun/Peuilihan Uo.um Kepala Daerah, setta Pemanteuan
Situasi Politik di DeetEh- Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah
Orang yang Mengilmti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Pernrakilan dan Partai politik, pemilihan

UmumlPemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah dan Output dari Suh Kegitan ini yaitu 15OO Orang.

q/,.
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'/ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 319.604.000 Keluaran
dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :

- Pembinaan Manajemen Partai Politik. Adapun Hasil yang didapat
adalah tertib administrasi dalam pertanggungiawaban bantuan
keuangan dan hibah bagr Parpol dan Ormas di Kota Bekasi.
Sasaran dari kegiatan ini adalah Pengurus Partai Politik di Kota
Bekasi-

- Pembinaan pendidikan politik di Kota Bekasi. Kegiatan ini
direncanakan tersebar se-Kota Bekasi dengan pelaksanaan
pendidikan politik seczrra onthe spof di sekolah-sekolah. Sasaran
dari kegiatan ini adalah siswa sMA/sMK sederajat,

Adapun hasil yang didapat dari pelaksanaan sub kegiatan ini
adalah meningkatkan kesadaran politik masyarakat di Kota Bekasi,
termasuk pemah€rman tentang demokrasi, hak dan kewajiban
warga, serta pentingnya partisipasi dalam proses pengambilan
keputusan. Ini penting untuk membangun masyarakat yang aktif
dan bertanggung jawab dalam pembangunan daerah.

c| Program Pemberdayaan dan Pengawesan Organisasi Kemesyarakatan
tl Kegiatan Penrmusan Keb[iakan Teknis dan pemantapan

Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawaaaa Organisasi
KemasyaraLatan

- Pen5rusrrnan Program Kerja di Juntah sub kegiatan Penrmusan
Kebijalan Teknis dan Pemantapaa Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaaa dan Pengawaaan Organisasi Kemasyarakatan.
Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlalr Dokumen Program Keda di
Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi
Kemasyarakatan yang Disusun dan Output dari Sub Kegitan ini yaitu
5 Dokumen.

'/ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5-43 t -824-987- Keluaran

dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini berupa Jumlah
Organisasi Kemasyarakatan yang mendapat Bantuan Dana Hibah.

Adapun hasil yang didapat adalah terfasilitasinya hibah sebanyak

5 Ormas/LSM di Kota Bekasi.
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dl Program Pembinaaa daa Pengeubangan Ketahanaa Ekonoili, Sosial,
dan Budaya

U Kegiataa Penrmusan Kebiiekan Teknis da11 Pemantapan
Pelaksenaan Bidang Ketaharlan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Pelaksana4n Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekono6i, Sosial,

Budaya daa Fasilitasi Peucegahan Penyalaguaaan ltarkotika,
Fasilitasi Kenrkuaan Umat Beragama dan psnghayat Kepercayaan
di Daetah- Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang
Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di
Daerah dan output dari sub Kegitan ini yaitu 4oo orang.
'/ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 21g.B89.gOO Keluaran

dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :

- Pelaksanaan fasilitasi pencegahan narkoba sebanyak 2 kegiatan.
Kegiatan pertarna dengan melaksanakan peringatan Hari Anti
Narkotiha Internasional (HANI) bekerl'a sama dengan unsur
stakeholder terkait, dan pelaksnaan kedua dengan memberikan
Pembinaan Sosialisasi Bahaya Narkoba (P4GN) berdasarkan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2AA9 ini menetapkan bahwa
pembinaall dan sosialisasi bahaya narkoba merupakan bagian
penting dari upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan

narkotika dan mencapai hrjuan berbangsa dan berneg etra', hal
tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam
memerangi narkotika khusunya di Kota Bekasi. Adapun hasil
yang didapat adalah memberikan pematrarnErn dan edukasi
kepada masyarakat akan bahaya narkoba.

- Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kerukunan beragama

dengan tema sinergitas pemerintah daerah dengan tokoh agama

dan tokoh Masyarakat di setiap kecamatan dengan berpedoman

kepada peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 20,C,6 dan Menteri Dalam Negeri Republik
Ind.onesia Nomor 8 Tahun 2006 perihal dengan pembinaan

penyelenggaraan kerrrlmnan beragama di daerah. Adapun hasil
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yang didapat adalah membangun sinergitas antara pemerintah
daerah bersama dengan Tokoh ag€rma dan Tokoh Mas5rrakat
dalam menjaga kemkunan umat beragama di Kota Bekasi.

el Program Peningltatan Kevaspadaaa lttasional Dan peningkatan
Kuditas dan Fasilitasi pen"nganan Konflik Sosial
fl Kegiatan Penrmusan Kebijaklrn Teknis dan pelaksanaan

Pemautapan Kewaspadaan l[asional dan Penanganan Konflik Sosial
- Pelaksanaen Kebiiakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasema
Intelijea, Pemantauan Orang Asi-g, Tenoge Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasa! Antar llegara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Ke'saspadaan, serta Penanganan Konllik di
Daerah' Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang
Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kery'a

Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penasganag Konflik di
Daerah dan output dari sub Kegitan ini yaitu zo orang.
'/ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25O.2A0.OOO Keluaran

dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :

SosiaJisasi pengau/as€rn Orang Asing. Keluaran dan hasil yang
diperoleh dari sub kegiatan ini adalah tertibnya administrasi
orang asing di Kota Bekasi-

- Pelatihan dasar Intelejen Kasie Trantib Kecamatan dan
Kelurahan. Keluartln dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan
ini adalah terlaksarlanya pemantauan Kantrantibmas secara

nrtin di Kota Bekasi.

- Pembinaan anggota FKDM tingkat Kecamatan. Kegiatan ini
memiliki kelompok sasaran yang berasal dari Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Kota dan
Kecamatan. FKDM mempakan lembaga yang dibentuk
berdasarkan amanah Permendagri Nomor 46 Tahun 2}lg.
Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah
penguatan kelembagaan FKDM sebagai lembaga yang di bentuk
pemerintatr yang mempunyai tugas utama yaitu menjaga
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kondusifitas keamanan dan ketertiban melalui menjaring,
menamPun8, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan
informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman,
Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) dalam bentuk
tindakan yang terjadi di masyarakat sehingga dapat
menimbulkan situasi yang tidak kondusif.

- Pelaksaraan Monitoriag, tvaluasi dan Pelaporar di Bidang
Kewaspadaan lfrEi, Kerjasama InteHjen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Aslng dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan

Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaar Bidarg Kevaspadaan, setta
Penanganan l(61frik di Daetah. Dengan indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan

antar Negara, Fasilitasi Kelembaga€rn Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah dan Output dari Sub Kegitan ini yaitu
12 Laporan.

'/ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 537.2OO.OOO Keluaran
dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :

- Jumlrh Laporan Hasil Kewaspadaan Dini Daerah, Adapun hasil
yang didapat yaitu fasilitasi penyelenggaraan Tim kewaspadaan

dini daerah selama 12 Bulan di Kota Bekasi. Fokus kegiatan ini
adalah melakukan deteksi dini dalam upaya membantu
mengidentifikasi dan mengurangl risiko konflik, mengurangi
dampak konflik, dan memfasilitasi pemulihan pasca-konflik.

- Pelaksanaatr Forrm Koordinasi pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota. Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlatr Dokurnen
Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota dan Output dari Sub Kegitan ini yaitu 12 Dokumen.

'/ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.620.856.000 Keluaran

dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah fasilitasi
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah KabupatenfKota selama 12

Bulan. Sebagaimzul.a yang diamanahkan Peratrrran Pemerintahan

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum
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Koordinasi Pimpinan di Daerah, maka dengan mengacu ketentuan
tersebut Badan Kesbangpol memfasilitasi melalui sub kegiatan ini.

Semua program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan oleh
Badan Kesbanglrol Kota Bekasi telah diselaraskan dengan Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Kesesuaian irri sangat penting karena memastikan
bahwa setiap upaya yang dilakukan tidak hanya mendukung visi dan misi
pembanguna-n' daerah, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian hrjuan
pembangunan yang lebih luas. Dengan kata lain, setiap langkah yang diambil
oleh Badan Kesbangpot harr.s terintegrasi dengan rencana strategrs yang lebih
besar, sehingga menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota
Bekasi- Setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dianggarkan seca.ra
terperinci- Proses penganggaran yang cermat ini berfujuan untuk menjamin
bahwa sumber daya yang tersedia dialokasikan dengan efisien dan efektif.
Anggaran yang disusun mencenninkan prioritas dan kebutuhan yang
diperlukan unhrk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian,
pengelolaan anggaran yang baik akan mendukurg pelaksanaan program dan
kegiatan yang direncanakan, serta rnefirastikan bahwa setiap rupiah yang
diinvestasikan memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat.

Keterkaitan antara dukungan program, kegiatan, dan sub kegiatan sangat
penting dalam mencapai sasaran target kinerja Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah. Setiap elemen dalam stmktrrr ini saling mendulorng dan
berkontribusi untuk mewujudkan tujuan Badan Kesbangpol, yang mencakup
peningkatan akuntabilitas pelayanan publik dan pemeliharaan persatuan serta
kesatuan masyarakat di Kota Bekasi. Peningkatan almntabilitas pelayanan
publik berarti Badan Kesbangpol berkomitmen untuk memberikan layanan
yang transparan, responsif, dan berlmalitas kepada masyarakat. Hal ini
mencakup pengembangan sistem pelaporan yang baik, peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur, serta penyediaan layanan yang memenuhi harapan
rnasyarakat. Sementara itu, merawat persatuan dan kesatuan masyarakat
merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, di
marra setiap individu merasa dihargai dan msrniliki peran dalam pembangunan.

Ini dapat dicapai melalui program-program yang mendorong dialog antar
kelompok, penguatan nilai-nilai kebangsaan, serta peningkatan partisipasi
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demiki€Ln, melalui
pelaksanaan yang terintegrasi, Badan Kesbangpol Kota Bekasi dapat
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menialankan fungsinya secara efektif. Hat ini tidak harrya akan meningkatkan
kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di masyarakat,
sehingga menciptakan Kota Bekasi yang lebih baik dan berdaya saing.
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Tabel 3. 3 Rumuean Rgacens Progran da'r Kegtatan Baden Korbeagpol Kota Bctarl Tahun 2o26 dan pcrklraen Mqlu Tahun
20.27

Renceaa Tnhun 2026 I ilf 20.27
Kode Ururan/Bldang Ururan/

Protmm/Kogteten/Bub
Kcglatan

Indlkator
Outoome/Output

Satuan LoLaet
Targct

Crpalan
Klnoda

Kebutuhnn
Dana/ Pagu

Indlketlf lRpl

Bumber
Dann

Tnrgct
Cepaian

Kcbutuhan
Ilana/ Pagu

Sumbor
Xlena

llt t2l t3t t4l t5t t6t l?l l8t tel (101 llil8.Ol
Unum
Unrur Pcmcrlntahnn

Unmn Kcmtuen

8.O1,O1.2.O1 olunlah Dohumon
PGrolrcenenn,
Fcngnnggarrn, dnn
Evnlunrl KlncrJr
Prrengket Daarah lsrunl
IggPK

Dokumen 2lloLumen 76.OOO.OOO

Dohumon

8.01,01,2,0I.0001 Dokumen
Perangkat

Penyusunan
Perencanaan
Daerah

Jumlah
Perencanaan
Daerah

Dokumen
Perangkat

Dokumen Badan
Kesbangpol

L Dokumen 50,000.000 PAD 1

Dokumen
51.00CI,000

8.01,01.2.01.0006 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi KinerJa
SKPD

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan lkhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyueunan
Laporan Capaian Kinerja
dan lkhtisar Realisaei

SKPI)

Laporan Badan
Kesbangpol

I Laporan ?5,000.000 PAD I Laporan 25.500,000

8.O1,O1.2,Otr Kcurngen
DarrehPeranglat

Bndrn
I(erbangpol

2 Lrporrn lo.986,7EE.OOO PAD/ DAU
Laporan

11,.*9E.118.880

8,01.01.2,02,0001 danPcnyediaan Gaji
TUnjangan ASN

Jumlah Orang
Menerima GBji
TlrAianean ASN

yang
dan

Orang /
Bulan

Badan
Kesbangpol

1,316 Orang
/ Bulan

10.971.755.000 PAD/DAU 1,316
Orang /
Bulan

11.483. I 18.880

8.01.01.2,02.0007 Koordinasi
Penyusunan
Keuangan

dan
Laporan

Bulanan/

Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran

Laporan Badan
Kesbangpol

16 Laporan 15.000.000 PAD l6
Laporan

15,000.000
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8"O1.O1 Progrnm
Uruaen Pcmorlntahan
Dnerah lfuhupnton/ Kota

Parrentnrs
lnyannn
uruaafi

ponuqlnng
pam*rlntah

Bnden
Karhnngpol

ro0% 11.601.?SS.OO$ PAD/
DAU/6II,PA

I^O$?p l8.dl78.OlE.EBO

Prngnnggeren,
Evnluml
Pomnghet Drarnh

dan
KlntrJn

Bsdrn
Ilortangpol 76.500,o00

Leporan
Admlnlrtrarl l(ouaagan
Prrnrglrt Darrah rwual
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IIodc Ururen/Bldeug Ururen/
Program/Ikglatan/Sub

Ilcglrten

IndlLetor
Outoomo/Output

Batuan Lokrel Rencana 7 I
Target

Cepelan
Klneda

Kobutuhan
Daaa/ Pagu

Indllretif lRpl

Sunbor
Dana

Targct
Capalan

I(cbutuhrn
Ilana/ Pagu

Eumbcr
Xlena

Triwulanan/ Semesteran
SKPD

SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/

SKPI)

Pcmngkrt
Pcnn5krt

dhurun

Baden
Iturbangpol

I Lrporan 20.ooo,ooo BILPA 3
Leporen

220.400,ooo

8.0 1.01 .2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan
T\rgas dan Fungsi

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
F'ungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

Orang Badan
Kesbangpol

l0 Orang 20.000.000 SILPA 5 Orang 20.400.000

Pcranjkrt Drcnh Admlnlrtm:l Umum
Pcrenglet Dooreh

Laporan Badan
I(crbrngpot

6 Lrpornn Egs.ooo.ooo PADI
EILPA Lrporan

892.500.ooo

8.01.01 .2.06.0004 Pcnyediaan Bahan
I(antor

Jumlah Pakct
Logistik Kantor
Disediakan

Bahan
yang

Paket Badan
Kesbangpol

3 Paket 350,000,000 SILPA 4 Paket 357,000.000

8,01 .01.2,06.0005 Barang
Cetakan dan Penggandasn

Jumlah Paket
Cetakan
Penggandaan
Dieediakan

Berang
dan

yang

Paket Badan
Kesbangpol

12 Paket 60,000.000 SILPA 12 Paket 75,500,000

8.01 1,2 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturaa Perundang-
undangan

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
yang Disediakan

Dokumen Badan
Kesbangpol

12 Dokumen 50.000.000 SILPA t2
Dokumen

51.000.000

8,01.01.2,06.0008 Fasilitasi Kur{ungan Tamu Laporan Faeilits.si Laporan 12 Laporan 75.000.000 SILPA l2
Laporan

102,000.000

8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Laporan
Rapat

dan
Penyelenggaraan
Koordinasi
Konsultasi SKPD

Laporan Badan
Kesbangpol

12 Laporan 250,000.000 SILPA l2
Laporan

255,000.000

8,01.01.2,06.0010 Penatausahaan
Dinamis pada SKPD

Arsip Jumlah Dokumen
Penatausahaaa Arsip
Dinamis pada SKPD

Dokumen Badan
Kesbangpol

12 Dokumen 50.000,000 PAD l2
Dokumen

51.000.000

Paraf Koordinasi A

Kqpala JI
Ke t a

HukumKa

1026
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20a7 1
Kodo Ururan/Bldrng Ururnn/

Program/Kcgletan/Bub
Kcgleten

IndiLetor
Outoomc/Output

Eetueu Lokaoi
Target

Capalen
Klncrja

Kebutuhnn
Ilana/ Pagu

Sunber
Dana

Target
Capalan

I(ebutuhsn
Dana/ Pagu

Sumhcr
Itaaa

8.O1.O1.2.07 Pcngadaan Banng fflllk
Daorah Pcnuqfang Urunn
Pcnerlntah Dacrah

Junlah Laporan
Pcngedann Pongadaen
Brrang lfiltt Drerah
-ylqg dlrcdlelrn

Iaporaa Badan
I(erbenglol

1 Laporan 100.ooo.ooo DAU I
Leporan

102.OOO.OOO

8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya dan Meein l,ainnya yang

Disediakan

Jumlah Unit Unit Badan
Kesbangpol

7 Unit r 00.000.000 DAU 7 Unit r 02,000.000

8.Ot.O1.2,Og Pcmollhrrann Bereng
Mtltk Deereh Ponu4feng
Ururau Pcmcrlntehaa
Deoreh

Prmcllhnrern
UtUt Drenh

Brnng
yrtrg

Lnponn Badan
Ilcrtengpol

I Lrporan 686.OOO.OOO DAU/8ILPA s
Lrpomn

6E8.EOO.OOO

8.01.01.2,09.0001 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pqjaknya

Unit Badan
Kesbangpol

22 Unit 350.000,000 SILPA 15 Unit 357.000,000

8.01,01.2,09.0006 Pemeliharaan Pcralatan
dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan
Mcsin Lainnya yang
Dipelihara

Unit Badan
Kesbangpol

25 Unit 75.000.000 SILPA 25 Unit 76.s00,000

8.01,0 1.2.09.0010 Pemeliharaan/ Rehabilitasi
$arana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/ Direhabilitaei

Unit Badan
Kesbangpol

I Unit 160,000.000 DAU 1 Unit 255.000.000

E.Ol,O2.2.O1 Pcrumuran lfub{frkrn
Tcknlr den Pemrntrpen
Pchlmngru Bldeng
Idcologl Prncadle dno
Ihrehtcr l(cbeng:ean

Jumlrh rub kcaletrn
Lch{frkan tcLnlr drn
Dcmratrprnpchtrannnn bldeng
Idcologl Pencrtlla drn
Kemkter l(cbengrern

Bub
Kcglnten

KotN
Eckul

O Eub
Itualrtan

I l,AEE.4gg,goo PAD/
EILPA

4,Eub
Kcalrten

1.089.169.16*

8.01,02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Ikrakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,

Jumlah Orang ysng
Mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan dt Bidang
Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Neg&ra,

Orang Kota Bekasi 200 Orang 50.000.000 PAD 230
Orang

52.590.000

Paraf Koordinasi
Bakes YI

lit
-tHukum

ilt

IDEOLOOI
DAI{

PAI{CASILA
KARAI(TSR

Crhupan ponguntrn
idool,ogl Prnoerllr dnn
krrektsr hrbaugm*a

Kata
Bekatl

IOO"/o 1.885.409,AOO PAn/
SIT,PA

too% 1.988.168.16.*
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Rcncana Tehun 2026 lro +120.27
Ibde Ururnn/Bldrng Urusnn/

Progren/ I(cglaten/ Sub
Ibglrten

IadlLetor
Outoomc/Output

Eetuen Loknct
Target

Cnpnlan
KlncrJa

Kebutuhan
Dana/ Pagu

IndtLatlf lRpl

Eurabar
Dena

Targct
Capelan
Klncda

Ilena/ Pagu
Sumbcr

Danr

Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan

Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bineks, Tunggal Ika dan

8,01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bineka TunggAl lka dan
Sejarah Kebangsaan

Orang yang
Mengikuti Koordinasi di
Bidang Ideologl Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggd Ika dan

Orang Kota Bekasi 100
Orang

525.900.000

8,01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap
aktivitas kepaskibrakaan
dan Purnapaskibraka

Laporan Hasil Pembinaan
Aktivitas Kepaekibrakaan
dan Laporan Hasil
Pembinaan
Prrrnapaskibraka

Dcrkumen Kota Bekasi 2 Dokumen 181.762.000 PAD I
Dokumen

191.177.272

8,01.02.2.01,0008 braka Jumlah Paskibraka Oranc Kota Bekasi 52 Orang 1,153.737,300 SITPA 60 Oranc 1.213.500,892

8,O1,O3.2.O1 Pcrumumn lfublfdnn
Tcknh dan Pomrntepan
Pchkranrnn Bldeng
Pondl,llten PolltlL, EULa
Budeya Polltll,
Pcnlngketen Dcmotrarl,
Farllltert Kol,ombageen
Pcuorlntehen,
Pcnpekllnn dan Pertrl
Polltlk, Penlllhan
Unum/Pemlllhan Uuum
Kopela Decrah, rerta
Pcmantauaa Sltuarl
Polttlk

' Jurleh tub tcgirtrn
, Pcrumuran Kob{frIen
r Toknlr den Pgmrntspan
r Polrbsnren Btdrng
Poadldlten PoltttL,
Etltr Budeye Polltlt,
PcnlngLrten Dcmokrerl,
tredllted Kalanbrgaan
Porncdntrhrn,
Pcrrretllan drn Partal
Polltlk, Pemlllhan
Unruu/Pomlllheu
Unum Kcpela Dacrah,
rette Pementausn
Sltuml Polittk

Eub
I(cglrtrn

Kotr
Eckarl

2 Eub
Kcglrtrn

1o.257.484.OOO PAX'
I(cglrtan

! Bub 1o.820.79,,,18*

Paraf Koordinasi t\
Kepalq Bakesbangpol UI
Kepala Eappelitbangda --Hukum

L

6

FENAI{ PABTAI POT,ITIK
DAII LDMBAGA
PEI{DIDIIIAII }IEI,ALUI
PGI{DIDII(AI{ POLITIK
DAT PET{OEUBANOAII
ETII{A SERTA AUDAYA

Polltth prdr
Prrtrl Polltlk

Kadcr
r/o Kota

Bckd
100% 10.t87.4S4.OOO PAD lOO7o 1o.820.?92,r84

-
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Rencana Tehun 2026 lillKodo Ururen/Bldrng Urumn/
Program/Iftglrtea/8ub

Kcalrten

IndiLetor
Outoomc/Output

Setusn Loteet
Target

Capalan
KlnerJa

Kebutuhan
Danal Pagu

Indtketlf lRpl

Sunbcr
Dana

Target
Capelan

Kobutuhan
Ilana/ Pegu

Eumbcr
Ileae

8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Progranr Kerja
di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelcmbagaan
Pemerintahan, Perrvakilen
dan Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik
di Daerah

Program Kerja di Bidang
Pendidikan Politik, Etil€
Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitaei Kelembagaan
Pemerintah"an,
Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah yang

Jumlah Dokumen Kota Bekasi 11 Dokumen 9.937.880.000 PAD lt
Dokumen

10.4s2.662.184

8.01.03.2.01.0004
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Faeilitasl Kelembagaan
Pemerintahan, Penvakilan
dan Partai Politik,
Pemilihan
Umum/ Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik
di Daerah

Koordinasi Orang yang
Mengihrti Koordinasi di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitaei
Kolembagaan
Pemerintahan,
Perrrrakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, eerta
Pemantauan Sltuasi

Orang Kota Bekasi 1.250 Orang 31 000 PAD
Orang

368.13 .000

8.Ol.O.$.2.O1 Pcrumuren lftblfekrn
Tchnlr dan Pouantaprn
Pchktenaan Bldeng
Pcnbcrdeyern dan
Pcngawe:en Organlrerl
I(cmeayeretsetnn

Junl,rh Bub l(caletrn
Prograrn KcrJe dt Bldaag
Pondafteren Oruet,
Pcmbcrdayean Ornne,
Evduerl dan Mcdlerl
Eenghete Ormat,
Pcngewaran Ormet drn
Ormer Arlae di Dccreh

2 Eub
Kcglatan

6.rE3.O00.ooo

Paraf Koordinasi
T'

/fl
Eqbag Hukum
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8.O1.CI4
PEMBEnI}AYAAI{ DAil
P.TTNOAWAgAI{
OBOAIII&AfrI
I(T[ilABYANAKATA![

Psnsntnre Orgenketl
Kcmuyrntatrn yflrg
nktlf

a/o Katr
Bclrrrt

?LVo 8.431.824,987 BILPA T2o/o 6.15$.O30.OOO

Sub
Kcglatan

Kota
Bckerl

t Bub
I(egtatan

5.431.824.987 EILPA

tepala Bappelitb*gdn



Reacane fohun 2026 Url +
Kode Uruen/Bldrng Urumn/

Progrem/ Kcgl,aten/ Sub
Koglnten

IndiLrtor
Outoomc/Output

Eatuen Lokeri
Target

Cepalan
KlnerJa

Kabutuhan
Dana/ Pegu

Indlkrttf (Rpl

Sunber
Dana

Targct
Capelan

Kebutuhan
Ilana/ Pagu

Sumbcr
Denr

8.01.04.2.01.000I Penyusunan Program Kerja
di Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah

Jumlah Dokumen
Program Kerja di Bidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Orrnas,
Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah
ye$gDisusun

Dokumen Kota Bekasi 5 Dokumen 5.431.824.987 SILPA 5
Dokumen

6.047.850.000

Eub
Kcglaten

I Bub
Kcglrtan

219.8E9.900 I Drne
I Klro"r"

8.01.05.2. 1,0003
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya
dan FaEilitasi Pencegahan
Penyalagunean Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Orang yang
Mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan dl Bidang
Ketahanan Ekonomi,
Soeial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat

di

Orang Kota Bekasi 20O Orang 219.889.900 Dana
Khusue

400
Orang

397.392,923

Paraf Koordinasi
-tA,

Kepala Bakesbangpol tt
B ^rHukumKab

3
Khueur

8.{t
DAI{ TEHGEMNAI{OAI{
I(ETAHAI{AIY DKOIiIOMI,
gogIAL, DAH BUDAYA

Pereentrle dt
bldang kotahenan
okonoml, rollal, budeyn
dan farttltnst
pcnoegrhnu
ponyalahgunnnn
nnrhotlka, ferllltart
kcruhunrn umat
bcragnme dan
prnghayat koprrcryern
dl dncrah yf,ng

Yo Kota
Bckrrl

l000/6

Trknlr dan Pcmantaprn
Pellktrnran Btdrng
I(ctahenan Ekonoml,
Ootlel drn Budryn

Fcnrmulen
ToLnlr dan Pcmantaprn
Pclnlirnren Bldeng
Ihtahrnan Ekononrl,

Kotr
Bckarl

1 8ub
Kcglatan

3g7.Og2,g2g

8.O1.06
KEWAgPADAAr{

Pcrsontaro korfllk
rodal ynng dllelcrellmn

Kotr
Bokarl

l0(10/6 2.408.o86.OOO FAD/
SITPA

IOOYo 2,778.806.960
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PreklrsenRcncenr TelUt 2026 ll{l 

-

Sumtcr
Ilens

Ksbutuban
Ilana/ Pagu

IndiLattf lRpl

Target
Cnpalan
Kincda

Surnbar
Dana

Kode
Kebutuhan
Dana/ Pagu

Indtketif (Rpl

Ururnn/Bldeng Uruarn/
Progrnm/Kcglateu/Sub

Hoglntnn

Lokncl
Target

Capnlan
KlnerJe

IndlLetor
Outoomc/Output

Eetuan

000.0007A.06.2.01.00038,01 PAD250.000.70 Orang
Kewaspadaan Dini,

Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing,
Kewespadaan Perbataseri
antar Negura, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, scrti
Penanganan Konflik di
Daerah

Bidang
Ke Jumlah Orang yang

Mengikrti pelaksanaan
Kebiiakan dt Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lcmbaga Aeing,
Kewaspadaan Perbatasan
antar Negara, Fa,silitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah

Orang Kota

564,480.000t2
Laporan

8,0 1.06.2.01. 537
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pema:rtauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Aeing dan
Lembaga Asing,
Kewaspe4Ba.n Perbataean
anta.r Negara, F'aeilitaei
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah

Pelnksanaan Monitoring, Kota Bekasi 12 Laporan
Monitoring, EvaluaEi dan
Palaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelfien,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan
antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di

Laporan Laporarr

Paraf Koordinasi .A
Bakes

/*?
Kabag Hukum
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DAH TASILITAOI
PEilAT{GAITAH KOIIFLTK

Kotr
Bckarl

75



2026Kods Blderrg Urusen/
Progran/Kcglatan/Bub

Ifualeten

IndlLator
Outcomo/Output

Eatuen Lokert

Cnpelan Dana
Targct

Capalan Dena/ Pafu
Eumbcr

Ilaua
8.01.06.2.01.0005 PelaksanaaJx Forum

Koordinasi Pimpinan
Daerah Kabupaten /Kota

Dokumen Hasil

Daerah

Pelaksanaan Forum
Koordinasi Pimpinan

Dokumen Kota Bekasi 12 Dokumen 1.620.856.000 SILPA t2
Dokumen

1.859.326.960

Iotal 02.304.EOg.1t7 34.O87.528.2r9

Paraf Koordinasi
Bakes

HukumKab

SPOL

2026

Kebutuhen
Ilaa*/ Pagu

Indltrtlf lRpl
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BAB TV

RENCAITA ITER.IA DAIS PEIIDAITAAIT BAI}AIT I(ESATUAIT BAITGSA DAN

POLITIK KOTA BTKASI TAIIUIT AITGGAR.OIT 2oi26

Urrrsan Pemerintahan yalrg dilaksanakan Badan Kesbangpol adalah

Ltrusan Pemerintahan Umum, yang merupakan urusan wajib.
Kebersinambufi.ga$ Rencana Kerja Kesbangpol dengan Rencana Pemb€rngunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) dapat dilihat yaitu dengan adanya Prioritas Pembangunan yang
dilaksanakan pada program-prograrn Badan Kesbanglrol.

Program adalah bentuk instmmen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh oPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan
oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan
daerah {Permendagri No. 54 Tahun 2O1O}.

Program yang ditetapkan mempakan program-program yang berada
dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkal dalam dokumen
Rencana strategis {Renstra} Badan Kesbangpol dan dokumen pembangunan
lainnya' selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yangakan dilaksanaka* pada tahun yang bersanglnrta' sebagai cara untuk
mencapai sasaran yang telah ditetapkan,

Adapun yang dimaksud dengan kegiatan adalah bagran dari program yang
dilaksanakan oleh safir atau beberapa organisasi perangkat Daerah sebagai
bagian dari pencapaian sasar€rn terukur pada suatu progr€rm, dan terdiri darisekumpulan tindal<a' pengeratran sumber daya baik ya,g berupa personil
fsumberdaya m€rrulsia), barang modal termasuk peralatan dan telorologi, dana,atau kombinasi dari beberapa atau kesemuajenis suruberdaya tersebut, sebagaimasukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa fPermendagri Nomor 54 Tahun 2o1o]. Dalam komponen kegiatanini' perlu ditetapkan indikator kinerja kegratan dan rencarra capaiannya.

Program dan Kegiatan dalam periode tahunan yang akan dilaksanakan
oleh Badan Kesbanglrol menrpakan kegiatan yang menjadi wewenang Badan
Kesbangpol dalam rangka mendukung terrrujudnya Misi Kota Bekasi rnelalui
berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. program dan Kegiatan yang
dilaksanakan pada tahun 2026 dibagi berdasark xt z (dua) bagran besar, yaitu

(,
Paraf Koordinasi

Hukum

tl
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Program Prioritas darr Program Rutin (Program yang ada dihampir seluruh
Organiasi Perangkat Daerah).

Prograrn Prioritas Badan Kesbangpol adalah :

1- Program Penguatan ldeolog Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
2- Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga pendidikan

Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya
Politik;

3- Program Pemberdayaan dan Pengaurasan Organisasi
Kemasyarakatan;

4- Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Dan Budaya;

5- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Da3 Peningkatan
Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;

Jumlah Program yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol tahun 2026
berjumlah 6 {Enam} program yang diiabarkan dalam 11 (sebelas} kegiatan dan
27 (Dloa puluh tujuh) Sub Kegiatan, Kegratan yang dilaksanakan berlokasi di
Kota Bekasi darr Luar Kota Bekasi dengan sumber pendanaan berasal dari ApBD
Kota Bekasi.

Rumusan program dan kegiatan Badan Kesbangpol selunrhnya telah
tertuang dalam Rencana Keg'a Pemerintah Daerah. Untuk pagu indikatif masih
terdapat beberapa perbedaan {dan perubahan} karena pagu anggaran yang
terdapat pada Rancangan RKPD masih bersifat tentatif banyak dilakukan
penyesuaian-penyesuaian pagu anggaran di tingkat TAPD, da4 masih akan
disesuaikan dengan kebutuhan akan ketercapaian indikator d.an target kinerja
kegiatan-kegiatan.

Rencana Kerja {RENJA} mempakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD)

dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan

rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaar,, maka menjadi satu
instmmen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan
pembangunan daerah agar lebih teraratr. Penyusunan RENJA-PD berpedomarl

pada RENSTRA Badan Kesbangpol Kota Bekasi dan mengacll pada Rencana

Kery'a Pemerintah Daerah (RKPD).

Pen5rusunan RENJA-PD bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri,

melainkan meranpakan rangftaian kegratan yang simultan dengan pertnrsunarr

Paraf Koordinasi
Kepala Bakesbangpol
Kepala Bappelitbangda a'(
Kabag Hukum6

78



RKPD, serta merupakEln bagran dari rangkaian kegiatam pen)rusrrn€rn ApBD.
RENJA-PD yang disusun ini merupakan bagran yang utuh dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2t)25-
2029 dan Rencana strategts (RENSTRA) Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun
2025-2029' Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomo r 25
Tahun 2oo4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Adapun rumus€ur Rencana Kerja dan Pendana€rn perangkat Daerah
Talrun 2025 ini dengan program dan kegiatan serta pagu indikatif mengaclr
pada Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Bekasi
Tahun 2a25-2a29 dan Rencana Strategis TRENSTRA) teknokratik Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2o25-2o2g sebagaimana
disajikan dalam Tabel 4.1. berikut,

Paraf Koordinasi ,1
Kepala Bakesbangpol V'

_{qp"la Bappelitbangda I a7
Kabag Hukum{t"
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Tabel 4. 1 Rracangaa Roncana XerJa Prograu, Keglatanr, Sub Kcgiataa, Badan Kcretuan Bangaa dan polttlk
Kota EeLarl Tehun 2O26

Kode Ururan/ Bldeug Unuaa/ Progrem/
Iftgleten/ Eub Koghten Indltator Outcome/Output Satuan Lokasi

l6t

Tahun 2O 6
Targct

Capelen Eumbcr
Dena

8.Or Unour Pcmcrlatehnn Umum

8.O .e.ol

Bldeng Ururrn Kcraturn Bengtr drn Polltlk

Pcrcnoanaan, Ptnganggatran, dan Evaluarl
KlncrJr Pcrangkat lleareh

Dokumcn
Pongrnggarnn, dln Evrluall KlncrJe

t Drcreh cceurl II8PK

I
DoLumcn

I(crbrngpol Dohumon

8.01.0 r.2,0 1.0001 Penyusunan Dolnrmen Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat
Dokumen Badan

Kesbangpol
I
Dokumen 50,000.000 PAD

8.01.01,2,01,0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerje dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kiner.ia dan Ikhtiser Realisasi Kinerja SKPD

Laporan Badan
Kesbangpol

I Laporan 25.000.000 PAI)

LOl.Ot.2.O2 Admlnlrtrrul l(aurngnn Parnnghrt Drsrnh .Iumhh Leponu Adnlnlrtrnrl Krunngna
PcrrnlLet Drgrrh !!!u!l NgPK

Lnponn Erdra
Kcrbentpol

2 Lrporer 10.986.78S.OOO PAD/ DAU
8.01,0 r.2,02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan

Tunjangan ASN
Orang /
Bulan

Badan
Kesbangpol

1.316
Onng /
Bulan

r0.971,755,000 PAD/DAU

8.01.01.2,02,0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
SKPD

Jumlah Laporan Keu angan Bulanan I
Trirvulan arl/ Semesteran SKPD dan Laporan
Koordlnasi Pen5rusunan Laporan Keuangan

Semesteran

Laporan Badan
Kcsbangpol

16
Laporan

15.000.000 PAI)

8.Ot.Ol.2.05 Kepcgawdan Pcrenglnt Dacrah Jumhh Lrporan Mnlnlrtrnrt fep-gaw.lrn
Porrngkat Deorqh yang dlturun rcrurl !{gpK

Leporan BsdEa
I(ctbratpol

1 Laporan 20.ooo.ooo EILPA

E.0 r .01,2,05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdaeerkan Tugas dan F'ungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Ttrgas dan
Fungei yang Mengikutl Pendidikan dan

tihan

Orang Badan
Kcsbangpol

10 Orang 20.000.000 SILPA

8.O1.O1.2.06 Admldrtrerl Uurua Pemuglrat Drcrsh Jumhh Lrponu Adalnlrtrnrl Urnum
Ilrorah

Lrporen 6 Lrponn 838.OOO,OOO PAD/
SILPA8,01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang

Disediakan
Paket Badan

Kesbangpol
3 Paket 350.000.000 SILPA

8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan vang D_ is qdiakan

Paket Badan
Kesbangpol

12 Paket 60.000.000 SILPA
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Rsncnna Tahun 2026Kodo Ururan/ Bldang Urucer/ program/
Itogletaal Sub Kcglatan Indl&ator Outcome/ Output Setuen Lokarl Tnrgot

Capalan
Indikntlf

Kobutuhan
Dana/ Pagu Sumber

Il*nr
8.01.01.2,06.000G diaanPenye Bah an Bacaan dan Peraturan

Perundang -undangan Peraturan Perundang-U
Disediakan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
ndangan yang

Dokumen Badan
Kesbangpol

t2
Dokumen

50,000.000 SILPA

8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan F'asilitasi Kunjungan Tamu Laporan Badan
Kes

T2 75.000.000 SILPA8,01.01.2. 06.0009
SKPT)

Rapat Koardinaei dan Jumlah Laporan Rapat
Koordinasi dan sultasi

Laporan Badan
Kesb

t2 0002 SILPA8.01,0r,2,06.00m Penataueahaan Arsip Dinamis pada SKPD DJumlah 0kumen Penataus Arsahaan ip
Dinamis SKPD

Dokumen Badan
Kes

12

Dokumen
50.000.000 PAD.o1.ol.

PcnuqfangEarang
Pcngadran Lnporan

I(arb
DAU8.01.01 .2.07,0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

yangJumlah Unii Peralatan dan Unit Badan
Kes

7 Unit 100,000.000 DAU8.o1.o1.2.Oe

DaorahUrunn
Barang

Barang Mllitr
Daarah taporan Laporrn DAU BILPA

8.01 0l,2.09.0001 Jasa Pem eliharaan Biaya
Pem dan akeliharaan, KenPaj daraan

D &tnas tauPerorangan Kendar 'a&n Dinas
J tan

Jumlah ataDinas ,u
Kendaraan Dinas Jabatan danyanfi Dipelihara
dibayarkan ,aPqi akny

Unit Badan
Kesbangpol

22 Unit 350.000.000 SILPA

8.01 1.2.09.O006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang U Badan
Kes

25 75.000,oCI0 SILPA
8.0 r ,0 L2.09.00 r0 RehabiliPemeliharaan tasi Sarana dan

GedPraserafia Kan atautr:rung Bangunan

Direhabilitasi

Jumlah $aran & dan Prasarana torKanGedung
atau Bangunan

Unit Badan
Kesbangpol

I Unit 160.000.000 DAU

8.O l,02.2,Or dan
Btdnng Idcologl

rub kcglataa danpcmnntnprn polrlrnnarn btdnng ldoologl
$ub
Kcglrtrn

Kota
Beke^rt

t Eub
llcgtrtan

1.088.499 FAD/
BILPA8.01.02.2.01.0003 Pelake anaan Ke dibijakan Bidang Ideologiwarvasan Ke Belabangsaan, Negara, Karalcter

aBangs KePembauran aanbangs Bineke
Ika danTlrnggal Sejarah Kebangsaan

Orang Kota Bekosi 200 Orang 50.000.000 PAD

8.01.0'2.2.01.0004 Koo di Bidang Ideok:gi
Wa.wasan Ke Belabangsaan N,egara, Karakter

PemBangsa, ba 'an,ur Ke aan Binekabangs
Ika dan arahTunggal Kesej bangsaan

diKoordinasi
Bidang Ke Belabangsaan,
N, akterKaregara, baPenra,Bangs 'anur

BhinekaKebangsaan Ika dan arahTunggal sej
Ke

Orang Kota Bekaei

Paraf Koordinasi
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Kep4a Bappelitbangda la
Kab Hukum
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Renctna Tghun 2026 lNl
Kodo Ururan/ Bldnug Ururau/ Progrnm/

Ifuglataa/ Sub Kegl,aten Indlkrtor Outcomo/ Output S*tuen Lokrd Tnrget
Capalan
Klnoda

Kcbutuhan
Dana/ Pagu

Indlkattf lRpl

Sumber
Xlena

lt) t2t (E) lEt8.01,02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan
dan Purnapaskibraka

hrrna kibraha

Laporan Hasil Pembinaan Aklivitas
Kepaskibrakaan dan Laporan Hosil pembinaan

Dokumen Kota Bekasi o

Dokumen
181.762.000 PAD

8,01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Orang Kota Bekasi 52 Orang l, 153.737.300 SILPA

8.Ol.O3.2.Or Fcrumuran Kcb{faken Tchuk dan
Fcmnntrpen Pclnlmatln Bldrng pcndtdlkna
Polltlk, Etlka Budrye Folltlk, ponlngLatau
Damohrerl, Fnrlllterl Kclcmbrgnrn
Pcncrlntnharn, PcruraLllln dan Partal
Polltlk, Psmlllhea Umuu/Pomlllhan Unum
Ihpaln Dncrah, ncrtr Pcmentauan Bltuerl
PoUtlk

TBknlr dan Penrnntrpan Palehrnnnnn Bldeng
P;ndldlLan Polltlk, Etlka Budaye polltth,
Ponlngf,rten Domokrarl, Farlllted
Kclcmbagaan Pcmarintahan, Pcrwshllsa dan
Partd Polltlk, Pomlllhnn Umum/ pcmllthrn
Umurn Kcpal,a llacreh, rcrta pcrnantauen
Eltuul Pollttk

Pcrumussn HcbdfrknnJumleh tub koglatan Sub
Ileglrtan

Hota
Bcknri

2 $ut
Kcgiaten

10.267.4r4.OO0 PAD

8.01.03.2,01,0001
Pendidikan Politik, Etike Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilltasi
Kelembagaan Pemertntahafl, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah

Penyusunan Program Ke{a di Bidang

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintah*n, Perwaldlan dan
Partai Politik, Pemllihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan

Dokumen a diProgram Kerj Bidang
Pendidikan EtikaPolitik, P0litik,Budaya

Situasi Politik di Daerah Disusun

Dokumen Kota Bekasi l1
Dokumen

9,937.880.000 PAT)

8.01.03.2.0 1,0004 Koordinasi di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik,
Pernilihan Umum/ Pcmilihan Umurn Kepala
Daerah, eerta Pemantauen Situaei Politik di
Dacrah

Pelaks{rnaan yang Mengikuti Koordinasi di
Bidang Pendidikan Politik, Etika Buday'a
Politik, Peningkatan Demokrasi, Faeilitaei
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemllihan Umum/Pemllihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah

Jumlah Orang Orang Kota Bekasi 1.250
Orang

319.604.000 PAI)

8,Ol.04.I.Ol Pcrumutan Keb{akrn Tohnh dan
Pcmrntapnn PelaLrnr&tfi Btdang
Pambrrdayaan dan Pcngawa*an Organllaul
Komeryrrahatnn

Jumlrh 8ub Kcgtrtan Progmm Kcdn d[ -
Btdnng Pcndsfternn (lrmat, pombordrynrn
Oruel, Evaluegl dan Mcdlarl Sengleta
Ornlr, Pcngawaren Ormar den Ormne Adug
di Drereh

Sub
Ihgletan

Kota
Bcka^rl

I 8ub
Kcglrtau

5.431.824.987 gILPA

Paraf Koordinasi -rt
Kepala Bakesbangpol tl
Kepala Bappelitbangda a-
Kabag Hukum
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Pemsntalo Folttlk
Partal PoHtll

oh Kotn
Boksrt

lOOo/o fO,2$7-,[84,OOO PAD

1.04
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Porarntnrc Organk*rl ltomuynrekstsn y*ng
ektlf

olo Ituta
Bskalt
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T T

(NlRencsna Tahun 2026
Kodo Ururan/ Bldang Ururan/ Progrrm/

Ituglataa/ Sub Kogl,atan Iadlhrtor Outcomo/ Output Satuan Loknrl Target
Capalan
Klncda

Kcbutuhen
Dana/ Pagu

IndtLetlf {Rpl

Sumbcr
Ilrae

lt) l2) lst t4t t6) l6t ln t8l8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di
Daerah

Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang
PendaItaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Evaluaei dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di
Dacrah vang pisusu4

Dokumen Kota Bekasi 5
Dokumen

5.431.824.987 SILPA

8.Ol.OE.2.O1 Prrunutan KcbtJakrn Tclnlr dan
Pcmantapan Pelakranann Bldang Kctahanrn
Ekonoml, Borlal drn Budrye

Jumhh rub kogletan Pcrumuren l(ab{ekrn
Tclcnlr dan Femnntapan Pclelranaaa Bldang
I(gtahenen Ekonoml, Eorlal den Budaya

8ub
Keglatan

Kote
Bctrri

1 8ub
I(cglatrn

2r9,8r9.900 Dana
Ilhurur

8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,
Soeial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunann Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayqa4 di Daerah

Orang Kota Bekasi 200 Orang 219.889.900 Dana
Khusus

8.O1.06.2.O1 Pcrumuten Kcb{aken Tchnlr dan
Pclekmneen Pomaatrpnn l(cmrpndrrn
Itedonrl dau Penrngrnan lfunfltk Borlal

Jumleh rub kcglaten Pcrumuun Kcblfeltrn
Tchnlr dan PchLrnnran Pamrntrprn
Ilowarpedmn l{rdoaal dan Pcnengrnan
Itunllll Borld

Eub
Ifuglaten

Kota
Bcknrt

O 8ub
I(cgletnn

2.rto8.o56.ooo PAD/
EILFA

8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, KerJa Sama InteliJen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbataean
antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaa.n, serta Penanganan Konflik di
Daerah

Juml,eh Orang yang Mengikuti pelaksanesn
KebiJakan di Bidang Kewaspadaan Dlni, Kerja
Sama Intelijcn, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Aslng dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
F'aeiliteEi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflil! di Daerah

Orang Kota Bekasi 70 Orang 250.000.000 PAI)

8.01.06.2,01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspa4q,4fr Perbatasan antar Negara,

Laporan Kota Bekasi t2
Laporan

537.200.000 PAD

Paraf Koordinasi t\-kep4a Bakesbangpol 1l
Kepala Bappelitbangda a-l

_4qb.g Hukum
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8.Ot.OE FM.OONAM TE!ilEIHAAI{ DAN
PEflGEMBAT|(}AIT KNTAHATAT{ PKOI\IOIfiII
SOFIAL, DAI{ BTIDAYA

Pemrntarc hrb{Jetsu dt bt{oag hctrhrnan
ctonoml, rorlal, budrye dnn fratlltml
pcnccgnhnn pcnyelehfun.rn n*rtotlkr,
frdllterl LcruLunen umrt tcmgamr den
pcngheyat kclnroeyaan dl decrah yunt
dllalrrnnrlnn

oh l(otE
Brtnrt

1O0c/o 219.889.900 D*nn
Khurur

8.O PROOAA}I PEIII}IOKATAil KEUTAAPADAA.III
IITA0IOI{AL ITAI{ PEI{TNOI(ATAIT KUALTTA$
DAN FASILITASI PE.I{ANGAilAIT KONTTIK
EOgIAL

Perrontsrc konfllt ro*lcl yaag dlulornl*rn o/o Ifuts
Bchnrt

100% ,.408.OS6,OOO PAD/
sILPA



Kodc Urusan/ Bldrng Unuaa/ Progrem/
Kagtetaa/ Sub Kcgleten Indlkrtor Outcornc/ Output Sctuen Lokerl

NI
Targct

Capeian
Klnoda

Kobutuhen
Dana/ Pagu

Indthrtlf {Rpl

Sumbcr
Daaa

lt) l2) (3t t4) t5) l6' t7) lEt
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanqanan Konflik di Daerah

Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganalt Konflik di Daerah

8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah Kabupaten/Kota

Jumleh Dokumen Hasil Pelakganaan Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota

Dokumen Kota Bekasi t2
Dokumen

1.620.856.000 SILPA

Total 32.304.609.187

Paraf Koordinasi -,1
Kepala Bakesbangpol 1t
Kepala Bappelitbangda I -Kabae Hukum
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BAB V

PEIYTITIIP

A. Catatan Penting Dq.Iau penyusunan Reuja
Penetapan program dan kegiatan yang ada di dalam Rancangan

Rencana Kerja (Renja) ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan politik. Dalam
melakukan perumusall Renja, kebijakan yang terfuang di dalam RpJMD
Kota Bekasi dan Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi dijadikan mjukan
utama di dalam proses pen5rusunan. Prinsip yang digunakan dalam
penJrusunErn Renja ini adalah prinsip efesiensi, efektivitas, transparan dan
akr:ntabel.

Inti dari penJrusunan Renja ini adalah optimalisasi pencapaian hasil
dari upaya Perangkat Daerah per tahun anggaran. Selain ifu, Renja
mempunyai posisi penting di dalam menciptakan keterpaduan dan
sinkronasi antar kegiatan yang ada di dalam sahr program, maupun
kegiatan-kegiatan yang berlainan program. Oleh karenanya, untuk
memperoleh keterpaduan dan sinkronasi di dalam pelaksasaan
program/kegaiatan yang telah direncanakam, diperlukan shartng informasi
dari Program/Kegaiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah. Melalui
penyusunan Renja lah shaing informasi itu dapat dilaksanakan.

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan a.nggaran pada tahun
berjalan terdapat kendala, baik dalam proses pelaksana€ul fisik dan
anggErran, maka akan dilakr-rkan penyesuain dokumen perencErnaa.n kerja.
Penyesuaian tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan
yang terlebih dahulu dilakukan proses keselarasan dengan dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pembahan.

B. Kaideh-Keidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol merupakan dokumen
perencanaan tahunan yang akan dilaksanakan selama tahun 2026- Untuk
men5rusun Renja Badan Kesbangrol Kota Bekasi ini setiap tahapan
perenca"naan pelaksanaan pembangunan tetah dilaksanakan. Dimulai dari
penjaringan usulan yang berasal dari Forum Musrenbrog Tingkat

Kecamatan hingga Fonrm Musrenbang Tingkat Kota Bekasi. Pada setiap

tahapan perencanaan yang dijalani, memunglrinkan terjadinya kesalahan

Paraf Koordinasi
Kepala Bakesbangpol t
Kepala Bappelitbangda -t
Kabag Hukum
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maupun distorsi maksud atau tujuan dari usulan- Oleh karena itu, apabila

terjadi perubahan kebijakan daerah manipun kebijakan nasional selama

tahun 2026, Badan Kesbangpol Kota Bekasi akan melakukan perubahan-
perubahan demi kesempumaar Renja ini.

C, Rencana Tindak Lanjut
1- Perlu meningkatkan pemahafir.an dan penguatan fungsi deteksi dini dari

setiap aparatur Badan Kesbangpol. Hal ini diperlukan untuk melalnrkan
analisa kerannran€rn sosial yang terjadi di masyarakaf, baik itu tahapan
preventif manrpun rehabilitasi;

2' Perlu meningkatkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaa.n. Hal ini
bertujuan untuk menumbuhkembangkan rasa solidaritas dan tenggang
rasa di masyarakat Kota Bekasi;

3' Aparatur Badan Kesbangpol yang ada saat ini dari sisi kualitas masih
kurang, sehingga akan berakibat bertumpulorya suatu pekerjaan pada
seseorang' Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kgalitas sumber
daya aparatur da, penarnbaha' jumlah pegawai;

4' Meningkatkan perall serta masyarakat di dalam proses pelaksanaan
urusan Kesatuan Bangsa dan politik.

Bekasi, Agustus 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Dal Politik Kota Bekasi,

Nesan Suj
Pembina U

.T., M.T. CGCAE
Muda / (tv.c)

NIP. 19740708 200212 t oa7
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usuLlut RElvcAttA ItER.rA {RtIrJAl
BAI}AIT ITTSATUAN BAIYGSA DAIY POLITIK KOTA BEKASI

TAIIUil AilGGARAIT 20126.

Catatan :

Berdasarkan hasil pemetaan dokumen Renca.na Strategis (RENSTRA) Tatrun 2O2S-
2029, Badan Kesbangpol untuk tahun Anggaran 2A26 termuat pagu anggaran
berjumlah Rp. 34.25i2.1#.2OOr- akan tetapi setelah adanya beberap" t.gi"tai-hasi1
penyesuaian kebijakan, hasil desk internal r€rncanglm awal pada pagu anggaran
berubah menjadi Rp. 34.25i2.144.290r-. dan pada fraiit desk dCngan bappelitbangdaPagu Anggaran Rencana Kerja {Renja) Badan Kesbanp;l- -.n3.diRp. 32,3(14.509.187r-.
Adapun beberapahalyang mempengamhi adanya faktor kenaikan pagu uurgg€rran yang
diusulkan oleh Badan Kesbangpol, diantaranya :

- Penyesuaian Pagu Anggaran untuk Hibah Organisasi Kemasyarakatan
- Penyesuaian Bantrran Keuangan Partai Politik (Berdas arkan data perolehan suara

sah pemilu yang menentukan jurnlah partai politik yang akan mengisi di pos-pos
pademen dengan besaran perhitungan perolehan surat suara sah untuk Bantuan
Parpol di TA. 20261

- Penyesuaian besaran pagu €rngg€rrtu-r untuk memfasilitasi Fonm Koordinasi
Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

- Penyesuaian nomenklatrrr sub kegiatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisisi,
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah.

- Penyesuaian pagu anggaran unhrk memenuhi kebuhrhan Sarana Prasarana
Pekantoran Perangkat Daerah
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